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Begitu juga negara dalam konsep Islam. Hanya saja, sejah
dalam Islam bukan saja duniawi, namun juga kesejahterfi».
akhirat (Al-Falah). X
Lalu, bagaimana konsep negara dalam Islam?' Bagaimana neg
mensejahterakan masyarakatnya? Bagaimana negara mengel@la

Setiap negara memiliki tujuan mensejahterakan masyarakatlga, ; '

keuangannya?

Buku Keuangan Publik Syariah, Teori dan Praktik ini membaﬁs
berbagai teori dan praktik Keuangan Publik yang sesuai.syariah Islam. Sejak
zaman rasulullah Muhammad SAW, zaman keemasan Islam, hingga saat ini.
Selaian konsep negara, konsep kesejahteraan, buku- ini membahas juga
instrumen-instrumen Keuangan Publik dalam Islamseperti lembaga wakaf £ﬁ
lembaga zakat. : .

Buku ini juga membahas peran negara dalam pengelolaan keuangds
publik, sumber penerimaan negara, pengeluaran negara, pengelolaa
keuangan publik di masa rasulullah hingga zaman Umayyah dan Abbasiyi.
Juga isu-isu keuangan publik terkini seperti struktur anggaran keuangan publik,
mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan publik, hingga utang negara dalam

. perspektif keuangan publik syariah. &

Buku ini juga mengungkap bagaimana Keuangan Publik Syariah di
masa lalu benar-benar mengantarkan kesejahteraan masyarakat. Sal"ﬁ
satunya adalah di masa Pemerintahan Umayyah, tepatnya saat Pemerintahan
Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya sangat singkat. Betapa sejahteranya
itu, mencari mustahiq zakat pun begitu sulitnya, karena semua suda
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/Pasal 113 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalem pasal 9 ayat (1) huruf i
untuk penggunasn secars komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (sam) tahun dan/atau pidane denda paling
banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak' ekonomt
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) haruf ¢,
turuf d, huruf f, daw/amu buruf h untuk penggunazn secasa
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
{limaratusjuta rupigh).

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelangearan hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) horuf a,
hueuf b, huruf e, dan/atau huruf g unmtuk penggunaan secara
komessial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(sath miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp4,000.000,000,00 {empat miliar
rupiah).
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KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan tulisan bersama dari sejumlah dosen Ekonomi
Islam yang termotivasi oleh sedikitnya seferensi tentang Keuangan Publik
Syarizh. Berdirinya ratusan program studi Exonomi Syariah atau Ekonomi
Islam di berbagai universitas di Indonesia tentunya membutuhkan buku-buku
referensi yang komprehensif. Termasuk di antaranya adalah referenst tentang
Keuangan Publik Syariah. )

Buku ini ditulis secara betsama-sama dan bukan tulisan yang berdiri
sendiri-sendiri berupa Bunga Rampai, semata-mata agar seluruh bab dalam
buku ini merupakan saty kesatuan buku Keuangan Publik Syariah. Dengan
begitu, buku ini merupakan saleh satu buku Keuangan Publik Syarizh yang
komprehensif dan menjadi refevensi penting bagi siapa saja yang bergelut atan
mempelajari bidang keuangan publik.

Buku ini membahas tentang berbegal teori dan prektik Kenangan

Publik yang sesuai syariah Islam, scjak zaman rasulullah Muhammad SA’

hingga saatini. Memang, fndonesia bukan negara Islarn yang mengikuti aturan
syariah, namun instrumen-instrumen Kevangan Publik dalam Islam tetap ssja
bisa kita temukan dalam kehidupan schari-hari. Di antaranya adalah instrumen
sakat dan wakaf yang juga diatur oleb negara dengan dibentuknya Badan

Wakafindonesia(BWY)dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Selain instrumen keungan publik Islam berupa zakat dan wakaf, buku
ini juga membahas peran negara dalam pengelolaan keuangan publik, sumber
penerimaan negara, penigeluaran negasa, pengelolaan keuangan publik di masa
rasulullab hingga Umayysh dan Abbasiyah. Juga isu-isu keuangan publik
terkini seperti struktur anggaran keuangan publik, mitigasi risiko dalam
pengeiolaan keuangan publik, hinggs utang negara dalam perspektif kewangan
publik syariah.

Keuangan Publik Syariah ini menarik, karena sejarah mencatat bahwa
pengelolaan keuangan negara islam di masa lalu mampu mengantarkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah di masa Pemerintahan
Umayyah, tepatnya saat Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang sebenamya
sangat singkat. Digambarkan bahwa pada saat itu, kesejehteraan dan keadilan
masyarakat benar-benar dapat diwujudkan, sehingga mencari mustahiq zakat
pun begitu sulit. Tidak ada orang yang miskin absolut, fakir yang tidak terbantu,
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. orang sakit yang kesulitan membayar biaya pengobatan, dan seorang
priayang tak bisa membayar mahar pernikahan.

Halymgsel:mﬁknyajustl‘um]uﬁdlmanschmg.xe&ka
kapitalisme menguasai dunia dan sistem keuangan negara menggunakan
pendakaten-pendekaten kapitalistik, kemiskinan justre kian banyak. Ketidak
adilan ekonomi, warga yang tak mampu bersekolah dan wargs yang tak mampn
membayar bisya keschatan bisa ditemukan di mana saja. Begitu juga polemik
tak berkesiidahan di masyarakat tentang isu utang negara, penerimann negara
yang bercam pur antara yang haram dan yang balel, serta pengeluaran negara,
Tusemuakarena pengelolaan keuangan publik ini tidak memiliki pijakan yang
jelds.

Hal itu tentunya berbeda jika Keuangan Publik Syasiah dignunakan
sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Sebab, Allah
mengatur segala sesuatu bertujuan untuk kemaslahatan umnat mannsa. Dengan.
demikmx,aunxntenmngkeumganpublﬂ:da!msymahlsmndxpnﬁhnakm
mengantarkan manusia pada kesejshieraan yang sesungguhnya, yaitu al-falah,
*kesejahteraan dunia dan akhirat.

- Akhimya, puji synkur kepada Allah SWT, bahwa buky ini bisa selesai.
Semoga bermanfaat dan menjadi amal jartyah bagi para penulisnya.

Surabaya, Maret 2020

Imron Mawardi
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BAR ! - PERAN NEGARA DALALS FENGETL COf AAN KEEUANGAN PUBLH(

| 'PERAN NEGARA DALAM
BAB PENGELOLAAN
KEUANGAN PUBLIK

Pembahasan keuangan publik syariah akan dibuka dengan mengenat
negara. Penjelasan tentang negara skan dibagi dalam beberapa subbab yang
meliputi definisi negara, fungsi dan tujuan negars, fungsi negara dalam
pengelolaan keuangan publik, dan indikator keberhasilan negara dalam
pengelolaan keuangan publik.

1.4 Definisi Negara

Aristioteles, flsuf Yunani yang pemikirannya banyak membahas
tentang berbagai subjek kehidupen termesuk politik dan pemerintahan,
mendefinisikan negara sebegai badan masyarakat yang bertujuan untuk
mencukupkan tujuan hidup. Beberapa ilmuwan Barat yang ahii dalam llmu
politik juga turyt memberikan definisi sechush negara. " Roskin (2017)
mendefinisikan negara sebagai “sebuah stukiwr kepemerintahan yang
berdanlat dan kuat untuk menegakkan aturan”, sedangkan Max Weber dalam
Parsons (2017) menyebut negara sebagai sebuah organisasi dengan kedaulatan
teritori yang dalam klaimnya bahkan mengesahkan kekerasan.

Menurut Pasal 1 Konvepsi Moatevideo, konvensi tentang Hak dan
Tugas Negara yang dilaksanakan di Uruguay pada tehun 1933, negara di mata
hukum internasional harus memiliki uvnsur-unsur konstitutif, antara lain
memiliki penduduk tetap, memiliki batas wilayah yang jelas, memiliki
pemerintah dan memiliki kedaulatan atau kekuasaan serta kapasitas umtuk
mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Selain empat unsur
konstitutif yang telah disebutkan, ada satu unsur yang bersifat deklaratif.
Dalam pasal 3 Konvensi Montevideo disehutkan bahwa keberadaan sebuah
negara sejatinya harus diakui oleh negara-negara lain. '

Ada beberapa kesamsan kata kunci dalam setiap definisi, yaitu
organisasi, kedaylatan, dan wilayah. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa negara merupakan sebuah kumpnian masyarakat atau organisasi yang
memiliki kedaulatan dan kekuatan dalam sebugh wilayah. Kedaulatan tersebut

o



KEUANGAN PUBLIK §YARIAM

- dapat diberikan kepada seseorang yang telah ditentukan, sebuah hadaa
perorangan, atau kelompok dari sehuruh komumitas,

| ' Definisi negara dalam Isiam tidak jauh berbeda dengan definisi yang
telah dipaparkan sebelumnya. Namun, ada perbedaan konsep yang mendasar
peda kedaulatan dalam sebuah negara. Perbedgan yang utama antara konsep
kcdaula'tm‘l Barat dap Islam adalah konsep Barat percaya bahwa pejabat atan
perwakilan dari masyarakat membuat hukum untuk masyarakatnya, sedangkan
dalam Islam perwakilan negara bukan merupakan sumber hukum.

f\rh'xsl'im harus tmduk pada Hukum atan Ketetapan Ilahi, Pemerintsh
Islam sejatinya harus mengeluarkan arahan yang berpedoman pada Al-Qurag
dan As-Sunnah. Seluruh aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk mendapat

ridho Allah Swt dan membawa kemaslahstan pada masyarakat, Hal ini

berbanding terbalik dengan konsep Barat yang bertuwjuan hanya untuk
menyenangkan masyarakat tanpa ada elemen ketuhanan. Islam memandang
bahwa kedaulatan atau kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik Aleh. Hal
ini dijelaskan datam Al-Quran surat Al-Furqon ayat 2:
Pips US U0y AU b 34 33 45 G AT WYy 305 Ty (o A W A) gib
1,088 5753
Artinya: Yang memtliki ke it dan iy tidak menpunyal
m bagi-Nya dolam m, daflmuni‘itm segaz.akm z
menezapkan skuran-ukrannya dengan tepat. ’
. . Manusia sejatinya adalah khalifsh Allah yang bertan ; jawab
untuk meiaksanskan kehendak Allash Swi ates nama umﬁuzgehf‘nw
pertanggungjawabennya tidak hanys kepada Allah Swt. namun juga kepada
umat, ]?alam Islam, negar memiliki peran yang sangat penting, Tanpa negara,
Islam tidak dapat secara sistematis bergerak mencapai tujuannya.

) Dalam Islam, negara memiliki cakupan kehidupan manusia di dunia
hmggadx akbirat. Artiny&mggungjawab negara meliputi kebutithan di dunia
da!am bumasyarakat maupun hubumgan manusia dengan Allah Swt. (Kahf,
1991). MenurutChapra(1979), negara dipandang oleh Islam sebagai instrumen
m:kmereelis&siknn tujuan akhir, baik spiritual maupun material, dari sebuah
masyarakat. Artinya, orientasi tujuan negar dalam Islam tidak banya pada
kesejahtersan marusiadi dunianamunjugadiekhirat. |

BAH { - PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAN KEUANGAN PUBLIK

Dalam prosesnya, tanggung jawab negara tersebut- dijalankan oleh
sebuah institusi yang disebut pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indenesia, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan
untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dsn politik suatu negara atan
bagian-bagiannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan
sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem tata
kelola negara dan menetapkan kebijakan-kebijakan terstruktur demi mencapai
tujuan negara.

1.2 Fungsl dan Tujuan Negara

Fungsi dasar negara secara umum telah diatur dalam Undang Undang
Dasar 1945 alinea keempat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh wmpah darah Indonesia, memajukan
kesejehteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan
ketertiban dumia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial, Fungsi-fungsi tersebut kemudian menjadi acuan dalam pembuatan
produk hukum dalam memenuhi tujuan negara Indonesia yaitu tujuan
perlindungan, kesejaliteraan, pencerdasan, dan ketertiban atan perdamaian.

Budiarjo (2008) mengatakan, terlepas dari ideologi yang dianut,
negara memiliki beberapa fungsi yang bersifat mutlak. Pertama, negara sebagai
pelaksana ketertiban hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya
sengketa dan selisih dalam masyarakat schingga dapat tercipta kehidupan
masyarakat yang aman dan tenteram. Dalam hal ini, negara dapat dikatakan
sebagai kutub tengah yang netral, tidak memihak kepada satah satu pihak
tertentu dalam bermasyarskat, dan dapat menyelesaikan suatu masalah atau

Kedua, negara sebagai pejuang terciptanya kesejahtcraen dan
Kemakmuran rakyat. Fungsi ini merupakan fungsi ekonomi di mana negara
harus berusaha menciptakan kehidupan yang séjahtera bagi rakyatnya. Hal ini
termakiub dalam surat An-Nisaayat 9:

g Wb 8y 20 1,20 e | A 0y m 575 . o L0 0 D080 I

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yong seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yong mereka khawatlr
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklal mereka bertakwa
kepada Allah dan hendakiah mereka mengucapkan perkatagn yang benar.
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Ketiga, fungs} pertahanan. Sejaticiya, sebush negars harus berdaplat
- sehinggs oogare wajib menyiapkan mekanisme pertahanan dalam cangka
: - menviankan bentenscber ertahaas, aparsl petabinan, da alat-alat

+ pertabanpz. Fungsi ini dijclaskan dalam Surat Al-Anfal ayat 72:
om0 3 905k ) A A (s b ey padi gl 5 RIR 1p0 50Ty 1oEY i By

R DR R el o AT L ol

Zad {00 o B T 50 18T AL VY LD RN N 5

_,_ . tempat hedioman dan pertolongan (kepada orang-orang mubdjirin). mereka it satu .M

* sebelum mereka birhilrah. (Akan tetapd) jika mereka meminta periolongan
tolomgan Recuat terhadap Kater s, telah ada perjarice ntara kaoms denggan
mereke. Dan difak Maha Melihat apa yang ke kerfakian

" Implikasi dari syar ini adalih sclin wejib memiliki mekanisme
pertabiarian, negara juga berfungsi membela agama agar memiliki kehoraiatan _
 di hadapan negara lain. Yang terakhit, menegakkan keadilen. Perilaku adil ini

juga'telah disebut dalem Al-Quran surat An-Nahl ayar 90 yang berbunyi:
PRI A8k RNy RS SUEGN 05 ey L o T SN LIS S 0 Yy

 Artinye: Serungguhnya Allah menyuruh (kawy) beriaks adil dan berbuat hebajikan,

membert kepadda kawm kerabai; dem Allah melarang dari perbuatan keji,

_ hesmagharan dan permusuhan. Dia memberi perigajaran kepadami agar kaniu

Pengelolaan keuangan negara tentn tidak dapat Jepas dari peran
negara. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis yang kurang menghendaki
adanya interfensi negara, dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran dalam

menjaga kebarmetiisan kehidupan masyarakatnya, termasuk kegiatan

ekonomi. Sebuah negara dalam kacamata Islam sejatinys memiliki tujuan
utama memberikan maslahah kepada seluiuh masyarakat di mana masfahah ini

hendakinya dapat mengantarkan seluruh angpota masyarakatnya kepada |

kemalauuran, baik di dunia mavpun i akhirat.

. Daelam mencapai fujusonya, negara juga memainkan pesanan
memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hukum. :m.ﬁ.ﬂuﬁ
merupakan prinsip persamaan Kesempatan yang tercetus dalam UUD 1945.
negara berperan penting dalam mengalokasikan pemanfaatan sumber daya
alam agar perekonomian tetap stabil.

Oggmgaﬁ.ﬁ%ﬂ?&ﬁgvr@g_éﬁg
sistem distribusi melalui kebijskan-kebijakan yang adil. Coutoh yang paling

nyaia adalsh bagaimana negara mengalokasikan belanja nogara untuk

membiayai pos-pos kebutuhan pokok masyarakatnya melalui pendapatan -

 negara yang telsh dikumpulkan. Selain dalam bentuk kebijakan, negara juga

ggngggggﬂﬁ
Uﬂm«b%%%: %ﬁ.&uﬁusﬂanﬁ

w&«wbmgnmﬁga#&vg Egugeagwﬁmg% iprebensif,

telah memberi petunjuk terkait sifit wajib yang harus dimiliki oleh setiap

" pemimpin. Sifat-sifut tersebut telah dicontohian oleh Nabi Muhammad saw.,

scorang suri tauladan umet manusia yang jugs meriipakeo pemimpin negara.
Sifat-sifat Rasulullah yang dimaksud adalah shiddiq (benar), amanah (dapat
dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikaf). :

orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilu sosial, peran berarti
suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki jabatan tertentu
ngogmg&:g%ggwgg& yang
didudukinya. Artinya, apabila membicarakan peran sebuah negara, kita
berbicara mengenai fungsi dan kedudukan sebush negara, Dalam konteks

pengelolaan sektor ekonomi dan sektor publik, secara wmum negara Bnﬁm_mwm _

tiga fungsi utama, yaity fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisast
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Namun, merujuk padaUndang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 Ayat
4 tentang Keuangan Negara, negara memiliki fungsi yang lebih juas:

8. Fungsi otorisasi. Maksud dari fungsi otorisasi ini adalah
pengabggaran negara harus mendapat persetujuan dari lembaga
perwakilan rakyat. Hal ini karena penerimaan negara berasal daci
retribusi rakyat sehingga pénggunasnnya harus melibatican
lembaga. negara (legislatif dan eksekutif) dan rakyat melalui
lembaga perwakilan rakyat.

b. Fmgmpmmmmmmmsendiﬁmmmwsuam
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui
trutan pilinan dengan memperhitungkan sumber daya yang

 tersedia. ‘Dalam pasal 14, dijelagkan lebih lanjut bahwa

kemeonterian melslui pimpinan lembaga selaku penggina
anggaran harus menyusun rencana kerja dan anggarsn
kementerian negara tahun berikutnya.

¢. Fungsi pengawasan. Dalam prakteknya, fungsi pengawasan
pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Kevangan (BPK), di mana BPK
menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Sedangkan, pengawasan internal dilakukan oleh
‘inspektoratjenderal lembaga terkait.

d. Fungsi alokasi, Fungsi alokasi disesuaikan depgan tujuan-tujuan
tahun anggaran berjalan. Alokasi diberikan kepada sektor-sektor
strategis yang ingin dikembangkan yang kelak mersberikas
dampak yang lebik baik bagi kehidupan masyarakat.

e. Fungsi distribusi. Melatui fungsi ini, pengeluaran dalam anggaran
mempunyai dimensi pemerataan baik secara Jangvung maupun
tidak langsung, Fungsi ini biasanya direalisasikan dalam bentuk

‘pembangunan infrastruktur yang menyasar ke daerah-daerah.

f. Fuogsi stabilisasi. Negara berfungsi sebagai alat stabilisesi
pérekonomian agar bedlan dalam kapasitasnya Stabilisasi
artinya merespons ketika ada permasalahan dalam perekonomian

BAB | - PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PURLIK

_ dengan cara melancarkan kebijakan-kebijakan yang sesusi dengan
tnasalah yang dihadapi.

Merujuk pada yraian di atas, negara berfungsi sebagai pengelola atau
manajer keuangan publik. Dalam ilmu manajemen, pengelolaan memiliki arti
yang sama dengan mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia intak
memanfaatikan materigl atan sumber daya demi mencapai suaty tujuan secara
efektif dan efisien. Pengelolaan di sini bukan hanya melaksanakan suatu
kegiatan, namun juga merupskan rangkaian kegiatan yang meliputi fingsi-
fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk
mencapai tujuan tertentu secaraefektif dan efisien.

Begitu pentingnya peran negara dalam Istam sehingga prinsip-prinsip
pengelolaannys menjsdi hal yang penting untuk dijabarkan secara defail.
Dalam hal pengumpulan, Chapra (1979) mengatakan bahwa negara tidak
diperkenankan memungur pajak dan berhutang selama pendapatan negera yang
telah ditentukan oleh Istam dan segala sumber daya alam masih mencukupi
untuk membiayai pengeluaran negara. Ia juga menyebutkan baliwa pajek juga
tidak diperkenankan untuk dipungut dalam rasio yang tinggi dan memberatkan
rakyat. Selain itu, [a berpendapat babwa utang yang diambii oleh pemenntah
harus bebas dari suku bunga, -

Prinsip-prinsip pengeluaran menurut Huda (2012) adalah tidak boleh
berlebih-lebihan dan wajib untuk mengutamakan kebutuhan yang mendasar
seperti pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan), pertabanan,
penegakan hukum, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, penegakan
keadilan dan kepentingan sosial lainnya. Sedangkan, menurut Al-Jarhi dan
Zarga (2005), dalam mengalokasikan pengeluaran, negara harus
memperhatikan tujuan utama yaitu menjamin kebutuhan seluruh penduduk,
mengurangi ketidakadilan pendapatan, dan kekayaac.

Selain negara, masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara
berhak dan berperan sebagai pengawas negara dalam menjalankan pengelolaan
keuangan publik. Keterlibatan masyarakai dalam proses pengelolaan adalah
hal yang sangat penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, karena
sesungguhnys mayoritas dana yang dikumpulken oleh negara berasal dari
masyarakat berupa pajak maupun bemtuk retribuai lainnya. Oleh karena itu,
masyarakat sejatinya harns turut berpartisipasi mengawasi dan mengetahud
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untuk apa anggaran tersebut digunakan. Kontrol masyarakat akan
Dalam prinsip tata keloia publik yang baik atau good public
governance, térdapat asas-asas yang harus diterapkan, yasitu demokrasi,
transparansi, akuntabilitas, budays hukum, serta kewajaran dan kesetaraan
(KNKG, 2008). Asas-asas tersebut dapat diterapkan dalam pengelolean
keuangan publik, baik dalam permungutan maupun pendistribusian keuangan
negara. Memastikan tata kelola yang baik serta terpenruhinya semue norma tata
kelola yang ditentukan akan membawa manfast untuk semua pihak yang
‘berkepentingan termasuk masyarakat.
1.4 Indikator Keberhasilan Negara dalam Pengelolaan Keuangan
Publik

~ Usaha-usaha negara dalam menge.lola keuangan publik salah satunya
btn'tujuan mencapai kesejahtersan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan
ukuran-ukuran untuk mengukur keberhasilan pengelolasn tersebut.
Keberhasilan pengelolaan keuangan publik dapet dilihat dari terpenuhinya
kebutuban primer (dbaruriyat) masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk
raengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan pokok seseorang.
Secara umum, kebutuhan mendasar manusia adalah pangan, sandang, dan
papan. Namun begitu, beberapa agensij atau ilmuwan dunia memiliki beberapa
aspek tambahan yang diaaggap turut menjadi kebutuhan dasar manusia:

a. United Nation Research Institute for Social Development: kebutuhan
fisik primer (gizi, perumahan, dan kesehiatan) dan kebutuhan kultural
(pendidikan, waktu luang, rekreasi, dan ketenangan hidup).

‘b. International Labor Orgenization (ILO): sandang, pangan, papan,
pendidikan, transportasi public, dan kebutuhan yang meliputi
pelayanan sosial.

c. Amartya Sen: harapan hidup, tingkat Iiterasi {(kualitas pendidikan) dan
standar hidup. Ketiga aspek tersebut dikenal sebagai Indeks
pembengunan manusia (Human Development Index) atas hasil
pemikiran Amartya Sen sebagai peraih nobel ekonomi pada tahun 1990.

=
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Jauh sebelum tiga indeks ini dibuat, para cendekiawan muslim telah

 memperkenalkan konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah adalsh tujuiain-

tujuan yang melandast didirikanmya syatiat Islam yang terdiri dari
pemeliharaan agama (ad-diin), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturanan {an-
nasb), dan harta (al-maal) (Al-Shatibi, 2012). Maka dari itu, wiok ukur
keberhasilan pengeloinan keuangan negara dapet diulan apabila memenuhi
atay mendukung tercapainya magashid syariah. Lubis (2013) memetakan hal-
hal yang menjedi tujuan Magashid Syariah sebagai berikut

a. Memelihara agama (ad-diin): meliputi ideolegi, pelaksanaan rukun
Islam, hisbah(pengawasan), kebutizhan militer, dan lembaga keadilan;

b. Memelihara jiwa (an-nafs): meliputi pemenvhan sandang, pangan,
papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan
kéxjadanpelaymso.sinl;

c. Memelihara akal {al-aql): meliputi pendidikan, media dan
pengetabuan, serta fasilitas untuk mendukung perkembangan it
pquetxhuandanuset,

d. Memelihara keturunan (:m-nasb} meliputi tersedianya lembag&
perkawinan, pelayanan bagi ibu hamil dan menyusui, pelayanan bagi
anak usia dini, dan pemeliharaan anak yatim; serta

e. Memelihata harta (al-maal): meliputi keuangan, regulasi dalam
transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensi usaha halal, penegakan
hokum, dan pengawasan terhadap transaksi atan aktivitas ekonomi.
Dalam memelihara tujuan Maqéshid Syariah tersebut, terdapat

kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang oleh Imam al-Ghazali disebut
sebagai dharuriyat, hajiniyat dan tahsiniyat. Orientasinya tidak hanya
menjalankan kegiatan sesuai hukum Jslam namun juga memprioritaskan
‘Yebutuhan yang bersifat dharuriyat (Laldin dan Furqani, 2012) karena tujuan
akhir ekonomi Islam adalah mencapsi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh
karena itu, merujuk pada Magashid Syariah, pengelolaan keuangan negara
dapat dikataksp berhasi! apebila setideknya telah terpenuhi aspek-aspek
kebutuhan dharuriyat tersebut. Indikator yang dapat menunjukkan tercapainya
meqashid Syarish dalam pengefolaan keuangan publik dapat terliliat dalani
diagram di bawah ini:
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Gambar 1.1 o
Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Publik (Jaelani, 2012)

_ Texrpenvhinya kebutuhan dasar masyarakat wajib menjadi perhatian
dan pertimbangan dalam menganggarkan belanja negara. Komitmen sebuah
negara dapat dilihat dari penganggaran belanja negara, Perihal anggaran ini
fidak terlepas dari politik anggaran. Anggaran merefleksikan politik dan cara
berpikir para elit pemegang kekuasaan yang akan memengaruhi arah

. kebijakan. Arah kebijakan ini berpengaruh pada keuangan publik dan .-

- dampaknys. Hal tersebut dapat dilibat dari sekior-seklor yang mendapat
anggarai lebih besar karena mencerminkan intensi negara dalain menentukan
scktor-sektor prioritas. Sebagai contoh adalah grafik anggaran belanja
pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia pada tahun 2020 di bawsh ini.

Tabel 1.1
Alokasa Anggaran Bclanja Uni Emirat Arab dan Indonesia tahun2020
Bt | iew Keeshatan 5
Manfagk Sosial 65% | | PuiindngemSosial 1 4%
Lamy 59% 11 memartshem %1%
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. R .

Sumber: 'roﬁ?lia dlolahigatl ' “emm KQQWM (2019)

Grafik di atas menunjukkar bshwa dari tital 61.354 wiliar dicham
anggaran negara, 32.6% untuk kepemerinteban, 31% untuk pengembangan
sosial, dan 14% untuk infrastruktur dan sumber daya ekonomi. Sisanya, 6.5%
untuk manfast sosial dan 15.9% antuk sektor lainnya. Sedangkan, dari 2.525,8
triliun rupiah dana Rencaria Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Indonesia, alokasi tertinggi ada pada sektor Pendidikan yaita schesar 20.1%.
Alokasi terbesar kedua ada pada infrastruktyr sebesar 16.7%, diikuti dengan
perlindungan sosial 14.7%, birokresi pemerintahan 9.1%, kesehatan 5.2%, dan

34.2% untuk sektor lainnya.

Tabe! perbandingan di atas memperlihatican bahwa alokasi anggaran
belanja negara bergantung pada kebutuhan dan tnjuan dalnm penganggaran
pmxhngumlnﬁnsﬁuldwmempakmfohsmuimhdmbapmdmm
mewyjudkan kescjahteraan dan keadilan rakyat. Penguatan pendidikan
menjadi langkah penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia. Dengan
pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetshuan dan mengassh
keterampilan sebagai bekal untuk memiliki taraf hidup yang lebih baik.

Pembangunan infrasktuktur merupakan hal yang krusial dalam
menjamin pemerataan akses dan kesempatan sumber daya ekonomi. Sebagai
upaya untuk membantu masyarskat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan
miskin yang termasuk dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah
menganggarkan akses perumatian melslui program rumah bersubsidi, bantuan:
pada sekior-sektor kritis seperti pertanian dan perikanan, serta dukungan
finansial pada usaha mikro. Hal tersebit dapat dilihat pada alokasi
pengeluaran RAPBN 2020 yang dikeluarkan oleh KementerianKeuanganRL

Komitmen dan kebijakan keuangan publik yang baik seyogyanya
diikuti dengan tata kelola dan pengawalan yang baik. Masalah yang umum
terjadi dalam keuangan publik adalah mismanagement dalam tata kelola dan

kurang berfungsinya proses pengawalan yang berpotensi menimbulkan tindak
pidana korupai. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejatinya mengacu

- padatujuh asas yang terdapat pada Undang-Undang No. 28tahun 1999 tentang.
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) P&ay;clmggmnmNegmayangBmihdeebasKmi, Kolusi, dan
Nepotisme. Asas-asas tersebut antara lein asas kepastian bukum, tertib
 penyele kepentingan umum, keterbul porsionali
profesionalitas, dan akuntabilitas.

. Terkait pengawasan, Undang-Undang No. { tahun 2004 tentang
Perbmdaharaan Negara menyebutkan perlunya menetapkan Peraturon
Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang kemudian
direalisasikan melalui Peraturan Pemerintal Republik Indonesia nonior 60
tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini,

seperti disebutkan pada pasal 2, memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah -

mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. Tujuan kedua adalah memberiken keyakinan yang memadai hagi
tert_:apginya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengmmnanam aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

_ Guna memastikan jalannya pengelolaan kepan blik i
Undang-lm_dang No. 17 tahun 2003 megnegamanatkan fi?teniu APBM
Anggaran Berbasis Kinerja (performance-based budgeting) di sekior publik.
Hal tersebut dilakukan dengan selalu memberikan gambaran yang objektif dan
proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan
standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan
meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Dengan demikiag,
kemﬁmmgg@mmggamwbﬁkdapatdinilaidansejamm
manfaat itu diasakan oleh masyarakat dapat diukur.

BABe KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

2.1 Pengertizn Kepemilikan dalam Islam

Hukum adalah bagian penting dalam kehidupan untuk
mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan anggota
masyarakat yang terkadang menimbulkan konflik akibat ketidaksepahaman
antar anggota. Pembatasan dan perlindungan stas kepentingan yang beragam
diatur demi terciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Ridwan
{2010) menjelaskan, pertindungan dan pembatasan atas kepentingan disebut
dengan hak dan setiap hak berkorelasi dengan hak dan kewajiban orang lain.
Hak menurut Hasbi Ash Shiddiegiy {2001} adalah: '

St Ll 1508 47,055 Hollaid
yang berarti “suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan
suatu kekuasaan atau suatu beban hukum™. Hak-hak yang dimiliki seseorang
mencakup berbagai lini kehidupan seperti hak berpendapat, hak hidup, hak
kebebasan, dan hak kebendaan, Hak kebendaan dalam Islam disebut dengan
hag al-ainy atau haq milkiyat (hak milik},

Secara etimologi, Koidin (2019} menjelaskan bahwa kata milik’
berasal dari bahasa Arab al-milk yang berar:i penguasaan terhadap sesuatu, Al-
Milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Al-Mi'k juga merupakan
hubungan seseorang dengan suatu hartz yang diakui oleh syara’ vang
menjadikannya memiliki kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga Ta
dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuall adanya halangan
syara' '(Hasbi Ash Shiddiegiy, 2001). Contoh halangan syara’ antara tain
seseorang vang belum cakap bertindak hul.um, seperti anak kecii, orang gila,
atan hilangnya kecakapan hukum seseorang, sepetti orang yang jatuh pailit,
sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidek dapat bertindak hukum terhadap
miliknya sendiri{Nasrun Horoen, 2007),

Dalam Bahasa Indonesia, 'hak milik' diserap dari bahasa Arab al haq
dan al milk yang berarti ketetapan dan kepastian, yaitu sesuaty yang dimitiki
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oleh manusia baik berupa harta benda {dzat) atau nilai manfaat yang
tidak boleh diingkari oleh orang lain atas kebetadaan kepemilikan suata barang
yang telah ditetapkan dan diskui secara syara'. Dengan demikian, orang yang
menmiliki hak tersebut berhak untuk menggunakan harts tersebut selama tidak
menimbulkan bahaya pada orang lain(Dimyauddin Djuwaini, 2010),

Dari ta'rif dan urajan di atas, dapat digaris bawahi bahwa al-milk (hak
milik) adaleh konsep hubungan manusia dengan harta (Calagatu! insan bil-mal)
beserta hukumn, wanfaat, dan akibat yang terkait. Dengan demikian, milkiyah
(kepemilikan) tidak hanya terbatas pada sesnatn yang bersifat kebendaan
{materi) saja. '

2.2 Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam

Dalam pandangan Islam, kepemilikan harta bersifat nisbi atau terikat

dan bukan mutlak atau sbsolut. Pengertian nisbi di sini mengacu peda
kenyatasn bahwa apa yang dimiliki manusia pada hakikatmya bukanlsh
kepemilikan yang sebenarnya (real) sebab dalam konsep Islam yang memiliki
* segala sesuatu di dunis ini hanyalah Allah SWT, Dialah pemilik tunggal jagat
rayadengan segala isinya. Firman Allah SWT:

gAY I A PR A TER T A

Ariinpa: Dan milik Aliah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya
kepada Allah-lah kembali (seluruh makhluk) (OS An-Nur : 42).

(oS RS W Ll L) alW 3 Ly sl AT
Artinya: Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di

bunti, apa yang ada i amtara keduanya, don apa yang ada di
bawah tanak. (OS Thaha : 6).
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Artinya: Ingatiak, milik Aliah meliputi siapa yang ada di langit
dan siapa yang ada di bumi (OS5 Rons: 66).
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Artinya. Katakanich (Muhammad), 'Serulah mereka
yang kamv anggap (sebagal tuhan) selain Alah! Mereka
tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit
dan di bumi, dan mereka sama sekali Hdak mempunyai
peran seria dalam (pencipiaan) langilt dan buni dan
tidak ada di arttarg mereka yang menjodi. pembanty
dagi-Nya. (OS Thaha : 22).

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala
sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah Swt. semata. Allah Swi. sebagsi pemilik
hakiki memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia uatuk mengeiola mifik
Allah sesuai dengan hulum-hukum-Nya. Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini
adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (ashiul milkiyadalah milik Altah Swt.
dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf)
dengan cara yang diridhsi sehingga harta dan kekayaan yang dimiliki manusia
mengandung konotasi amanah.” Yusuf al-Qaradhawi (1997) dalam karyanya
berkata:

“Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi
pusat nilai ildhiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai
yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yong
memiliki harta itu adalah "wakil” dalam harta Aliah.
Konsep imi memperkuar karakteristik ildhivah dalam
ekonomi Islan. Seorang Muslim yakin bakwa ia adalok
makhluk Allgh. Ia bekerja di muyka bumi Allah, dengan
kemampuan-kemompuan yang dicnugerahkan Allah,
dengan alat-alat yang dikaruniakan Aflah, dan sejolan
dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Allah,
Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh hartg,
maka harta fersebut adalah harta Aflah. Dialah yang
menciptakan dan memilikinya. Sedangkan manusia
adalah wakil dan pemegang amanch terhadap harta

fersebut”.
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Fungsi amanah dalam harta adalah sebagai konsekuensi atas fungsi
manusia sebagai Khalifah Aflah di bumi. Afiah menjadikan manusia sebagai
khalifah yang dapat mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah milik manusia
karena kedudukan manusia atas harta hanyalah sebagai “wakil dan pemegang
amanat”. Secara hakiki, manusia hanys memiliki “hak guna pakai” atas harta
yang wajib dikelola dan dimanfaakan untuk kemaslahatan manusia.

Prinstp amanah sebagai khalifah Allah ini menjadi suatu perjanjian
yang mengikat antara manusia dengan Allah, Wakil tidak memiliki kehendak
apapun untuk membelanjakan hartanya kecuali hanya melaksanakan perintah
dari pemilik harta, Wakil tidak memiliki kuasa secara penuh atas kehendak
sendiri kecuali dengan mengikuti syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan
tersebut diatur oleh syara'. Karena itu, setiap pengelolaan dan penggunaan hak
kepemilikan akan dimintal pertanggungjawaban. Dengan demikian, harta
adalah sarana yang memudahkan manusia agar bisa efektif
mempertanggungjawabkan perannya sebagai pemimpin.

Dalam konteks “Amanah”, hubungan yang terjalin antara barang dan
pemiliknya melahirkan dimensi kepenguasean, kontrol, dan kebebasan
memanfaatkan dan mempergunakan harta sesuai dengan kehendaknya, Namun
pemanfaatan dan pengunaan itu tunduk kepada aturan yang ditentukan oleh
pemitik riil yaitu Allah Swt. sehingga kepemilikan harta dalam islam bagi
manusia adaiah sebagai "wjian” (Iswandi, 2014). Hal ini tercermin dalam
surah Al Imran ayat 3 dan surah Al Anfal ayat 28 yang berbunyi:

T T 3
Artirya: Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan divimu,
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Artinya: Dan ketahuilah bakwa hartamu dan anak-anakmu
ity hamyalah sebagat cobaan dan sesunggubmya di sisi Alloh
ada pahala yang besar.
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Kepemilikan harta sebagai ujian dalam artian bahwa manusia harus
berpegang teguh pada ajaran agama Islam dalam memperoleh dan
mentasharrufkan hartamya. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan
mengambil manfast dari harta tersebut sebagai sarana kehidupan dalam rangka
melsksanakan ibadah kepada Allah Swt, Apabila manusia menggunakan harta
Allah untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, misainya
berbuet durhaka kepada Allah, orang tersebut dikategorikan sebagai manusia
yang kufur nikmat. Schaliknya, jika harta tersebut digunakan untuk beribadah
kepada Allah, misaitiya shodaqah, zakat, infak, dan wakaf, Allah membalas
orang tersebut dengan pahiala yang besar dan berlipat ganda.
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Artinya: Berimanlah kamu kapada Allah dan Rasul-Nye dan
infokkantah (i jalan Allah) sebagion dari harta yang Dia seloh
mernjadikarn kamu sebagai penguasarya (amamh). Maha orang-
orang yang beriman i amara kammu dan ¥ fhartanya
di jalan Allah} memperoleh pahala yang'besm' {QSAI Hadid: 7).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa magmm secara
individu diberi kewenangan antuk mengelola dan memanfaatkan harta namun
pada hasta tersebut terdapat hak arang lain yang disalurkan oleh pernilik harta.
Hak milik pribadi tidsk secara mutlak diroiliki namun dibatasi oleh nilai-nilai
kepedulian sosial.
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Artinya: dan orang-arang yang dalam hartanya disiapkan bagian
tertenty, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak
meminta {OS Al Ma'arif: 24-25).

Nilai kepedulian tersebut dimaksudkan agar kekayaan itu dapat merata
di antara individe (Nopiardo, 2016). Kesenjangan harta akibat sister ekonomi
tidak diperkenakan dalam Islam kavena Islam mengajarkan prinsip keadilan
dan prinsip (taa'wun) saling tolong menolong schingga setiap manusia berhak
hak-hek orang lain, yekni hak sosial yang wajib ditunaikan. Spirit dari konsep
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ini menghasilkan sebaran dari harta pada setiap manusia dan bahwa
harta tidak banya dimiliki oleh orang yang kaya saja sehingga tercipta
pemerataan ekonomi. Hal ini tercermin pade sursh Al Hasyr ayat 7 yang
menyebutkan:
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Artinya: agar harta itu jangan hanya beredar di antara
oramg-orang kaya saje di amtara kanu. (QS Al Hasyr: 7).

2.3 Perbandingan Konsep Kepemillkan Islam, Sosial, dan Kapitalis

Sistemn Islam mengakui adanya hak milik yang bersifat individual
unfuk semua “benda ekonomi”. Kepemilikan benda tersebut beriaku vmum,
baik untuk benda konsumsi maupun benda (alat) produksi. Pengakuan yang
sama ada dalam sistern kapitalis. Kepemilikan individu adalah “rub” yang
menghidupi sistem kapitalis. Kapitalisme dan individualisme bagaikan duoa sisi
mata vang. Sedangkan, sistem sosialis tidak sepenuhnya mengakui adanya hak
milik yang bersifat individual, Dalam sistem sosialis yang lebih ekstrem, hak
milik individual sama sekali tidak diakui bahkan dilarang'(Kambali, 2017).

Konsep ekstrem ini muncol sebagai perlawanan atas konsep individual
yang diterapkan oleh sistem kapitalis. Individualisme den kapitalisme
melahirkan kelas dalam masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semu.
" Kesejahteraan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kapitalis, menurut
konsep sosialis, hanyalah kesejahteraan individual dan mengabaikan
kesejahteraan kolektif. Karena ity, sosialisme menawarkan konsep
kolektivisme (Aprianto, 2017). Sebuah komumnitas dalam suatu negara
'dianggﬂp sejahtera apabila indiviu-individu yang menjadi bagian kolektif
tersebut memiliki tingkat Kesejahteraan yang sama. Caranya, dengan
membagikan semua hasil produksi secara merats, melarang pemilikan oleh
individu, dan menyerahkan pengelolaan ekonomi kepada negara.

Sistern Islam, kapitalis, dan sosialis tidak menolak kehadiran materi
dajlam kebidupan manusia. Sistem kapitalis dan sosialis sama-sama
materialistis, Sedangkan, sistem ekonomi Islam bersifat materialistis-spiritual
dan menggariskan penguasaan dan kepemilikan benda berada di atas nilai etika
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ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki landasan dan prinsip-etika
ekonomi, hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, etika semakin
ditinggalkan oleh praktisi ekonomi di lapangan.

Sistem [slam mengakui hak milik individual. Hal ini sangat berbeda
dengan konsep hak milik sosialisme yang melarang adanya pemilikan terbatas
pada masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Adapun yang membedakan
antara konsep hak milik dalam sistem Islam dan kapitalisme adalah dalam hal
kemutiakan hak milik. Hak milik dalam sistem kapitalis seolah tanpa batas
sehingga setiap individu berhak menguasai semua aset produkiif tanpa batasan
jenis dan jumlah secara kuantitatif, kecuali pads hal yang bersifat pidana
(Abidin, 2019). '

Sistern Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tettenty,
termasuk alat-alat produksi. Tetapi hak pemilikan individu ini tidak mutlak.
Pertama, pemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh kepentingan
masyarakat, Jika negaramenginginkan suatu aset tertenty, pemilik aset tersebut
harus melepaskannya dengan mendapatkan kompensasi yang pantas. Kedua,
Islam menolak setizp pendapatan dari suap, penipuan, perdagangan gelap,

. produksi, dan penjualan minuman keras dan sebagainya. Dalam batasan yang

bersifat pidana, nsaha yang menghancurkan masyarakat dilarang dalam sistem
hukum ekonomi Islam. Kepemilikan melalui cara tersebut tidak dibenarkan
oleh syara’. Sedangkan, dalam sistem ekonomi kapitalis, tidak ada larangan
atau batasan seperti itu. ‘
Persamaan kmsep selanjutnrya adalah konsep hak milik dalam sistem
ekonomi Tslam dan sistem ekonomi sosialis. Persamaan konsep tersebut adalah
adanya pengakuan hak milik negara. Konsep hak milik negara yang dianut oleh
sistem ekonomi Islam dan sosialis pada dasamya menginginkan pemanfastan
yang optimal atas sumber days alam dan faktor produksi uatuk kesejahiteraan
yeng maksimal bagi masyarakat. Satu-Satunya institusi yang dapat
menjalankan peran tersebut secara maksimal hanys negara (pemerintah).
Karenaitu, pengelolzan sumber daya alam, faktor produkai, dan fasilitas umum
Perbedaan yang mendasar adalah absolutisme yang dianut oleh sistern
sosialistne atas kepemilikan negars tersebut. Negara secara absolut berkuasa
untuk mengatur seluruh kepemilikan alat atau faktor produksi sedangkan '
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individ: hanya bertindak sebagai subjek yang tidak mewmiliki
wewenang untuk mengaembil keputusan dalam masalah ekonomi, kecuali pada
sebagian kecil hal yang bersifat konsumtif. Islam tidak mengakui hak milik
absolut terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan produksi tetapi setiap
individu mempunyai hak untuk menggumakannya untuk kebutuhan pribadi dan
kepentingan bersama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hak milik
dipengaruhi oleh sistera ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Konsep
hak milik ini berpengaruh pada kebijakan hukum yang dikeluarkan svatu
negara untuk mengatur kehidupan warga negaranya.

' Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Sistern Ekonomi ditinjau dari Aspek Hak Milik
[ KETERANGAN | EKONOWI ISLAM | RAPITALIS SOSIAL
| __Paradigma Syarah Exonoms Pagy Mander.
Basia Jusor Moo Marusie Phosiim Marvsie Bonoms | T1enuse Scanory | tanen hek Mk
Kesernbangen Hatesialeme dany | Materialisor Dialektik
Dasar Fosofis l\l‘uﬂm frovrog (kolkdivisme)
st Tnderckoal dan Indviduel KolektF
Sublek Wmmw Indvid Negre
Dibatest oleh sistern “Dibseaat okeh Dibatasi oleh
Perppsmazm Syariah ey | Repentigan negara
Permnilkan indwics
wxou;op . .rw Pervililan Kolekiif non ey i

21 Pangelolaan Kepemilikan dajam lslam
Islam mmdorong setiap warga negara, baik laki-laki mavpun
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: arif, tidak kikir, tidak boros, dan memperhatikan aspek
_ Ager pengelolaan kepemilikan ini berjalan sesuai dengan maqasxd al-
syari'ah, kepemilikan barus difkat dengan hukum pengelolaan kepeml.hkm”.
Hukum ini sebagian besar menyangkut masalah pertanian, jual beli, dan
iaktivitas produksi. _

: Dalam hal pertanian, misalnya, seseorang harus senantiasa terikat
dengan pemanfaatan iahan pertaniannya. Jika Iahantcrselmtdlbmrkan kosong
selama tiga tahun, I2 sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut, sesuai dengnn
pendapat Umar bin al- Khattab yang didiamkan oleh sahabat-sababat yang lam
sehingga menjadi keputusan jmak sshabat. Umar RA. menyampailoan '“Bag:-
orang yang membiarkan tagahnys, tidak ada hak baginya setelah d]bl.arkhlf
selama tign tahun.” Kebijakan ini dengan sendirinya akan menghindari
munculnys sistem feodalisme, Menurut Abdul Mannan, Islam menenfang
feodalisme karena dua hal. Pertama, feodalisme bertentangan dengan prinsip
distribusi kekayaan yang adil. Kedua, feodalisme meriniangi pemanfaatan
tansh yang tepat, membuat kepemilikan tanah mubsgir, serts merugid
pemilik dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenaim, pengelolaan lahan
pertanian bisa dilakukan dengankﬁjama‘sepmﬁmmahdanu_:us-ﬁqﬁt
Dalam hal jual beli, seseorang harus menempatkan etika bisais dengan
baik dan menghindari riba. Seorang perjual dan pembeli_harus. sama-sama
ridha. Seorang penjual tidak boleh menyembunyikan cacat, berbuat curang,

perempuan, untuk mengelola kepemilikannya. Islam memperbolehkan siapa
saja untuk mengejar keuntungan tanpa hambatan dan memenuhi kebutmhan
" tanpa harus mengakibatkan ekploitasi dan korupsi. Meskipun demikian, Islam
mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba, dan sebagainya.
Pada sisi yang lain, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan,
‘maupun pembelanjaan untuk mengejar hal-ha! yang haram. Jadi, Isiam sangat
‘menekankan kepada warga negara untuk mengelola kepemilikannya dengan

dan melakukan penimbunan, Dalam bal produksi, biasanya sescorang
berhadapan dengan faktorpmduksi,y‘aiﬂxalum(&ﬁ&); tenaga,modal. dan
keahlinn. Oleh karens itu, seseorang akan enantiasa berhubungan dengan

_ pihnkiainsebﬁlggalahmusm'kudmganbuhgﬁpmmsyuﬁt,seperﬁ

syariat syirkah, fjarah, danjual beli.
Hukum pengelolaan kepemilikan tidak hanya berlaku b'ag}
kepemilikan individu dam kepemilikan omum soja, namui juga bagi

| kepemilikan negara. Pengeloisan harta milik megara dilakukan dengan
¥ berbagai cara, antars lain: penjualan atau penyewasn, syirksh, atau pembagian
{ tanah kepada masyarakar. Lebih jauh, Islam telah:mcnmpkmbet'bqgm bentak
p:ngelolmn kepemilikan yang dilarang, di antaranya: perjudian, nba,
1 Pencegahan pengelotaan kepemilikan yang dilarang tersebut bertujuan untuk
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orang tertentu, serta eksploitasi sesama manusia.

Selain pembatasan dalam pengelolaan dan pengembangan
kepemiliken melalui hukum syara’, pembeatasan juge dilakukan dengan cars
menempatkan manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus memperhatikan
dan. memberi pasokan kepada orang-orang yang mempunyai keterbatasan
faktor produksi sehingga tercipta kehapmonisan di masyarakat, melatui hukum
zakat, infak, sedekah, dan sebagainya.

Selain pengelolaan kepemilikan individu, harta benda kategori

kepemilikan umum juga harus dikelola sesuai sysariat. Pengelolaan dan
pemanfaatan harta milik umum tidak sama. Ada yang mudah dimanfaatkan
-oleh manusia secara langsung dan ada yang tidak mudah dimanfaatkan secara
Iéqgsung. Harta milik umum yang mudah dimanfaatkan adalah harta yang
dapat dimanfaatkan olch siapa saja secara langsimg, misalnya air, padang
rumput, api, sumur, mata air, dan sungai. Sedangkan, harta milik umum yang
tidak mudah dimanfaatkan secara langsung antara lain minyak bumi, gas, dan
barang-barang tambang dan negara mengambil alih penguasaan atas harta
milik umum tersebut. Negara mewakili rakyat dan mendistribusikannya demi
kemaslahatan seluruh warga negara, ‘ .

2.2 Sebab-sebad Kepemilikan daiam Ialam

Menurut ketentuan syara', sebab atau cara memperoleh kepemilikan
menurut Hasbi Ash Shiddieqiy (2001 ) yaitu: (1) Ihrazul Mubahat, (2) Al-Uqud,
(3) Al-Khalafiyah dan(4) Al-Tawalludu minat mamluk.

1. Ihrazul Mubahat (Menimbulkan Kebolehan}

Ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu (benda) yang menurut syara'
boleh dimiliki atau disebat juga dengan Istila’ al-Mubahat. Istila’ al-Mubahat

adalah cara pemilikan melalni penguasaan terhadap harts yang belam §-
dikuasai atau dimiliki pibak lain. Al-Mubahat adalah harta benda yang tidak §

termasuk dalam milik yang dilindung (dikuasai oieh orang lain) dan tidak ada
larangan hukum (mani' al-syar'iy) untuk memilikinya, Misalnya, air yang
masih berada dalam sumbemya, ikan di lautan, dan hewan dan pohon di hutan.

Tujuan penguasaan atas al-mubaliat (harta bebas) adafah untuk memiliki, §

Adapun cara penguasaan harta bebas tersebut yaitu
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a. lhya al-mawat, yaitu membuka tanah (Jadang) baru yang tidak
dimanfaatkan orang lain, tidak dimiliki oleh crang lain, dan berada
di luar tempat tinggal penduduk; dan

b. Berburu hewan. Allah menghalalkan buruan kecuali jika pemburu
sedang berihram. Firman Allah:

R 1 e ) Y1 Sl P8 bkl o 1050 2400 G5
S50 e P A 0 S5 ST i
Artinya: Wahai orang-orang yang bevimani Perihilah
Jjanji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimy, kecuall yang
akan disebutkars kepadamn, dengan tidak menghalalkan
berbury ketika kamu sedang berihram (haji otau umraky).
Sesungguhrya Allak meneiapkan hukaum sesuai dengan
yarg Dia kehendaki. (OS. Al-Maidoh: 1).

2. A)-Uqud (Perjanjian) ‘
Akad berasal dari bahasa Arab ysng artinye perjanjian atau pememjm
Ksta irti juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan
antara orang yang berakad. Akad adalah pertalian antara ijab dan qalzui sesuai
dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengarsh mﬁtadap ‘obJ‘ek akad.
Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku
dalam kehidupan mentsia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.
3. Al-khalaftyah (Pewarisan)
Al-khalafiyah artinya pewarisan. Ada dua macar Al-kbalafiyah, yaitu
a. Khalafiyah Syakhsyun ‘an Syakhsyin(Warisan)
Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalem hal hukum
waris, seorang ahli waris menggambarkan. posisi pemilikan orang yang
wafat terhadap harta yang ditinggalkan; dan
b. Khalafiyah Syss'in‘ansynatiin(Menjamin kerugian)
Penggantian. benda atas benda yang lainnya seperti pada tad!mm
‘benda orang lain atau pada ta'widl (pengganti kerugian) ketika seseorang
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mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.
4, Al-Tawallud Minal Mamluk (Berkembang Biak)

Al-Tawallud minal mamiuk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuat
yang lainnya. Setiap peranakan atau sesuatu yang tumbuh dari harta milik
adalah milik pemiliknya. Prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang dapat
menghasilkan sesuatu yang lain/baru (produktif) seperti bertetur, berkembang
biak, dan menghasilkan air susu. Ketentuan tersebut diatas mengandung nilai-
nilai filosofis yang terdiri dari nilai rahmat, nilai penghargaan, serta nilai
tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan keluarga (Sulamo, 2015).

Nilai rahmat berarti diperbolehkannya seseorang memiliki sesuatu
yang mubah seperti air, rumput, pépohonan di butan, dan binatang boruan
dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain.
Hal ini menunjukkan begitu besar kemurahan Allah pada manusia sehingga
dapat memiliki sesuatu secara mudah tanpa ganti rugi. Allah memberikan
kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutithan hidup dan menunjukkan
perannya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah. Terlebih lagi, tafsir dari
* “rahmatan il ‘alamin” memperbolehkan cara pemilikan seperti ini.

Nilai filosofis yang kedua adalah nilai penghargaan, kepastian dan
kerelaan. Akad/transaksi dikategorikan sebagai suatu cara memperoleh hak
milik meourut [slam, Dalam akad, terdapat due atew lebih pibak yang

- melakukan perjanjian. Masing-masing pihak memiliki posisi yang sama dan
masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai sejak awal dan sama-sema
dihargai dalam akad. Hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam
terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya, di
dalam akad terdapat persyaratan jjab dan gabul serta syarat-syarat lain. Hal ini
menunjukkan adanys nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai
kerelaan.

Nilai filosofis yang ketiga adalah nilai tanggung jawab dan jaminan
kesejahteraan keluarga. Salah satu cara yang diator Islam untuk mempereleh
pemilikan adalah melalui khalafiyah syakhsy ‘an syakhsy atau kewarisan.
Waris (orang yang mendsapat warisan) akan menempati kedudukan muwaris
(orang yang mewariskan) dalam memiliki harta yang ditinggalkan muwaris
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seteleh wafat. Pewarisart harta utamanya merupakan kosekuensi deri
Muwaris harus memperhatikan nasib warisiya. Sedangkan, bagian untuk
berwakaf, sedeksh, hibah, dan lain-lain, dibatasi maksimal 1/3 dari
keseluruhan harta muwaris. Hal ini mencerminkan nilai jaminan/komitmen
Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.
2.3 Klasifikasi Képemilikan dalam istam

Menurut Ibnu Taimiyah dalam (Meirison, 2017), hak milik terbagi
menjadi tige bagian, yaitu: 1) Hak milik individual (al-milkiyyat al-
fardiyyah/private property), 2) Kepemilikan umum {al-milkiyyat al-
'ammah/public property), 3) Kepemilikan negara (al-milkiyyat al-daulah/state
property). '

1. Hak Mitlk Individual {Al-Wilkiyyat Al-Fardiyyah/Private Property)

Kepemilikan pribadi (private ownership) merujuk pada jenis
kepemilikan individe atau pihak tertentu untuk berhak menguasai svatu
properti secara eksklusif dan berhak mencegah Individu atau pihak lain
fuenikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properii tersebut kecuali bila ada
kebutuhan atan keadaan yang meniscayakan demikian(Ash Shadr, 2008).

Tentang akuisisi hak milik secara individual, Tbnu Taimiyeh secara
sederhana menjelaskan dengan rinci uniuk kepentingan yang dibenarkan oleh
syariat. Setiap individu memiliki hak untnk menikmati hak miliknya,
menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari
pemubadziran. Akan fetapi, hak fersebut dibatasi oleh beberapa hal
diantaranyn: pemilik tidak boleh menggunakannya dengan tabdzir, tidak boleh
menggunakannyza dengan semena-mena dan tidak boleh bermewab-mewahan.
Dalam transaksi, Ia tidak boleh menggunakan pemzfsuan, penipuan dan curang
dalam timbangan, Mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dengan
cara menimbun barangjugadilarang.

Terpiseh dengan pembatasan atas hak milik di atas, pemilik juga

. diwajibkan atas beberapia al. Kewsjiban pokok (fardhu "ain) setiap individu

adalah menggunakan hartanya uniuk kebutvhan sendiri dan keluarganye.
Sedangkan, membartu orang miskin adalah kewajiban sosial dalam kategori
fardhukifayah.
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Doktrin Ibno Taimiysh dalam Aryanikamh (2005) menunjukkan bahwa
la cenderung menghargai hak milik atas kekayaan yang berfingsi sosisl.
Ketika seorang individu tidak melakukan kewajiben sosial atas hak miliknya,
tiegara berhak melakukan intervensi atas hak milik pribadi individu tersebut.
Lebih lanjut, negarm berhak memmumgut pajak di huar kewajiban zakar,
menetapkan dends, bahkan melakukan penyitaan atas hek milik karena
pertimbangan kondisi tertentu.

Kewajiban lain atas hak milik individu adaiah kewajiban memberiksn
pm;amanhmtakepadaormglamymgmembumhkm,balksemsukmela(bx
thariq al tabarru®} ataupun dengan mengambil keuntungan (bi thariq al ta" widh).
Kewajiban finansjal yang tidak memberikan keuntungan terbagi menjadi 4
Jenis yaitu: pembayaran zakat, menjamu tamn, menyantuni sanak kerabat, dan
membantu orang yang membutuhkan bantuan,

Secara alamiah, menvsia cenderung melakukan pertikaran barang untuk
memennhi kebutuhan hidupnya. Syariat tidak menetapkan aturan sepanjang
pertukaran tersebut dilakukan dengen sukerela. Namun, bila tidak tercapai
kesepakatan dengan sukarela, syariat menetapkan kewajiban tertentn.
Misalnya, seseorang berutang kepada orang Jain dan Ia memiliki barang yang
dapet melunasi Wiang tersebut, maka negara berhak memaksa orang terssbut
agar menjual barangnya untuk melunasi vtangnya. Dengan cara. yang sama,
negara dapat mewajibken seorang individu untuk menjual barang atau
makanan dengan harga yang wajar ketika oreng lein membutithkan barang
tersebut meskipun pemilik barang rmenolak menjualnya kecuali dengan harga
‘yang tinggi, Maka, bisa disimpulkan bahwa keadilan dan kedermawanan harus

dibatasi dengan morel dan hukum sckatigns.

2. Kepemilikan Umum {Al-Milidyyat Al-Ammah/Public Property)

Kepemilikan umum yaitu izin asy-Syari' (pembuat hukum) kepada
jema'ah (masyarakat) untuk memanfiatkan barsng-barang secara bersama-
sama. Benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalab benda
yang telah dinyatakan oleh asy-syari'i memang diperuntukkan bagi suatu
komunitas masyarakat dan asy syari melarang benda tersebut dikuasai oleh
‘hanya seorang saja. Kepemilikan urum atau kolekrif adalah hak milik yang
biasanya diperfukan untuk kepentingan sosial. Jika harta kekayasn dimiliki
oleh dua orang atay Tebih, mereka bisa menggunakannya sesuai dengnn aturan
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yang mereka tetapkan. Apabila salah satu pihak berusaha
mengembangkan jumieh harta terssbut untuk kepentingan bersama, pihak yang
lain harus memberikan kontribusinya dan bekerja sama tntuk itw.

Contoh tentang hak milik secara kolektif adalah wakaf Ketika harta
kekayaan disumbangkan untuk {fujuan tertentu atauw untuk kelompok
masyarakat tertentu, ada kewajiban bahwa barta tersebut harus digunakan
sesuai dengan maksudnya. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta
wakaf bisa digunakan untk kepentingan lain apabila dapat memberikan
ranfaat yang lebih besar.

Objek utama dari kepemilikan bersame adalah anugerah alam semests,
seperti air, mumput, dan api, yang secara khusus disebutkan dalamn hadits
Rasulullah saw. Salah satu alasan mengapa alam merupakan objek utama
kepemilikan bersama adalah karena alam diberikan oleh Allah Swi. secars
gratis dan manusia tidak mendapatkan kesulitan apapun untuk
menggunakannya. Alasan yang lain adalah demi kepentingan umum. Jika
seseorang menguasai salah satu objek alam, akan mengakibatkan kesulitan
bagimasyarakat,

Ekonomi [slam telah melegitimasi kepemilikan umum sebagai
kepemilkan bersama sosial masyarakst. Barang yang merupakan fasilitas
umum adajah barang yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara
umum. Rasulullah saw. telah menjelaskan ikhwal fasilitas umum ini dalam

sebuah hadist. Nabi Muhammiad saw. pernah bersabda(idri, 2015):

8 s e O B Ll ot e 3513 0 1B o
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Artinya: Darl Abu Jirasy dari seorang muhafir sakabat Rasuluiloh saw.
Katanya: aku perviak berpering bérsama Nabi dan aku mendengar ia
bersabda umat Islam berserikat dalam figa hal yaitu rumps, air; dem api
(H.R. Abud Dawud),
Berdasarkan hadis tersebut telsh jelas bahwa kepemilikan umum
merupekan suah: hal yang harus ada di tengah kehidupen umat manusiadan hal
ini diakui dalam syariat 1slam. Tujuan umum syariat Islam adalah mewujudkan
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~ kemaslahatan bersama. Artinga, ketika kepemilikan umum tersebut
akan menyebabkan malapetaks bagi umat manusia. Umumnys, kepemilikan
bersama adalah untuk barang-barang atan harta kekayaan alam yang
dibutuhkan oleh manusia di berbagai pranata dan strata sosial.

Alr, api, dan padang rumput yang disebut dalam hadis dan argurnen di
mx?alnya. Manusia butuh ajr. Manusia tidak dapat hidup tatipa air. Begitl.l. pun
api dan padang ramput, masing-masing menpakan alat pemuas kebutuhan
dagar umat manusia; Jadi, hakikatmya barang-barang tersebut tidak boleh
dimiliki individu: pribadi narmm merupakan kepemilikan bersama, dalam hal
3) ' Kepemilikan Nogara (Al-Mitkiyyat Al-Daulah/State Property)

‘ Kategori ketiga adalab hak kepemilikan oleh negara. Negara
kewajibannya seperti menyelenggarakan pendidiken, memelihara. hukum,
menjaga keamanan dalam negeri, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Ibns Taimiyah menyebutkan batrwa sumbes utama kekayaan negara adalah
(ghanimah), serta barang temuan yang tidek ada pemiliknya.

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan publik. Kepala
negam hanya bertindak sebagal pemegeng amansh (care taker). Negara
berkewajiban memanfaatkan kekayaan publik untuk kepentingan publik.
Narun demikiari, negara tidak diperbolebkan untuk menggunakannya secara
berlebihan. Misalnya, zakat harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. ' |

Negara mempunyai kewajiban untuk bekerja keras bagi kemajuan
ekonomi magysrakat, mengembangken sistem keamanan sosial, dan
Tugas negara adalah meneruskan misi Nabi Muhamitad saw. dalam menjaga

Dari pembagian hak milik ini, bisa disimpulkan babwa hak atas harta

 benda bersifat kondisional dan tidak mutlak. Konsep [slam tentang hak milik
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sangat berbeda dengan pandangan orang Romawi yang kemudian
diadopsi oleh para ahli ekonomi modern. Dalam Isiam, meskipun setiap
individu bebas memifiki kekdyaan, kepemilikannya harus tunduk dan
mengikuti ketentwan syariat dan moral. Pada dasarnya, hak milik pribadi
merupakan institusi dasar dan dalam kondisi tertentu, negara mempunyai
wewenang untuk melakukan intervensi terhadap hek milik individu tersebut,
Namun demikian, merupakan pemikiran yang salsh bila menyebutkan bahwa
hak negara di atas segalanya.
24 Undang-Undang yang Mengatur Kepemillkan di iIndenesia
Di Indonesia, hak milik diatur berdesarkan pasal 570 KUHPerdata.
Pegertian hak milik menurut pasal 570 adalah hak untuk menikmati suatu
benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-
bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengae undang-undang atau
peraturan umum yang diadakan olch kekuasaan yang mempunyai Wewenang
untuk itu dan asal tidak menimbulkan ganggunan terhadap hak-hak orang lain;
kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak
itu untuk Kepentingan umum, dengan pembeayaran pengganti kerugian yang
layak dan menurot ketentuan undang-undang, Dari pengertian di atas, hak
milik menurnt pasal 570 dibatasi dengan

1. Undang-undangatau peraturan umum lainnya;

2. Tidak mengganggu orang lain/tidak menimbulkan gangguan
atauhinder;

3. Hukum tetangga pasal 626 dan 628 KUHPerdata tentang adanya
kewajiban untuk menerima aliran air dari tanah yang lebih tinggi
ke tanah yang lebih rendah schingga tidak boleh
membendungnya. Pasal 626 menyebutkan adanya kewajiban
untuk membiarkan pemilik pekarangan yang letaknye di tengah-
tengah untuk mengadakan jalan kehsar menuju jelan besar dan
lain-Jain; dan ' ‘

4, Penyalahgunaan Hak/Abus du droit/Misbruik van recht yaitn di
mana seseorang, dalam menggunaken haknys, merugikan orang
fain.

Dalam hal eemperoleh harta, hak milik diatur berdasarkan pasal 584-665
KUHPerdata, yaitu: pemilikan, perlekatan/ikuian, lampaunya waktu,
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persatuan benda, pencabutan hak, perampasan, hak milik bersama,
pencampuran harta, penyerahan hak milik atas jual beli, dan hak milik benda
atas pembubaran sebuah badan hukum.

2,5 Koneop Pomorataan Kepemilikan dalam lglam

" Berdasarkan Surah Al Bagarah ayat 275-281, ada 3 sektor penting dalam
perekonomian menurut Al Quran: (1) Sektor niil (jual beli), yaitu bisnis dan
perdagangan; (2) sektor keuvangan dar moneter; dan (3) zakat, infak, sedekah
dan wakaf (ZIS WAF). Zakat, infak dan sedekah merupakan sat pilar tersendiri
yang terkait dengan perannya dalam distribusi pendepatan dari kelompok
aghniya’ (orang kaya) kepada kelompok yang mengalami kesusahan dan
kekurangan harta, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-taubah ayat 60
tentang 8 golongan orang yang behak mendapatkan zakat.

Esensi ZISWAF disini bokan hanya sekedar materi yang dikeluarkan
untuk mengurangi masalah kemiskinan den ketimpangan ekonomi, namun
juga penggerak roda perekonomian. Dengan ZESWAF, ekonomi bisa tumbuh
dan pemerataan kepemilikan antar undividu menjadi tidak timpang.

ZISWAF adalah konsep esensial yang tidak terdapat dalam sistern
kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, ZISWAF berfungsi
distributif yaitu pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan aghniya'
kepada mustahik yang memungkinkan adanya alokasi konsurnsi dan investasi.
Penyaluran ZISWAF akan menimbulkan terjadinya multiplier effect ekonomi
pada masyarakat yang tidak mampu (dhu'afa) berupa peningkatan pendapatan
dan daya beli(Zakiyah, 2017).

, Sedangkan bagi muzakki, zakat memberi motivasi ekonomi yang tinggl
untuk senentiasa meningkatkan produktivitasnya agar memperoleh jaba dan
penghasilan yang tinggi sehingga dapat terus meningkatkan kemampuannya
dalam berbagi dengan vang lain, ZISWAF memiliki fungsi kontrol bagi
aghniya dari sifat tamak, serakah, rakus, dan hedonis yang mengedepankan
materi dan kemewahan, '

Dengan demikian, pada dasarnya ZISWAF merupakan sebuah sistem
yang berfungsi umtuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan
masyarakat Secara lebib baik. ZISWAF merupakan sebuah sisten yang
menjaga keseimbangan dan harmoni sosial antara kelompok kaya (aghniya)
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dan kelompok miskin {mustahik). Fmplementasi ZISWAF merupakan
komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakst
untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara
sistematik dan permarien. Upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya
menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi
Islam, khususnya konsep tentang zakat. _

Konsep zakat harus dipshami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak
dapat dipisabkan dalam rangka tercapainya pemerataati keadﬂan. Sepem yang
diungkapkan al-Quran Surah Al Hasyr ayat 7 yakni agar harta tidak beredar di
kalangan orang-crang kaya saja schingga perputaran cashflow I‘Qbih fuas dan
setiap pthak mempunyai kesempatan untuk ikut andil dalam aktivitas ekonomi.

Dalam prakiek ekonomi, salah satu faktor penggerak produksi dan
konsumsi edalah modal. Modal dapet berasal dari pendapatan akan suatu
akrtivitas ckonomi dengan tingkat kuantitss dan pendapatan yang berbeda.
Perbedaan proporsi pendapatan inilah yang menjadi masalah dalan‘\penmtuan
tingkat harge dan indikator inflasi. Penghitungen asnmsi biasanyabgd?saxhn
perhitmgan umum seperti JUB (Jumlah Uang Beredar) yang mengm%n faktoxj
pengaruh inflasi padahal hal tersebut lebih disebabkan oleh distribusi
pendapatan yang tidak merata.

Zakat berperan dalam distribusi pendapatan agas perhitungan harga tepat
casaran dan adil bagi semua pihak. Lawanmya di sini adaiah riba. Hubungan
zakat dan riba bertolak belakang, yaitu: Zakat T =Riba . Zakat menciptakan
distribusi kekayaan sedangkan riba menciptakaukonsentra'si.kckayaan.

Zakat merupakan faktor pendukung pendapatan. Dengan demikian, dana
zakat, juga infak dan shadagah, dapat menjadi suplemen pendapmmpmnanen
bagi oreng-orang yang benarbenar tidak dapet mqnghidupi dmnyalewat
usshanya sendiri karena cacat seumur hidup atan usia uzm'.. Sedzmgkmbag; ‘
yang lain, dana tersebut harus digunakan sebagai bantuan keringanan temporer
di samping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelm
peralatan, den materi sehingga memtun kinken mereka mendapatkan
penghasil&nyang_menﬂlktqii.

Dalam konteks makro, dilibat dari sisi mustahik, hubungsn zakat
terhadap konsumsi berbanding pasitif. Zakat yang diterima oleh orang miskin

@
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menyebabkan peningkatan konsumsi. Setelah la menerima zakat,
pendapatannya bertambsh sehingga la dapat memenuhi kebutuhan
ekonominya. Peningkatan konsumsi ini secara agregat akan mendorong
petingkatan kinerja perckonomian. Peningkatan kurva agregat demand
melalui bertambahnya daya beli masyarakat (mustahik) yang mendapatksn
zakai akan berpengaruh pada kenatkan harga barang. Kenaikan harga ini
berimplikasi pada terbukanya pasar yang lebih luas dan memungkinkan
penjual baru masuk ke dalam pasar sehingga penawaran aken meningket
Siklus tersebut secara natural akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Islam sangat menjunjung tinggi hak individu atas kepemilikan tethadap
sesuatu. Namun, karena kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua
individu, diperlukan sistem yang menjamin lerjadinya distribusi atau
redistribusi dalam perekonomian. Pendekatan makro ekonomi terkait implikasi
zakat dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan ini dapat
dicerminkan dalam fungsi distribusi pendapatan dan konsumsi pendapatan
rumnzh tangga seorang muslim.

Kombinasi pengeluaran seorang muslim setidaknya dapat mendorong
distribusi pendapatan kepada mereka yang fungsi pengeluarannya hamya
merupakan variabel konsumnsi saja. Distribusi zakat, infak dan shadaqah yang
baik aken berpengaruh positif terbadap fungsi pengeluaran fugoro' dan
masakin tanpa melalui pertakaran barang/fasa. Secara teoretis, standsr
kemiasiahatan seorang muslim dlihat dari kepemilikan pendapatan (mencapai
msab) ditunjukkan dalam fungsi berikut:

Y = C+ ZAKAT,
Dimana: -
Y =Tingkat Pendapatan

€ =Konsumsi
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| INSTRUMEN DAN URGENSI ZAKAT
BAB  SEBAGAI SUMBER
- PENERIMAAN NEGARA

3.1 Negara, Umat Islam dan Pengentasan Kemiskinan

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “fakir miskin
dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini menunjukkan
bahwa negara mempunyai kewajiban unfuk mengentaskan orang-orang fakir,
miskin, serta terlantar menjadi orang-orang yang sejahtera. Badan Pusat
Statistik mencatat jumlash penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019
sebegar 25,14 juta jiwa atau sebesar 9,41%. Ini artinya, 90,59% stau 242 juta
pendnduk Indonesia tidak mesuk datam kategori miskin. Dari jumlzh tersebut,
penduduk yang beragama Islam sebesar 87,2% atau sebesar 233 juta orang.
Jumiah ini sangat besar. Jika seluruhnya mengeivarkan zaket fitrah, akan
terkumpul beras sebanyak 582.500.000 kg atau uang sebesar
Rp5.825.000.000.000 (Rp 5,8 triliun) dengan asumsi harga beras per kg sebesar
Rp10.000. Ini belum termasuk zakat mal, infak/sedekah, wakaf, dan bentuk
ibadah sosial yang lain.

Kewsjiban untuk mengentaskan orang fakir, miskin, den terlantar
tidak hanya dibebankan kepada pemetintah tapi juga kepade setiap muslim.
Hadis riwayat Imam al-Thabsani (dalam kitabnya al-Kabir) dan Imam al-
Hakim (dalam kitabnya al-Mustadrak) menyebutkan bahwa seorang muslim
tidek mempunyai iman yang sempuma jika Ja bisa tidur dengan nyenyak
padshal di sekitamya ada tetangganya yang mengalami kelaparan. Hal ini
menunjukkan bshwa Islam sangat memperhatikan masalah pemeistaan
ekonomi dan kesejahteraan di antars manusia. Jika setiap mouslim
memperhatikan dan melaksanakan hadis tersebut, masalah pemerataan
ekonomi dan kesejahteraan tidak akan menjadi permasalahan besar yang selalu
membebani negara. Nota keuangan dan RAPBN 2019 hal 2-16 menyebutkan
bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam hal akurasi penctapan sasaran
program, mekanisme pényaluran bantuan, serta pemattauan dan evaluasi.

Pade dasarnya, sasaran utama, sjaran [slam adalah individu. Berbagai
seruan, motivasi, peringatan dan ancaman ditujukan kepada individu.
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Demikian pula dalam masalah ekonomi dan sosial. Jika para individu
muslim mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Islam, secara
otomatis permasalohan ekonomi dan sosial dapat diselesaikan., Apabila di
antara individu muslim ada yang mengalami permasalahan, dengan kesadaran
diri, individv mushm yang lain akan segera membantunya sehingga
permasalahan dapat diselesaikan dan tidak menjadi suatu isu besar yang pada
akhirnya akan memberatkan/membebani negara.

3.2 Sckilas tentang Zakat

Zakat merupakan bentuk ibadah yang unik. Ibadah yang wujudnya
berupa pemberian sebagian harta kepada seseorang yang membutuhkan sesuai
dengan Kketentuan syariat. Dengan menunaikan zakat, seseorang yang
mengalami kesvlitan ¢konomi menjadi tertolong dan sesecrang yang
mentnaikannya mendapatkan pahala. Melalui zakat, hubungan antar manusia
dan hubungan dengan Allah dapat terlaksana sekaligus. Yusuf Qardhawi
(1993:235) berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyyah,
memtiliki kedudukan penting dalam Islam.

Zakat dapat menjadi instrumen pemerintah untuk menyelesaikan
persoalan skonomi umat yang sedang dilanda kesulitan. Melalui zakat,
kehidupan ekonomi umat aken kembali normal. Perputaran roda produksi,
konsumsi dan distribusi secara makro dan mikro akan berdampak pada
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Melalui zakat pula,
pemerataan pendapatan di masyarakat dapat dicapai sehingga peadapatan tidak
hanya berputar pada sebagian masyarakat. .

.~ 3.3 Peloang dan Potensi Penerapan Zakat sehagai Penerimaan Negara

_ Peluang penerapan zakat di Indonesia sangat besar. Setidakaya adadua
hal yang menyebabkan peluang terscbut. Pertama, kewajiban mengehuarkan
zekat merupakan kewajiban yang sejajar dengan ibadah wajib yang lain.
Perintah untuk mengeluarkan zakat mengiringi perintah untuk mendirikan salat
wajib. Artinya, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat meskipun sudah
mengerjakan salat wajib, ia berdosa besar. Demikian juga jika dikaitkan
dengan ibadah puasa. Dikatakan dalam hadis bahwa ibadah puasa seseorang
masih belum diterima selama Ja belum mengetuarkan zakat. Dengan demikian,
secara olomatis sernua orang Istam akan tergerak untuk mengeluarkan zakat.
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Kedua, jumiah penduduk muslim yang besar. Data Badan Pusat
Statistik per Maret 2019 menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin
sebesar 9,41% atau 25,14 juta orang. Dari angka tersebut, jumlah penduduk
muslim vang tergolong bukan miskin adalah sebesar 87,2% atau sekitar 233
jute orang. Dengan jumlah sebesar ini, potensi zakat yang dapat diperoleh
sangat besar, Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda
(2012) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai sekitar 217
triliun rapiah yang dihitung dari berbagai sumber (zakat).

Potensi zakat yang sangat luar biasa tersebut menjadikannya layak
untuk dipertimbangkan sebagai imstrumen pemerataan pendapatan  di
Indonesia. Pada tanggal 25 November 2011, Pemerintah mengesahkan
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tzhun 2011 teniang .
pengelolaan zakat yang ditandatangani oleh presiden Republik Indom;siz} dan
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 23 April 2014, pemmntah
mengehuarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 3 tahun 2014 Wg
optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Scla-etanat
Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negare, Pemerm:ah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui
Badan Ami} ZakatNasional.

Namun demikian, pada kenyatasnnya zakat betum berfungsi sebagai
instrumen pemerataan pendapatan dan belum terkumpul secara optimal dl
lembaga-lembaga pengumpnt zakat (Hafidhuddin, 2002:2). Hal itu antars laﬁn
karena masyarakat masih belum mengetahui harta apa saja yang wajib
ditunaikan zakatuya. Pada umumnya, masyarakat hanya mengetahui zakat
yang diwajibkan atas harta yang dinyataken secara eksplisit dalam al-Qur'an |
dan As Sunnah (Hafidhuddin, 2002:2).

Al-Qur'an dan hadis secara tekstual menyebutkan harta apa saja yang
wajib dikeluarkan zakatnya yang meliputi emas dan perak, hagil tanatrian dan
buah-buahan, harta perdsgangan, binstang terask, dan barang temuan (az-
Zuhaili, 1998:758). Ibnul Qoyyim membagi harta yang wajib dizakati menjadi
4 kategori, yaitu kategori bercocok tanam (pertanian) dan buah-buahan;
kategori binatang ternak yang terdiri atas unta, sapi, dan kambing; kategoti
emas dan perak; dan kategori herta perdagangan dengan berbagai macamnya.
Adapun barang temuan (rikaz) bersifat insidental (Al-Jawziyah, 1995:3). Abu
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Ubaid membagi harta yang wajib dizakati dalam dva kategori.
Kategori pertama adalah harta dzahir, yaitu barta yang terlihat dan tidak
mungkin dapat disembunyikan, seperti tanaman dan buah-buahan. Kategori
yang kedua adalah harta batin, yaitu harta yang tidak terlihat karena bisa
disernbunyikan, seperti emas dan perak (1986: 14). Harta yang wajib dizakati
secara eksplisit memang terbatas pada pembagian yang dijelaskan para ulama
di atas. Namun, jika dicermati, ayat 103 surah at-Taubah menyebutkan harta
secara umum. Hal ini memungkinkan untuk terjadinya perluasan makna
tentang harta apa saja yang wajib dizakati.

Penerapan zakat di beberapa negara dilakukan dengan berbagai cara.
Dian Masyita (2018) menjelaskannya sebagai berikut. Di Mesir, ada 4 elemen
penghimpun zakat: 1) Panitia zakat sukarela yang tidak tergabung dalam sustu
institusi tertentu; 2) Kementerian wakaf dan jaringan organisasi nonprofit; 3)
Bank Nasional Nasir dan grupnya; 4) Bank syariah Faisal Mesir dan grupnya.
Zakat dibayar secara sukarela kepada pars penghimpun zakat tersebut laln
didistribusikan oleh Panitia Zakat kepada para mustahik. Bank syariah Faisal
Mesir mendapat tugas menarik zakat lalu menghimpunnya di bank. Sedangkan
Bank Nasional Nasir didirikan di tiap wilayah utama latu para pimpinan Bank
Nasional Nasir akan bekerja sama dengan pimpinan panitia zakat yang ada di
wilayah lain untuk mengelola zakat,

Zakat di Yordania hanya diberlakukan untuk peternakan, kepemilikan
tanah, dan barang-berang impor. Pengumpulan dan pendistribusian zakat
_dilalcukan cleh pemerintah pusat dan provinsi yang dipimpin kementerian
Wakaf. Pembayar zaksat bisa mengajukan nama-nama yang akan diberikan
zakat (nama mustahik) dengan menyetorkan formulir kepada pemerintah.
Pembayaran zakat bisa mengurangi pembayaran pajak.

Di Kuwait, terdapat Badan Independen yang disebut Rumah Zakat
yang terafiliasi dengan Kementerian Wakaf uniuk menangani zakat. Tidak ada
kewsjiban zakat yang diatur datam undsng-undang. Rumah zakat menerima
amal sukarela dari masyarakat, perusabaan, dan institusi masyarakat.
Pemerintah Kuwait tidak memaksakan pembayaran pajak penghasilan bagi
warganya sehingga zakat tidak berbubungan dengan pengurangan pajak. Tim
Rumsh Zakat kesulitan mencari keluarga miskin karena orang miskin di
Kuwait merasamalu danakan selale meénghindar dari perhatian umun:. Karena
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Jumlah keluarga miskin yang sangat sedikit, zakat disalurkan ke tuar .
negeri scperti anak-anak yatim di Benua Afrika untuk program rehabilitasi,
pinjaman, beasiswa pendidikan, serta program-program kemanusiaan yang
fain.

Di Pakistan, pemerintah membemiuk agen untuk mengumpulkan dan
menyalurkan zakat serfa menghubungkannya dengan kementerian knangan.
Pemerintah mengumpnuikan zakat dari tabungan, depeosit di bank, tabungan di
kantor pos, saham, sekuritas {surat-surat berharga), asuransi, dan juga hasil
pertarian. Sedangkan, zakat untuk peternakan, emas, perak, uang tunai, dan
perdagangan diserahkan kepada masing-masing muzakki. Nonmuslim, orang
asing, dan orang yang tidak percaya pada filch zakat mendapat pengecualian
(tidak ada paksaan untuk mengeluarkan) zakat. Hukum Pakistan mengizinkan
kombinasi pernerintab dan organisasi nonprofit texpilih untuk mengelola zakat.
Meskipun secara administratif terafiliasi dengan kementerian keuangan, tiap
provinsi mempunyai dewan zakat yang dikepalai oleh hakim dengan para ahli
sebagai anggotanya.

~ Di Malaysia, penanganan zekat adalal kekuassan pemerintah. Jurnlah
zakat yang terkumpul mengalami peningkatan dengan adanya pengembeangan
e-Zakat dengan basis internet yang menjadikan semua informasi tentang zakat
dapat tersalurkan kapada seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya e-zakat
ini, pemerintah mampu menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran
masyarakat muslim untuk membayar zakat secara teratur. Adanya
komputerisasi memastikan tercapainya tingkat efektifitas dan efisiensi yang
apabila dilihat dari trennya mengalami peningkatan dari tahun ke tabun.
Namim demikian, pendistribusian zakat i Malaysia masih mengalami
beberapa permasalahan yang menjadikan institusi zakat kurang mendapat
kepercayaan dari para muzakki. Hal ini menyebabkan kecenderungan para
muzakki untuk mendistribusikan zakatnya kepada § ashnafsecara langsung.

3.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfeat zakat sangat besar, baik bagi orang yang berzakat
(muzakki), orang yang nienerimanya (mustahik), hartanya, maupun bagi
masyarakat pada umumnya (Abu Ubaid, 1986: 14). Didin Hafidhuddin (2002,
10-15) menyebutkan 7 hikenah dan menfaat pelaksanaan zakat, Secara garis
besar, hikmah dan manfaat menunaikan zakat dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
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Pertame, dari sisi muzakki. Zakat merupakan bukti bahwa la beriman
kepada Allah Swt. dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Menunaikan zakat
menumbuhkan akhlak mulia, rasa kemanysiaan dengan sesama manusia, zerta
menghilangkan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus, dan materialistis. Di sisi
lain, dengan mengeluarkan zakat, Ketenangan hidup akan tercapai kavena tidak
terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok. Dengan menunaikan
zakat, kehidupan yang harmonis antara orang kaya dengan orang miskin dapat
tercapai. Kedua, dari sisi mustahik. Pada dasarnya, zakst merupaksn hak
mustahik. Bagi mustahik, zakat akan sangat menolong dan membamtu
kehidupan mereka. Ketiga, dari sisi lingkungan. Apabila zakat dikelola deagan
baik, zakat tidak hanya berdampak kepada muzakki dan mustahik, tapi juga
lingkungannya karena mendapatkan manfaat dari zakat. Kegiatan
perekonomian akan berjalan lancar. Perekonomian dapat berjalan dengan baik.
Setiap orang mempunyai daya beli. Peredaran uang akan tetjadi secara merata
di seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, zakat mampu menjadi salah satu
sumber/instrumen pendapatan negara yang dialokasikan untuk kegiatan
pengentasan kemiskinan, penanggulangan masalah sosial, bshkan wntuk
pembangunan fisik berupa fasilitas umum.

‘ Monzer Kahf (1955: 88) menyatakan, zakat menjadikan harta yang
dimiliki nleh masyarakat selalu beredar dan berputar. Mustag Almad (2001:
75} menyatakan bahwa zakatadalahsmnberulamakasmmdmadnﬁgn
merupakan dasar dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an,

3.5 Penghimpunan Zakat

| 'B:adanAmiiZakatNasiomlmulai mengadakan pencatatan dan pelaporan
‘terkait zakat, infak dan shadagah pada tahun 2002 Hasi! pencatatan dan -
pelaporan tersebut tertuang dalam Data Statistik Zakat Nasional. Setiap tabun,

BAB 1 - NSTRUMEN DAN URGENS] ZAKAT SEBAGA| SUMEBER PENERIMAAN NEGARA

Tabel 3. 1
Pengumpulan ZIS tahun 2002-2018
T wg&}_ Pertumbunan {%) | Pertundbuhan PDB (%)
2002 39 [ _ 3.7
2003 8538 240 L
200 156.09 76.00 5.1
2005 295, 96.50 5
2006 373.17 26.28 5.3
2007 740,00 98,30 6.3
2008 920,00 24.37 b.2
1,200.00 3042 4.9
2010 ,500.00 25.00 6.1
2013 743,00 1571 6.5
2013 2,212,00 27.94 6.23
2013 2,639.00 15,30 5.78
2014 3,300,00 25.05 502
2018 3,650.00 10.81 .04
2015 3,017.20 37.46 5.02
2017 1 6,224.37 24.06 5.0
2018 { EX| 31,8 s

Sumber: Data Statistik Zakat Nasional (2019)

Secara khusus, data perbandingan pengumpulan zakat tahun 2016 dan
2017 (berdasarkan organisasi) adalah sebagai berikut: ‘

: Tabe! 3. 2
Pengumpulan Zakat tahun 2016 dan tahun 2017
i ‘ Zakam 2016 Zokat 2017

Pengelola Zakat [~ r e (Ro) T % | Tomiah Dana (Rp) |5
BAZNAS 97,426,463,462 | 2.61 | 137,537,774,909 | 3.28

' BATNAS Provinsi | 164, 760,157,808 | 4.41 | 408,061,394,587 | 4.73
BAZNAS Kab/Kata | 2,877,667,830,161 | 76.981 2,893,580,429,402 | 63.99
LAz 598,362,341,065 | 16.01| 754,962,835,480 | 16.00

Tatal 3,736,216,792.49 | 100 | 4,104,142,434,3781 100

Pengumpulan zakat pada tahun 2018 adaiah sebesar Rp §,1 triliun, meningkat
sebesar 31,8 persen dari pencapaian penghimpunan zakat tahun 2017, Dana
tersebut merupakan pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZI3), dan dana sosial
keagamaan lainnya (DSKL) dari Baznas, Lembaga Amil Zaket (L.AZ)dan Unit
Pengumpul Zakat {(UPZ) se-Indonesia.

3.1 Zakat dan Anggdran Pendapatan dan Belanja Negara

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa zakat mampu membantu
pemerintah dalam penyusunan APBN. Zakat dapat dimasukkan sebagai
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pendapatan/penerimann negara yang tercantum dalam APBN. Namun
demikian, dalan penggunaannya, zeket harus disalurkan untuk hal-hal khusus
yang terkait dengan 8 ashnaf (golongan) dan tidak diperkenankan digunakan
untuk hal lain (Huda, dkk, 2012: 29). Untuk merurmuskan apakah zakst dapat
dicantumkan sebagai sumber kas negara, penting untuk melihet dan memahami
postur kevangan negara {APBN). -

Tabal 3.3
Davsfana ez 3012 Lron 383, A
Uralan Outlook 2016 | RAPBN 2019
A Penertmaan ferpajakan 1.545.485,0 | 1.780.9959
,__; m 7561.200,3 £85.544, 4
$64.682 4 655.060,0
{3 Pojak Burri Bangunan 17.433,9 19.106,0
| 4. Pajek Lanrwys 7.614,9 8.619,5
|5, Qukei 155.504,8 165.501.0
6. Bea Masuk 37.600,4 38,7450
:.:e;ueﬂm. - : 4‘@0
[ ] Regurs Buion Pajak { 349.1 361.002
;m:mmyam 1@.1@ 17'5,”199"7"
Rendapatan dari Kakayaan Negara Dipisalian £4.6954 45.589,3
| 3. PHEP Loiniwa 91.962,1 89.510,9
4. Penerimaan Bt 433046 47.983,3
L. Penverimaan Hibeh 5.383,2 435,3

Sumber: Nota Kevangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2019 Buku 2.

Dari tabel tersebut terddihat bahwa pendapatan negara den RAPBN
masih mengandalkan penerimaan pajak, yakni sebesar 80% dari tofal

pendapatan. Potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 462 triliun Rupish -

apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Sudibyo, 2018). Angka ini
melebihi penerimasn negara dari sektor selain pajak.

BAB I - WSTRUMSEN DAN URGENS! ZAXAT SEBAGA] SIAMBER PENERIMMAAN NEGARA

Tabel 3. 4
Belanja Pemeriniah Pusm Memxmt angsu, 2018-2019 (dalﬂm miliaran rupizh)
. zus 2019
NO. FUNGSL “Dutiosk RAPEN
_3_| Pelayanan Umwm 4190177 | 531.638,1
2 | Pertzhanan 102.528,3 } 107.228,7 |
3 | Ketertiban dan Kesrnianan 131.9043 118,449,9
4 | Beonomi 355.116,8 | 3953515
S | Perindungan Linglamgan Hidup | $5,210,2 17.833,2
6 | Perumahondan Fasiitas Umum 20,9190 33.080,1
7 _| Kesehatan 643007 | 62.7583 |
8 | Pariwisata 7.163,0 4.2195
9 | Agarma ‘9086,2 10.143,0
10_| Pendidican 141.893,6 | 146.6504
11 | Perindungan Sosial ] 16L.543,8 | 185.967,3
Total 1.453.530,2 |- 1.607.348,0

Sumber: Nota Kenangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2019 Buku 2.

Dari tabel tersebut terfibat bahwa pendapatan negara dan RAPBN
masih mengandalkan penerimaan pajak, yakni scbesar 80% dari total
pendapatan. Potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 462 triliun Rupiah
apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Sudibyo, 2018). Angka ini
melebihi penerimaan negara dari sector selain pajak. ‘

Tabel 3. 4
Belanja Pemerintzh Pusat Menurut Fungsi, 2018-2019 (dalam tiliaren rupiah)
2018 2019
No. . FUNGST Quttook RAPSN
1| Pelayanan Umum 425.917,7 | 531.638
2 | Pertahanan 107.528,1 107.228,7
2| Kecartban dwn Kaamenan 1319003 | 116.443,9
4 i Exonomi ‘ 355.116,8 389.354,5
5 | Perexckangan Lingiamngan Hidup 15.210,2 17.633,2
6 | Perumehandan Fasibas Umum | 29.019.0 | 33.080,1
7_{ Kesshatan 43007 | 627583
8 | Paiwiszts 7.163,0 4.219,5
9 | Agama 9.086,2 10,1430
10 | Pendidikan ' 1410936 | 146.650,4
11 M&_ﬂ_‘m Sosial ) 1 1615438 | 185.907.3
' Yol _ 114536302 | 1.607.349,0
Sumber: Nota Kevangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahum 2019 buku 2,
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Alokasi zakat ditnjukan khusus untuk 8 golongan yaitu: fakir, miskin,
para pekerja / penghimpun zakat, muallaf, budak yang ingin mendeka, gharim
{orang yang terjebak/tertilit utang), fi sabilillah (orang yang besjuang di jalan

Allah), dan ibnu sabil (dalam perjalanan). Zakat dapat dignnakan untuk.

membantu pelaksanaan program perlindungan sosial yang pada tabel tersebut
membutuhkan dana sebesar 161.543,8 trilium pada tahun 2018 den 185.987,3
triliun pada RAPBN tahun 2019.

Sebagai kesimpulan, zakat merupakan ibadah yang dapat menjadi
sumber penerimaan negara, Jumlah zakat yang terkumpul dari tabun ke tahun
selalu meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk mustim. Penyaluran
zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (asnaf) yang tertera dalam
Al Quran. Namun demikian, zakat sangat mempengaruhi tingkat
perekonomian negara, baik dalam tingkar makro manpun mikro.

¥ - SUMBER FENEFIMAAN KEUANG AN NEGARA NONIAKAT PADA MASA RASULILLAM SAW

KEUAN NON
BAB(E) ilaCARNE A oz

Negara merupakan ingtitusi terbesar yang memiliki kewajiban untuk
melindungi dan menjamin hak setiap warganya. Islam sebaggi agama yang
sempurna, bukan hanya sebagai doktrin melainkan way of life, sudah
semestinya menyediakan tatanan kehidupan yang mengatur dan menjamin

Dalam fintasan sejarah Islam, tidak terkecuali persoalan ekonotui,
Rasuiullab saw. telah memberikan teladan dalam pengelolaan negara,
khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, yang hari ini lazim disebut
kevangan Pablik [slam.

Seiring perkembangan kajian ekopomi [slam, fokus kajian lebih
didominasi oleh keuangan Islam khususnya Perbankan Syariah dan kajian
ekonomi yang matematik. Masih belum banyak ksjien mendalam tentang
keuangan publik Islam. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan kuantitas hagil
karya ilmioh yang membahas teatang kevangan Islam dibandingkan keuangan

* publik Islam. Meskipun sejarah tzlah mencatat banyak peristiwa dan skim-

skim pesnting, baik zaman Rasutuifah saw. maupun Khulafaurrasyidin, tentang
penggalian dan pengumpulan sumber-sumber Penerimaan publik Negara,
khususrrya yeng bukan zakat (nonzakat). .

Memurut Manan (2002), prinsip Islam tentang keuangan negara, atau
anggacan dan belanja negara, adatah untuk mengembangkan suatu masyarakat
yang didasarkan atas distribusi kekayasn berimbang dengan menempatkan
nilai-nitai material dan spritual pada tingkat yang samea: Sedangkan, M. Chepra

{2000) menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara membantu

merealisasikan tujuan Islam. Lebih rinci, Metwally, menyebutkan tiga tujuan

yang melandasi kebijakan kenangan negara dalam Islam (Ali, 2007):

1. Mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi, di antaranys prinsip kckayaan
yang scharusnya tidak hanya beredar di antara orang-crang kaya saja
(Marthon, 2004).
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2. Melarang pembayaren bungs dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini
~ berarti bahwa ekanomi Islam tidak dapat memanipnlasi tingkat suku bunga
untuk mencapai kesimbangan (equilibrium) dalam pasar uang.
3. Komitmen untuk membant pengembangan ekonomi umat serta
menyebarluaskan ajaran moral Islam ke berbagai penjuru dunia,

Alokasi anggaran negara Isiam dibuat berdasar pada beberapa kaidah
{Marthon, 2004):
1. Asasmanfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara harus
mendatangkan manfaat, seperti penggalian mata air dan pembuatan jalan,
2. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal (berfebihan) dalam
alokasi anggaran.
3. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan
" ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakit rakyat yang tergabung dalam
lembaga ahlul hilli wal aqdi.
Bab ini berisi ragam bahasan tentang instrumen Pencrimaan Negara
yang bersumber dari bukan zakat pada zaman pemerintahan Rasul saw.
4.1 SumberEkonomi Sosialyang Dibangun Rasulullah di Madinzh

Islam memulai kisah menjadi Negara (al-Daulah al-Islamiyah) semenjak
Nabi saw. hijrah ke Madinah. Pelaksatzan sistem administrasi keuangan
Negara masih sangat sederhana mengingat Madinah baru dirintis menjadi

-'negara kecil'. Artinya, Rasulullah saw. selain sebagai pemimpin agama juga

sebagai pemimpin negara. ial unik yang terjadi pada masa itu adalah
Rasutullah saw, tidak digeji oleh negara melsinkan diberi hadigh makanan,
Begitupula dengan sekretaris dan delegasi negara lainnya, mereka bekerja
tanpa digaji. Hal tersebut berlangsung di awal tahun pertama hijriyah.

Pada tahun 2 Hijriyab, zakat fitrah mulai diwajibkan sebesar 1 sha' (atan
pengumpud zakat (amil) tidak mendapat gaji resmi namun mereka mendapat
bagian dari dana zakat tersebut (Zsinal dkk, 2018). |

Sedangkan tentang Wakaf, wakaf pertama berupe tujuh kebun kurma dari

WN-WWWMMMWSAMMHW

seorang Mualaf bani Nadzir, Pada saat yang ba'samaan,jiz-yah sebesar 1
dinar per tahun diberlakokan pertama kali bagi orang dewasa bagi yaxfg mampt
membayar, Sementara; Ghanimah memberi kontribusi kmangdan 2% atas
pendapatan Muslim selama 10 tahun masa Rasulullah saw. memimpin (M
dkk, 2018). Adapun penekanan kebijakan yang dilakukan oleh ‘_.Nabl
Muhammad saw. pada periode awal di Madinah adalah perkara kebijakan
politik yang meliputi:

1) Membangun masjid, scbagai sarana pemersatu umat 1\.ﬂ_us_lim di
Madinah baik dalam wvrusan agama, sosial, ekonomi meupun
politik (musyawarah);

2) Merehabilitasi Muhijirin Makkah di Madinah, melalui pertalian
persaudaraan yang dibuat oleh Nabi Muhammad antxm kaum
Anshar dan kaum Mubhajirin. Hal ini penting, mengingat posisi
Muhajirin tidak berharta melainken bermodal kecakapan berl.afﬁ
{mengelola alam). Sementara, Anshar merepresentasikan pewilik
hubungan c¢konomi dalam perkongsian pemodal dan pemdik
kecakapan, yskni antara Muhajirin dan Anshar. Hasddar{
kebijakan tersebut dapat mmptakan kesejahteraan ekonomi
umat, baik Anshar maupun Muhajirin;

3) Menciptakan kedamsian dalam negara. Kehsdirfm ‘N:fbi
Muhammad saw. dan rombongan Muhajirin ke Madinah bisa
menjadi solusi perdamaian antara suka Khm; dan Aus yang
sebelumnya berselisih untuk menguasai Madinah;

4) Mengeluarkan hak den kewajiban warga negara. Untuk merawaf ‘
perdamaian yang sudah ditanam oleh kedatangan Islam, Nabi

Muhammad saw. bersepakat dengan para sahabat dan warga dalam
penentusn batas-batas hak dan kewajiban warga negara Madinah;

5) Membuat konstitusi Negara. Pasca Madinah stabii sebagai negara,
untuk menjamin bak dan kewajiban warge Negara, Nabi
Muhammad saw. menetapkan konstitusi Negara,

6) Menyusun Pemerintah Madinak; serte
T) Meletakkan dasar-dasar kewangan negara.
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negara Madinah saat ite.
4.2 ::t::l:p-l’dmup Kebijakan Ekonomi yang Digall Rasulullah dati Al

.' Rasulu!lah saw, mmwaﬂcan konsep baru dalam bidang keuangan negara
ketika m'enjad_i pamimpn negara portama. Scluruh pembelanjaan kebutuhan
negmadmmyaﬂm dmganjumhhpmdapamnegmymg telzh terkumpul

& Allah SWT sbg penguasa den pemilik ahsolut, hal it termaktub dalam
QS.AkA'afayat 10acbugai berikat: |

ERG I - SUMBDER PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA WONZAKAT FADA UASA RASULULLAH SAW.
R U AR S R s oy
Seaungpuhrya Kami tslah menempatkon kamy sekalian di muka bumd dan
Keowi adakan bagimu:di muka bumd (sumber) penghidipan. Amat sedikitlah
Koo bersyuiag, '
h. Manusia sebagai Khalifah di burni;
¢. Semuayg dimiliki dan didapatkan manusia adaleh seizin Aliah SWT;
d. Kekayaan harus berputar, sebagaimana disebutkan dalam al-Qut'an
sehagai herikut; .
. QS.Al-Humazah ayat 1-3
BRI 5 dlan ] £00 9 WU o 385 ali 3 TTEA

Kecelakagnlah bagi sefiap pemat: lagi pencela, yang
hartarya itudapat menghekalkannya,
ii. QS.AlHasyrayat7
SIS s RV 3 e o G el i S Tty
i 5 5 13 30
kavwu khawatir terhadapmys maka jatuhkaniah die ke yergai (Ni).
Dan jonganlits ke Khawatir dar janganiak (puta) bersedib kot
menjadikannya (solah seorang) dari pora rasul. (Al-Qasas 28:7)
e. Eksploitasi ekonomi (riba) harus dihilangkan, terdapat dalam QS. Al-
baqarah 275 sebagai berikut
R B IR 0 U 1T 8 8
A, e a3 geﬁxgﬁefﬁdfs&!’ﬁxﬂ@eﬂww
CLA G S S B A S T A
Orang-orang yang makan {mengambil) riba tidek dapat berdiri
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adaiak divebobkan mercka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual bell itw sama dengan riba; padahal Allah felah
telah sampay kepadaryalarangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
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Dahuiu (sebelum datang larangan); dan wrusannya
(terserah) kepada Ailah. Orang yang kembali
- (mengmmbil riba), maka orang itu adalah penghurri-
venghuni neraka; mercka kekal di dalammya. (Al-
_ Bagarah 2:275)
f.  Waris sebagai instrumen distribusi sebagaimana dijelaskan secara
detail dankomprehensif dalam QS. An-Nisa 11-12 sebagai berikut:
WAL B e 3 (5 L L8 il e (B SANET S e
AT AL S o O Bt [pala A aay TR 0700 s TR AT (BT 108 o
Bty n i Tontia B ALV RIA S T K AZ26 088 55 AT At
A0 A Koy AT 1y 0 AU AT oo
Ty el OB AT el SIS S A PG R AT e e 38
I 8 5 A LT R G i i Ui g 08 150
IS Wi ' ST I TS TS
ITE A KO s DR b AT T A2, ST 508
LSO N R TR LY R S N g R
i e A5

Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka -

untuk) anak-anakemu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki
sama dengen bagahian dua orang anak perempuin; dom
Jika anak itu semuanya perempuan lebih daré dua, maka
bagl mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;
Jlka anak perempuan itu seorang safa, maka ia
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapa, bagi masing-masingrpxa seperenam dari hartayang
ditinggalkan, fika yong meninggal itu mempunyai anak;
Jika orang yang meninggal tidak mempanyeai anak dan in
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka iburya mendapat
 sepertiga; jika yang meninggal ity mempunyal beberapa
saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
{Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuli wasiat yang dia buat atau (dan) sexudah dibayar
wangnya. (Temtang) orang tuamu dan anak-amakony,
kanvu tidak mengetalud siapa di antaramereka yang lebih

dari Allah. Sessmgguhrya Allak Maha Mengetahui lagi
Maha Bijoksana. (An-Niza*4:11}) =

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari haria yang
ditinggalkan oleh isieri-isterimu, jika mereka tidak
mempimyai anak. Jika isteri-isterimyu itu mempraryal
anak, maka kamu mendapat sepevempat darl harta yong
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buar atau (dan) seduah dibayar wtangnya. Para isteri
memperolgh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
maka para isieri memperoleh seperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan sexudah dipenulti wasiat yang
kamu buat atas (dan) sesudah &lmw ulcng-uiongry.
mwwmmmm -
sqja) atau seorang saudaraperempucs (seibu saja), make

bagl masing-mazing dari kedua jewis soudora itu
saperenam harta. Tetapl jle saudara-saudara seibu tiy
lebih dari seoramg, maka mereka bersekury dalam yang
sepertiga Itu, seswdah dipemuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Aliah
menetapkan yang demikian it sebagai) syari'at yang
benar-benar dari Allah, dm.ﬂla}l Maha Mengetahui lagi
Maha Penyantun. (An-Nisa'4:12) ‘

g Menetapkan berbagai bentuk scdeksh, baik yang bersifat wijib
maupun sukarels. Berikut diagram Tujuh (7) prinsip kebijakan
ekonomi zaman Rasulvilah saw. semasa awal pemerintahan di



KEUANGAN PUDLIK SYARIAN

Gambar 4. 1
Pnnsxp—pnnsxsp Kebijakan Ekopomi Rasylullah saw. di Madinah
ber: diolah penulis dari Zainal dkk (2018)

4.1 Keuangan dan Pajak pada Zaman Rasulullah SAW.

Pada awal kepemimpinannys, Rasulullah saw. hanya dibantu sekretaris
Bilal dan delegast negara lainnya yang berkerja tanpa gaji mengingat kondisi
negara yang behum memiliki sumber pendapatan. Adapun kondisi keusngan
dan pajak zaman Rasulullah adalah sebagaimana berikut

a. Belum adanya sumber pemasukan dan pengeluarantetap;

b. Rasulullahsaw. Menerapkan Dasar Anggaran di ivana penghasilan
{(pemasukan) yang menentukan besar kecilnya pengeluaran.
Arstinys, sistem "anggamn yang diterapkan adalah Balanced
Budgetting (Angparan bezimbang) di mana pengeluaran yang
dilakukan disesuaikan dengan jumish pendspatan pegara pada
waktu tertentu; dan

C

Kebijskao anggaran tidak diorientasikan pada pertumbihar
ekomomi Kareria negara masih dajam upays pencapaian eksisténsi
sdunggnmadhbmmmsnpadapemeauhmlmbmmmmm
danmasyarakat. _

4.2 Kategorisasi Sumber Penarimaan Zaivan Rasululieh
Pada masa pemerintahan Rasutaliah saw., konsep anggaran berimbang
dipraktikan dan diberiakukan. Zakat dan "Usyur adslah pendapatan yang
paling utama bagi negara saat Rasulullah masih hidup. Zakat den "Usyur(zakat
hasﬂperhnm)mmjadikewqibmdalamagmmdmtﬂmamkulahsampﬂar
Islam, Sebagnirhana firman Aflahdalam QS At-Taubah ayat 60: :

a3y Lun Ry 4ol By vt ATy I DL 2Ty ety o ) T D)

A b YN i T U Gy 3
&«Wmtﬂd-mh#m harsyaich untuk awﬁdir

dibeguck hatinpa; wntuk (memerdskakan) budak, mmm
bervtong. untok jalan Allak dor urdsk mereka yuang sedang: dalam
parjaloniy, rebogl suitin: ketetaparw yang diwagibkan Allsh, dan
AWWMI@MW

wmmmmlmmmmmmmmm
saw. antara lain (Zainal dkk; 2018)

ol

Uang tebusan untuk pars tawanan perang;

Pinjaman setelah menaklikkan kots Mekkah sebelum Perang
Hawezin sebesar 30.00¢ dirham dari Abdullah bin Rabiah serta. .
pinjaman pakaian dan tunggangan dari Sufyan bin Umaiyah;
Khumug stau Riksz dasi harts karun termuan pada periode sebelum
Amwal Faditah, yakni harta karun dari kaym muslim yang
meninggal dunia tanpa ahili waris atau muslith yang meninggatkan
fiegerinys;

Nawaib, yakni pajak yang dibebankan kepada kaum muslim yang
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Hal unik lainnya dari kepemimpinan Rasulullah sew. adalah tidak
adariya pencatatan seluruh penerimaan negara yang disebabkan minimmya
Jjumlah muslim yang bisa membaca, menulis, dan menghitung. Selain itu, bukt
pembayearan masih dibuat dalam bentuk sederhana,’ pendistribusian
penerimaan negara masih dilakukan dalam lingkup lokal, bukti penerimaan

* dari daerzh yang berbeda tidak umuom digunakan, dan ghanimah digunakan dan
didistribusikan setelah terjadi peperangan tertentu. Pencatatan diserahkan pada
petugas pengumpul kemudian diperiksa secara Jangsung oleh Rasuiullah saw.
Beberapa Instrumen Penerimaan Negara yang berasal dari nonzekat meliputi

a. Usyur

Usyur merupakan pajak yang barus dibayar oleh para
pedagang muslimi maupun nonmuslim. Secara etimologi,
'usyur berarti sepersepuluh (1/10). Secara terminologi, "usyur
berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang
masuk ke nergara Islam atau yang ada di negara Islam itu
sendiri. Istilah lain 'usyur adalah pajak perdagangan ataz Bea
cukai, yang mana sudah ada pada masa sebelum Islam.
Perperintahan Yunani telah memungut pajak terhadap barang
dagengan yang datang dari lnar negeri Athena. Pemerintahan
Mesir Kuno juga menerapkan 'usyur yang justru membawa
keuntungan besar bagi kekuasaan Romawi di Mésix. Pada
masa pemerintahan Isiam, Mesir Kuno tetap melanjutkan
sistern imi. Negara Islam mengambil Bea cukai dari setiap
barang dagangan yang datang dari negara lain.

Pada masa Rasulullah saw. dan masa Abu Bakar As
Siddig, istilah 'usyur belum dikenal. ‘Usyur mulai dikenal
pada masa kekhalifshan Umar [bo Khattab dan tenss
dikembangkan pada masa sesudah pemerintahannya. Latar
belakang penerapan ‘usyur berawn! dari dari laporan Musa al-
Asy'ari bahwa para pedagang muslim yang berdagang ke
wilaysh nonmuslim dipungut pajak perdagangan oleh
pemerintah wilayah setempat. Sehingga, untuk menegakian
keadilan dan kesetarean dalam perdagangan internasional,
Khalifeh Umar Ibn Khatab memutuskan untuk memmgut

BAB /V/ - SUNBER PENERAY AN SEUANGAR NEIZARA NONZAKAT PROA MASA RASULUNLLAH SAW

pajak dari orang-orang normuslim yang berdagang ke
wilayah Islarm.

Penduduk yang pertama kali dipungut 'usyur adalah
kafir harbi dari penduduk Ming. Mereka menulis surat kepads
Khalifah Umer ibn Khatab ysng isinya: “Izinkan kami
berdagang ke wilayghmu dan ambilsh 'usyur dari kami”,
Setelah bermusyawarsh dengan pera sahsbat, Umar Ibn
Khatab kemudian menetapkan ‘usyur bagi pedagang
nonmuslim yang berdagang di wilayahIslam.

Dalam menerapkan ‘usyur , Khalifah Umar mensnjuk
petugas yang berwenang memumgut ‘usywr . Kemudian,
telah melunasi ‘usyur, dan memberi sanksi kepada mereka
yangenggan meanbuyar asyur. |

Pada umumnya, semus jenis komoditas perdagangan
yang mesuk ke negera Islem udalsh objek "usyur . Adapun
ketentusn dasar terkait "usyur yang ditulis oleh Abu Yusuf
dalam kitabnya scbagai berikut (irkhami, 2019)

1. Barang-barang wajib pajak adalsh yang dimaksudkan
sebagai komoditas perdagangan;

2. Bila pedagang.adaleh seorang muslim, besarnya pajak
‘mmmwmmwm,mm
komoditas);

3. Bila pedagang adalah - seomng dhimmy, besamya pa_;ak

. adalah persen; ‘

4. Bilapedagang adalsh orang asing, besamya pajak adalah
10 persen; .

5. Pajakbolehdxbuyarkandalmbamﬂcmgumaimaupun
barang;

6. Batas minimsl bumgwa;ibpqakadaiahsamadﬁwm

' ketmtumntdmbda!amnkﬂ.yalwsemlmdengan’mﬂ ‘

ditham:
7. Bilapedagang tinggal selama lebih darisatu tahun,



komoditzsnya akan dikenakan pajak lagi;

8. Pedagang muslim dan dhimmy banya dikenakan sekali

© pajak untuk komoditas yang sama;

9. Bila pedagang asing telsh pulang ke negaranya dan
kemudian kembali lagi, Ia dikenakan pajak lagi;

10. Bukti pembayaran pajak harus mmenyebutkan jumlah pajak
yang dibayarkan, nilai gmggnw. dan tanggal
pembayaren pajak;

11, Pajak dikenakan untuk: perdagangan antar provinsi di
negara Islam;

12. Besar kecilnya beban pajak mempertimbangkan
kebijakan yang berlaku di negare-negara lzin;

13. Barang yang bernilai sedikit dibebaskan dari pajak; serta

14. Bareng kebutuhan pokok dibebaskan dari pajak atau
dibebani pajak dengan pertimbangan 1ain.

© Dari 14 ketentuan di atas, faktor penentu tingkatan -

‘usyur adalah status pedagang atas kewarganegaraannya dan
agamanya. Hal tersebut wajar dan adil untuk konsdisi sosio-
politik saat itu.

'Usyur merupakan salah satu sumber pendapatan negara

- yang dipraktikkan pada masa awal Islam hingga masa

kekhalifahan bani Abbasiyah sejak dimulainya perdagangan
antar wileyah., Adapun kadarnya beragam dengan ketentuan
bagi pedagang kafir sebesar 10%, bagi kafir dzimmi 5%, dan
bagi pedagang muslim 2.5% yang dipungut sctiap tahun
" Wibisana, 2016).

; Pada awalnya, ‘usyur merupakan pajak perdagangan
yang dikenaken kepada pedagang nonmuslim yang
melakukan perdagangan di negara Islam. Dalam
perkembangan selanjutnya, "usyur juga ditetapkan kepada
pedagang muslim. Dalam pemungutan ‘usyur , Umar Ibn

_ N:nﬁ_u mempertimbangkan doa hal yeit, barang-bareng
- yangdikenakan 'usyur hanya barang perdagangan dan

Umar, menurut Abu Yusuf, pajak perdagangan internasional. :

(usyur ) hanya dikenakan pads barang dagangsn, bukan pada
barang keperfuan pribadi. Dalam kiteb al-Kharaj dijelaskan,
jikz ada orang y 5%35%%%&
barang yang bukan untuk diperdagangkan, barang terscbut
tidak dikenai bea masuk. %ﬁ%géogmnmo
bea cukai, mereka dikenakan 5% (nisf al-usyur). Pajak bea
masuk Cusyur) hanys dikenaksn antuk tujuan perdagangan.

Rate of 'Usyur (Tingkat pajak perdagangan) berkisar
2,5% per tahun untuk pedagang muslim, 5% per tahun untuk
ahlu zimmah, dan 10% per tshun untuk pedagang kafir harbi.
Kadar 'usyur yang dipungut adatah omsct yang mencapai 20
dinar untuk emas dan 200 ditham untok perak séperti yang
terlihat pada tabel di bawah inl(M. dan R. K. Gbozali 2018). .

Tabet 4. 4
Kadar ‘Usyur

Kadar Usyur| Waktu | Pedagang
25% | Tabua |. Muskn
5% | Tabun | Zaoem
“10% | Tabvo | Hads |

Uﬂg%gﬂg CE!.uoE gﬂ%vnb&ﬂ
keadilan. Hal E%gggégw%g%
Eiﬁgﬁgn&&g@a&g&ﬁ mereka.
Podagang muslim dileaakan seperempat dari kewnjiben pedagang harbi

: gﬁggﬂﬁhéagﬁg%gg &worsnrwsnmv

tabin.
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b Jizyah
berarti penggantian (kompensasi) atau belasan atas suatu
kebaikan ata kejahiatan. Secara terminologi, jizysh adalah
pajok yang dikenakan kepada warga nommuslim sebagai
imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara
Islam. Selain itu, jizyah merupakan pajak jiwa begi
nonmuslim yang tinggal di wilayah Dautah Islamiyah.

Jizyah dipungut dari warga nonmuslim yang bersedia
membuat perjanjian dengan pemerintah sebagai wujud
loyalitas kepada pemerintah Islam, konsekuensi dari
perlindungan, jaminan kemanan jiwa dan harta, fasilitas
ekonomi dan sosial yang diberikan pemerintah [slam kepada
mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban
ikut perang. Ads yang berpendapat behwa jizyeh yang
dipungut dari warg2 pegarz nonmuslim merupakan sewa
untuk tinggal di negara Muslim {Hidayati 2018).

o T i 15 Wiy A 7 0 5 G 05550 VS 20 500050 ¥ 08118

S5 AL 0 T L1 5

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir

Mereka Bada mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasi-nya

dan tiada pula beragama dengan agama yang benar (vaitw) dari orang-orang

ahli kitab, kecuali jika meveka membayar pajak dengan tanganrya sendiri,
sedang mereka orang yanglemah”. (D8 Ai-Taubah [9]: 29)

Satu-satunya ayat yang menyebut jizyah ini turun
ketikaterjadi Perang Tabuk, pertempuran terakhir yeng ditkurti
Rasiiluliah. Latar belakang perang tersebuit adalah pertikaian
antgra Dar al-Isiam dengan Dar al-harb. Memanfaatkan sitoasi
ini, setelah wahyu turun, Nabi mengimbau para pemimpin dan
raja nonmuslim wntuk memieluk Islam atan membayar Jizyah.
Pilihan bagi yang tidak mau menerima tawaran itu adalah
perang (irkbhami, 2019). - '

Jizyah juga discbut sebagai pajak perlindungan. Jika
firh mau hidup dengan & dan idapat jamitsal
pertindhmgan ’pamuinmh-!slm,mekahmsmmhayar

jizyah. Perlindungan di sini adalsh perlindungan dari
gangguan dasi dalam maupun dari pihak luar. Hal ini dinilai
adit karene penduduk muslim juga dibebani beberapa
instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara seperti
zakat(Rahman, 2015).

Selain itu, jizyah juga dapat dipahami sebagai bentuk
penghargaan yang diberikan kepada warga nonmuslim atas
ketmdukannya kepada hukum Islam. Dengan demikian,
seorang warga negara hanya dapat dikategorikan sebaggi
dhimmy bila dia telah tunduk kepada peraturan pemerintah
Islam. Dalam hal perekonomian, hal ini lebih menguntungkan
bagi mereka dibendingkan dengan kondisi mereka bila tidek
man tunduk pada hukum yang berlaku(Irkhari, 2019).

Kelompok nopmuslim pertama yang membuat
perjanjian membayar jizyah kepada pemerintahan Islam pada
masa Rasulullah adalah kaum Nasrani Najran kemudian
diikuti oleh masyarakat Bahrain ysng menganut paham
Zorotisme. Warga nonmuslim yang wajib membayar jizyah
adalah Jaki-laki dewasa yang merdeka (bukan budak). Wanita,
anak-ansk, orang tua, pendeta, pengentis, dan orang gila tidak
dikenakan wajib jizyah. . Sedangkan, mereka yang tidak
mampu membayar mendapat subsidi dari negara ‘(Hidayati
2018). ' |

Al-Qur’an tidak menetapkati jumlah yang paten uuk
jizyah. Sedangkan, as-Sunnah menyebutkan berbagal besaran
yang bervariasi. Pada prinsipnya, besarnya pungutan
memberatkan bagi wajib pajak (ahl gl-dhimmah). Salah satu
Mﬂudpumprﬁmipwrsebdtadahhhahwaamkmakdaﬂ
wanite tidek diwejibkan membayar jizyeh(irkhami, 2019).
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Tingkat pajak dalam sistem perpajakan masa awal
Islam menekankan pada kriteria kesamaan dan prinsip
“kemampuan untuk membayar.” Abu Yusuf berpendapat
bahwa penguasa memniliki kewenangan untuk mengurangi
atau menambah tingkat pajak sesuai dengan produktivitas
tanah dart kemampuan wajib pajak. Demikian halnya, tingkat
beban jizyah tidak ditetapkan di awal sebab penetapannya
mempertimbangkan perubahan sesuai dengan kemampuan
para pembayar pajak. Oieh karena itu, perbedaan tingkat
ji_zyah {12, 24, dan 48 dirham per tahun) dibebankan sesuvai
dengan kemampuan membayar ahi al-dhimmah ° (Irkhami,
2019). S
Pada masa Rasulullah saw., beliau memerintahkan

kepada Muadz bin Jabal atas ahli kitab di Yaman bahwa
besarnya jizyah bagi masing-masing kepala adalah sebagai
berikut(M. Ghozali dan Khoirunnisa, 2018)

1 dinar/tahun;

Jika memiliki 30 ekor sapi, maka jizyah-nya 1 ekor sapi

tabi' {(sapiumur 1 tahun);

Jika memiliki 40 ekor sapi, maka jizyah-nya 1 ekor

musinah; serta ’

Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi dengan hujan dan

175 bila menggunakan biaya.

D antara ahli kitab yang membayar jizyah yaitu
penduduk Najran yang beragama kristiani. Kewajiban
membayar jizyah akan hilang sectelah masuk Islam
(Xhoirunnisa dan Ghozali 2018).

Pada masa Umar Ibn Khatab, wilayah kekuasaan
Islam semakin meluas. Di berbagai wilayah tersebut, terdapat
banyak kaum Nasrani dan Kafir zZimmi yang belom masuk
Islam dan wajib membayar jizyah. Oleh karena itu, Khalifah
Umar membuat sistem dan aturan baru tentang jizyah dengan
tujuanuntuk mewujudkan keadilan hagi selunth warga
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negara. Umar menetapkan jizyah yang bemgam,
bergantung pada kondisi ekonomi dan kemampuan para wajib
jizyah tersebut. Adapun rate of jizyah yang ditérapkan pada

masa Umar adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 2
Kader Jizyah
| Wogaconuskmymphern | 48 duham/mlm
Narga nonmuske vaag ehonami menengsh | 24 dicham /malum
Patan:y, buruh, mabvat ooskm 12 ditham /tahon

Dalam pemungutan jizyah, {Jmar memberikan kelonggatan
dan keringanan kepada(irkhami, 2019):

1) Warga negara yang miskin dan tidak mempunyai
pekerjaan dan keshlian,

2) Penjaga kuil dan para pendeta yang hanya menetap di
{empat.

3) Laki-laki yang tidak mampu bekerja dan tidak
mempunyai harta. ‘

4) Orang yang hilang ingatan.

Namun, tiga golongan di atas dikenakan jizyah bila
mereka sudah mempunyai harta atau membaik
perekonomiannya. Pembayaran jizyah sangat fleksibel karena
tidak harus dibayarkan dengan uang tunai tetapi dapat
dibayarkan dengan ternak dan barang dagangan, Jizyah
merupakan bentuk dari dakwah Islam dalam rangka mengajak
umat nonmushim masuk Jslam secara persuasif. Jika mereka
masuk militer, mereka. dibebaskan dari kewajiban jizyah,
Kewajibar jizyah berakhir bagi mereka yang masuok Islam.
Hal ini diclasarkan pada hadis Nabi:

“Tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi orang

siang teldh masuk Isiam ", (HR Afinsid dan Abu Dad)

Seteiah keruntthan Istam di Turki Usmani dan
Spanyol, istilah jizyahtidak ada lagi. Hal ini disebabkan
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daerah~daerah Islam telah dikuasai oleh orang-orang
kafir sehinggn pajak terhadap warga nonmuslim tidak ada lagi.
Pada zaman modem, psjak jiwa yang dipungut oleh
pemerintah terbadap warga asing yang masuk dan atau
menetap dalam wilayah kekuasaan suatu pemerintahan adalah
dalam berituk visa,

Kharaj

Kharaj berasal dari kata kheraja-yskhrzju-khurujan
yang artitya keluar, Secara terminologi, kharaj berarti pajak
yang dikehiatkap atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan
Islam. Kharaj dikenal setelah perang Khaibar ketika
Rasulullah saw, memperbolehkan orang-orang Yahudi
Khaibar memiliki kembali tanah mercka dengan syarat
mengeluarkan separuh dari hasil penen tanah tersebut kepada
pemerintah Ixlam sebagai kharaj (pajak).

Kharaj menurut bahasa al-ghullah yaitu penghasilan
atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang
pemiliknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai
pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari
hasil produksinya. Jumlah kharaj-nya setengah dari hasil
- produksi(M. dan R. K. Ghozali 2018).

Pada masa Umar Ibn Khatab, pengurusan kharaj
mulai dietur secara sistematis dan ditertibkan, Umar mengatur
administrasi kheraj dengan mendirikan diwan al-kharaj.
Banyaknya daerah yang berhasil direbut oleh pasukan Isfam
menghasilkan banyak harta rampasan perang berupa Fai dan
Kharaj yang saat ifu banyak terdapat di daerah bekas kerajsan
Romawi dan Sasanid sehingga membutuhkan sistem
penilaian, pengumpulan dan penditribusian yang teratur.
Umar mengutus Usman ibn Hanif untuk mengatur batas tanah
di Sawad yang ternyata mencapai luas 150juta jarib.

Di sepanjang masa, kharaj merupakan sumber
penerimaan utama negars Islam. Dana tersebut dikuasai oleh
komunitas dan bukan kelompok-kelompok khusus. Besaran
kharaj ini sesuai dengankebijakan imam " Wihisana 2016).
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Pemungutan kharaj terhadap setiap lahan pertanian
berbeda karens jumlah pajak setiap lahas pertanian ditentukan
oleh kualitas tanah dan kemamppan memikol pajak.
Pemungutan kharajpadamasakasuluﬁah bersifat tidak tetap,
bergantung pada jenis tanaman dan tingkat kesoburan tansh.
Rasul memungut pajak yang lebih besar untuk kebun anggur
dan kebun kurma dibandingkan dengan pajak untuk ladang
gandum. Pada masa Umar, kharaj juga dipungut berdasarkan
tingkat kesuburan tanah, Jokasi, dan lingkungan tempat tanah

itu berada.

Dengan demikian, ads tiga faktor yang diperhatikan

dalam pemunguten kharaj, yakni
1)} Karakterigtik kesuburan tanah

2y Karakteristik jenis tanaman yang dihasilkan, baik dari segi
jumlsh yang dihasiflan maupun dari segi kualitas

tanamannya.

Hal ini berkaitan erat dengan mutu dan daya jual tapaman
yang dihasilkan. Misalnya, padi~padian berbeda pajaknya

dengan sayur-sayuran
3) Karaktenstxkjmls pengairan

Pengairan ini terbagi atas: empat kategori, yekni tanah
yang diairi oleh sungai maupun mata air, tanah yang diairi
oleh tenaga manusia maupun hewan, tanah yang diairi
oleh air hujan, -dan tansh yang tidak membutubkan
pengairan dan kesuburapnya didapat secara alamizh.
Beban kharaj untuk setiap kategori pengairan tersebut
berbeda. Beban kharaj untuk tanah yang diairi dengan air
sungai berbeda beban kharaj untuk tansh yang diairi

dengan bantuan tenaga manusia.

Abu Yusuf memberikan pertimbangan bahwa sistem
sedangkan faktor kualitag tanah dan jenis tanaman merupakan

faktorterakhir.
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Cara memungut kharaj ada dua:

1) Kharaj Muqassimsh (perbandingan). Cara ini ditetapkan
berdasarkan hasil tanah, misainya % dan 1/3 dari hasil
tanaman yang dipungut pada setiap kali panen.

2) Kharaj Wazifah (tetap). Beban khusus yang diberikan
pada lahan pertanian sebanyak hasil panen atau persatuan
{ahan vang kewajibannya dikenakan setelah lswat satu
tahun.

Menurut Abu Yusuf, pemungutan karaj dengan cara
wazifah akan berbeda pada setiap hasil tanaman. Hal ini dapat
difihat dari rate of kharaj yang diterapkan pada masa Umar Ibn
Khatab, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 4. 3
Rate of Kharej pada Masa Khalifsh Umar Bin Khattab

Jen)s Yapaman i Tempo
Anggur dan kunma 10 deham/ianb | Talwn

Tebu 6 ¢ehamyiab | Tahun

Allofa (makanan kida dan sapi) | 5 dechamfjarid | Tatwn
j T Gmwkwa | 4 Omhediant | Tahwn
B 2 ahasv/jar | Tan

Di masa Umar Ibn Khatab, rate of kharaj di Irak dapat dilihat pada tabel
di bawah ini, seperti yang dikutip Ali Sakii dari Hazanuzzaman.

Tabel 4. 3
Rate of Khargj di frak
1 gantang gandum bassh | 2 dwham
3 garkang gang Boak T4 diham
1 gantang iayukrorn basah | 10 dehas

Pada masa Ali R.A., kharaj untuk lshan gandum yang produktif
sebesar 1.5 dirham/fjarib. dan sato she'/jasib, kharzj untuk lahan gandum yang
kusang prodokeEf sebesar satu dithem, sedangkan kharaj untk lahan yang
sedikit produktif sebesar 1/3dirham. Ketiga jenis lahantadi merupakan lahan
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yang diairi oleh air sungai Euprates seperti yang terlihat pada tabel di

{ bawahini:

Tabal 4. 5
Rate of Kharaj untuk Lahan Gandum
3enis Tanaman Kadaw | Yempo
Lahan gandurn yang produktf 1.5 dshm/jerh | Tahun
Lahan gandurn yang kurang produkte | 1 dehamyjant | 18hmn
[ahan yang sedkX peoduidit 1/3 @rhem/fjanb { Tahun

Untuk tanaman jelai, kharaj yang ditetapkan adalah setengah dari tarif
lahan gandum, lahan kurma, dan anggur sebesar 10 dirham/jarib, seperti tabel
di bawah ini.

Tahol 4.8
Rate of Kharaj untuk Jelai, Kurma dan Anggur
Jenis Tanoman Kadar Tempo
Jefai 1.5 dehamfjarid Tahun
Kurma dan anggur | 10 dirhanyjarb Tahun

Adapun tarif kharaj berdasarkan pengairan adalah 40% dari hasil
pertanian yanyg digiri oleh air hujan dan 30% untuk tanaman yang diairi oleh
irigasi buaten. Bile torjadi gangguan dengan irigasi yang mengakibatkan
kerugian pada petani, tanah pertaniasnya tidak dikenakan kharaj. Petani yang
tidak mampy membayar kharaj diberi tenggang waktu untuk melunasi kharaj-

. nya. Akan tetapi, jika seorang petani inempuny ai jktikad yang tidak baik dan

tidak mau membayar kharaj, pemerintah dapat memaksa untuk membayar
kharaj-nya. Ini berarti, pemerintah Islam sangat Iuwes dan konsisten terhadap
perataran perpajakan sepertt yang terlihat pada tabel di bawahini.
Tabel 4.7
Rate of Kharej uatuk Hasi! Pertanian

Jenls Tanaman - Kadar | Tempo
Hasd percaman yang diam olsh a¥ hujan . | Talhun
Hash pectanian yang diaii oleh irigasi 30% | Tahun

d Khurns
Khomus - merupakan. seperiima bagien dari pendapatan
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dan digunakan oleh negara untuk biaya pembangunan.
Penggunaan Khumus perlu diperhatikan meskipun sturan
pembagiannya telah jelas seperti pada QS. Al-Anfhl ayat 41.
Khumus, juga bisa diperoleh dari barang temuan (harta karun)
sebagaimana tetjadi pada periode Raaul (Rehmen 2015).

ol STy B iy ) e D ALAR 20 18 1 5 n a1y
DR A 2 M0 e O T 2 i o Ll 50
:ﬁlg’fwg miug mt'

Ketahuilah, sesungguhnya apa sqja yang dapat kamu peroleh

Sebagal rampasan perang, maka sexungguhnya seperlima untuk

Allak, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin

dem ibryssabl], fika kapnu berimian kepada Allak dan kepada apa

Yyong kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari

Furgaan, yaitu di hart bertemurrya dua pasukan. Dan Allah Maha

Kyasa aras segala sesuat. (Al-Anfal 8:41)

Dalam pembahasan khumus, Abu Ubaid menyebutkan
beberapa harta yang terkena khumns, Harta yang pertama adalah
ghanimah, sesugi dengan firman Allah Surah Al-Anfal ayat 41,
Harta yang kedua adalah harta yang diperoleh melalui
penambangan dan harta yang terpendam (rikaz). Hartayang ketiga
adalah harta yang dipendam sebagaimana tesjadi ketika mujahid
dari as'sya'abi di mana seorang laki-laki menemuken 1.000 dinar
yang dipendam di luar kota. Kemudian Umara datang kepadanya
dan mengambil 175 dari harta itu sebesar 200 dinar. Sisanya
diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian, 200 dinar itu

dibagikan kepada kaum muslimin (Khoirunnisa dan Ghozali
2018).

Ulama Syiah mengatakan bahwa sumber pendapatan apapun
harus dikenakan khumus sebesar 20%. Sedangkan, wlama Sunni
beranggapan bahwa ayat ini hanya berlakn wntuk harta rampasan
perang saja, 'Uman AbY 'Ubayd menyatakan bahwa yang
dimaksud khumus ity bukan hasil perang saja, tapi juga barang
tempan dan barang tambang, Dengan demkian, di kalangan ulama
Surni, ada sedikit petkembangan dalam memaknai khumus
(Rahman2015).
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Abu Tihaid menyataken bahwa ada tiga hukum yang
diterapkan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertaina,
harta temuan diambil khumus-nya dan sisanya diberikan kepada
yang menemukannya. Kedus, harta temuan tidak dibarikankepada
yang menemukan namun diserahkamn seluruhnya kepads Baitul
Maal. Ketiga, harta temuan selurnhnya diberiken kepada yang
menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Maal (Karim, 2006)
(M. dan R. K. Ghozali 2018).

Ghanimak

Ghanimah merupakan salah satu sumber pendapatan negara
yang diperoleh dari hasil kemenangan dalam peperangan,
Distribusi hasil ghanimesh secara khusus diatur langsung dalam
Alquran surah al-Anfal ayat 41, 4/5 dibagi kepada para prajurit
yang tkut dalam pérang sedangkan sepertimanys diberikan kepada
Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum
miskin, dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern, pos
penerimaan ini boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat
pelanggeran hukum antar negara scbagai barang ghanimah
{Rahnan2015).

Selain diatur dalam Surah Al-Anfal ayat 41, ghanimah juga
dijelaskan dalam sebuah Hadis; “Aku diberi empat perkara yang
tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku; dijadikannya
musub-musuhku takut kepadaku sebulan sebetum peperangan
terjadi, dijadikan bumi sebagai masjid den tempat suci, barang
siapa yang ingin salat, maka boleh melakukannya di atas bumi i,
dan dihalalkannya ghanimsh kepadaku, yang tidak dihalalkan
kepada umat umat sebefuriku, jugs aku diberi syafaat, dan setiap
nabi diutus khusus kepada kanmnye, sedangkan aku diutus kepada
umat manusia seluruhnya (HR. Bukhari). -

Menurut Al-Mawardi, ghanimah mencakup empat bagian,
yaitu tawanan perang laki-laki (asro), tawanan perang perempuan
dan anak-anak (sabays), tanah, dan baria{Khoeroni 2015).

Pada awal Islam, tanah juga dipertimbangkan sebagai
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ghanimah yang penggunaanya juga dibagi di antara para
pengikut perang, Tetapi, di masa pemerintahan Khalifeh "Umar bin
Khatab, tanah dikeluarkan dari ghanimah dan dibiarkan dikuasai
para pemilik sebelumnya namun pemitik wajib membayar pajak
tanah (kharaj), Ghanimah merupakan sumber pendapatan penting
karena sering terjadi peperangan melawan orang kafir pada masa
Rasulullah dan khulafatn al-rasyidin. Wahyu yang menerangkan
tentang pembagian barang rampasan perang dan pengeluaran
negara turun setelah Perang Badar, yaitu pada tahun kedua setelah
Hijrah ke Madinah ™ Wibisana2016).

Walaupun tanah merupakan bagian dari ghanimah,
konseskuensi penggarap tanah tersebut akan berbeda, sesuai
' dengan ketentuan yang telah ditentukan. Konsekuensi tersebut
adalah beban yang harus dibayarkan oleh penggarap kepada
pemerintahan Islam berupa "Usyur atau kharj (Khoeroni 2015).

Faj’

Fai' secara hahssa berarti mengembalikan sesuatu. Fai'
diperoleh dari harta atan barang yang dirampas dan nonmuslim
yang takluk tanpa peperangan. Fai’ adalah sumber penerimaan dari
negara Islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana
dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yang turun pada tahun keampat
Hijrah, yakni QS. al-Hasyar ayat 6-7:
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Dan apa saja harta rampasen e'ai-b yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya (dari harte benda) mereka, maka untuk
mendapatkan itu kamu fidak mengerahkan seekor kudapun dan
(tidak pulg) seekor untapun, tetapi Allah yeng memberikan
kekussaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
{Al-Aasyr 59:6). Apa sqja harsa rampasan (fai-l) yang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kora maka adaleh untuk Allah, untuk Rasul, keum

yang dalam perjolanan, supaya. haria i jangen beredar di
amara orang-orang kaye sqja di ontora kamu Apa yang
diberikan Rosul kepadamy, ssxke terimatak, Dan opa yang

dilarangnya bagimu, maka. tinggalkaniah. Dan bertakwaiah
kepada Allah. Sesungguimya Allah amas keras fukumannyi (Al-

Hasyr 59:7).

Penggunaan fai' diatur oleh Rasulullah saw. sebagai harta
negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuban pangan
masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan
ghanimah. Alokasi dan pembagian fai' berbeda-beda dari satu
kepala pemerintahan satu dan lainoya, bergantung pada
kebijeksanaan masing-masing kepala negara dan lembaga
musyawarah yang dipimpinnya "(Wibisana 2016).

Fai’ sama dengan ghanimah. Narun, ghanimah diperoleh
setelah menang dalam peperangan sedangkan fai’ diperoleh tanpa
pertumpahan darah. Menurut Muhamimiad Nejatullah Siddiqi,
harta fai' adalah pendapatan negara selain dari zakat Jadi,
termasuk di dalamnya adalah khardj, jizyah, ghanimah. usyu;,dan
pendapatan dari usaba komersil pemerintsh. Definisi ini lebih
mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini yang
su'uknmyaoukupbexbedadcngmkeadaanpadamasakasulmm
{(Rzhman2015).

Terkait fai', Abu Ubaid mempunyai pendapat yang sama
dengan Al-Mawardi. Pengertian faf* didasarkan pada pengukuhan
Abu Bokar, setelah meninggaluya Nabi, terhadap tanah fadak yang
beliau nasionalisasi sebagai harta keksysan publik (subarto, 2004:
145). Abu ubaid mémbagi fai’ menjadi dua, yeitu fal' yang ada
pada masa Nabi dan fai' yang ditorurikan dari makna fai' yang
pertama yang terdiri dari instrumen-intrumen yang berkembang
dalam negara Islam(Khoeroni, 2015). -

Memunt Aba Ubeid, fof* yang pertama sesuai de.ngan
peristiwa. pembebasan taniah khaibar dan tanah taktukan dari Bani
Nadis. Peda peristiwa tersebut, Nabi mendapatkan 1/5 harta yang
kemnidian dikefolaoleh Mabi dan hasilnya dialokasikanuntuk
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orang yang sedang dalam pesjalanan (Ibhu Sabil) dan untuk
"keluarga Nabi. Setetah meninggainya Nabi, Abu Bakar

mengambil keputusan untuk menasionalisasi tanah yang

sebelumnya menjadi bagian Nabi sebagai aset Negara
(suharto,2004: 145). Harta fai' ini, menurut Abu Ubaid,
. dialokasikan intuk fai', khums dan zakat.

Fa' dalam periode pasca Nabi berarti pendapatan publik
yanig tendiri dari berbagai pendapatan seperti yang berkembang
dalam sejarah Islam:

1} Jizyah dari ahlu dzimmah {masyarakat nonmuslim)
yang mengikuti perjanjian damai yang telah mereka
sepakati.

2) Kharj dari negara yang ditaklukkan melalui peperangan.

- 3) Tasqyangditentukan olch negarn.

4y Wazifah, pajak baku dari negara yang ditaklukkan
dengan perjanjian damai,

5) Usyur, pajak yang dikumpulkan dari para pedagang di
kalangan ahlu dzimmah, atau barang impor dari para
pedagang Negara nonmustim(Khoeroni, 2015).

Abu Ubaid berpendapat bahwa fai' mencakup pendapatan
UEgAra SECAra umum kecuali zakat, seperti kharj yang mengacu
kepada sistem pajak secara umum. Karena perpajakan dan
pendapatan mesupakan dua hal yang hampir sama, Abu Yusuf
berkeyakinan bahwa fai' tidak lain adalah kharj. Dengan begitu,
istilah fai' dalam sejarah mengalami perkembangan dari
pendapatan Nabi kepada pendapatan negara muslim yang
komprehensif(suharto, 2004: 148).

4. Amwal Fadhiz

Amwal fadhla adalah sumber pendapatan negara yang
bersumber dari harta kavm muslimin yang meninggal tanpa
meninggalkan ahli waris. Amwal fadhla bisa pula bersumber dari
kanm muslimin yang meninggatkan tanah kelahirannya tanpaada

£ - BUMBEFT PERIERAAAN JEUAMGAN NEGAFA NOMIAKAT DA MASA RATULULLAA SAY '

kabar berits maupun wasiat. Bentuk lain amwal fadhla bisa
atay sanksi yxng dxberldadm kqndﬂ kmumi  mousilmin yang
melanggar aturan syasriat. Misalnye, kaffirat bagi umat muslin
ymg_mdnhkahumsmmmdibubnmadmpada
syari pada seat melaksanaakan prosesi ibadah haji.

Penerimaan negara dapat juga bersumber dari warisanyang
idak memiliki ahfi waris, hasil sitaan, denda, hibah, hadiah dari
negara scsama Islam, serta bamtuan lain yang sifatnya tidak
-mglkm,bmkdaﬂnemluarmwpunlanbagakmgmduma.
Dalam konteks ekonomi modemn saat ini, tent: saja negara
memiliki pos peneritnaan yang cukup variatif, misalnys berupa
pencrirnann. devisa dap keuntmgan dari Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). BUMN tersebut hams dikelola secara
profesional dan efesien sshingga dapat memberikan hasil yang
optimal.

Dalam khasansh ideal pemerintsh Islam, pengelolaan
usaha milik negara tidak. melibatken penguasa secara langsung
dalam kegiztan perekonomian pasar. Hal tersebut cenderung
membuni pasar tidak begjalan secara wajar dan cfesien. Praktik
kolusi, korupsi, dan nepotisme telafif terjadi jika para pemimpin
mmahtuemjugabapcmsebawmupasar Abf Bakr
al-Shiddiq sebagai khalifah pertama pemah mengingatkan
ashabatnya, "Umar ibn al-Khaththab, untuk tidek berniaga
(bertani) karena cukup baginya upah sebagai pejabat negara yang
diberikan oleh bait alsnl kepadanya. Abd Bakr al-Shiddiq
mwadmbahwamlitmmm&pubaiakuamldmmak&mal
pada masing-masing perannya jika padasaat bersamaan seseorang
becperan gands, sebagii pemegang otoritas politik dan sebagai
seudagar.

Berdasatkan pembshasan di atas, ingtrumen. Penerimann
Nmmmkxtdapatdik:lonmokkunwhmbedm
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Sumber: Diclah penulis duri beberapa referensi.

K'm‘;ods'asl instrumen Penerimaan Negara Nonzakat -
Sumber penerimaan yang berasal dari kaum muslim

Ragam instrumen Penerimaan Negara yang berasal dari Kaum
Muslim texdiri atas

1.

zakat,

us-ym’

wakaf,

nawaib,

sedekah: kurban dan kafarst.

Smnbcrpemmam vang berasal dari nonmaustim
Sittnber Penierimaan Negara yang herasal dari nonmuslim:

8.

@
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b.
(.8

Usyur

3. Sumber Pencrimaati yang berasal dari Sumber Lain
Sumber Pencrimaan Negara yang berasal dar sumber lain;

a.

b.

c
d.
e

Ghanimah
Fai'

. Usangtebusan

Pinjaman dari katim muslim maupun nonmuslim
Hadiah dari pemimpin atau negara lain.
Selain itu, dalam buku Ekonomi Islam (P3EI Yogyakarta,

2009) disebutkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari
nonzakat dengan redaksi Sumber Sekunder Penerimaan Negara pada
zaman Rasulullah saw. terdiri dari

a.

oo g

&

Uang tebusan untuk para tawenga perang: pemibebasan
tawanan perang Hunain,

Pinjaman

Khumus atas rikaz harta karuyn masa pra Islam

Amrwat fadhla (harta mustim yang tidak memﬂlkl ahli waris)
‘Wakaf

Nawaib (pajak dalam jumlah besar bagi hartawan muslim
untuk membayar pengeluaran negmra yang mendadak pada
perangtabuk)

Sedekah : kurban, kaffarat.

Menurit Wahhab Khalaf (1997), sumber penerimaan negara

dikategorikan dalam pendapatan rutin dan pendapatan insidentak:

1.

2.

rutin (Dawriyyah), terdiri dari:
& Kharaj,
b. Jizyah,dan
c. Usyur (Exim).
a. Ghanimah,
b. Fal,
c. Ma'adm(seperhmahamltambmg),
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d. Rikaz(HartaKarun),
e. Amwal fadhla; dem
f. Harta temuan.

. Sedangkan Sahahuddin azmi (2004), mengikuti Abu Yusuf,
.mengklasifikasikan sumber pendapatan negam berdasarkan tujuan
alokasi:

a . Pendapatan ghanimah
¢. Pendapatan fai’,

8A8 V - PENGELUARAN NEGARA

BABo PENGELUARAN NEGARA

Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013, pengeluaran
negara adalah wujud dari Anggaran Pendapatan dan Belanje Negara (APBN)
yang digunakan untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat. Hera (2000)
berpendapat, pengeluaran pemerintah adalah aspek penggunaan sumber daya
ekonomi dengan melalui mekanisme pembayaran pajak maupun pendapatan
nonpajak. Sedangkan menurut Sadono (2011), wujud dari pengeluaran negara
meliputi konsumsi dan investasi yang dilakukan pemerintah dalam
menjalankan negara.

Investasi merupakan pengeluaran pemerintah yang dapat menambah
kekuatan den ketzhanan ekonomi yang dipersiapkan untuk digunakan pada
masa yang akan datang (Suparmoko, 2000). Investasi bertujuan menciptakan
aktivitas ekononti demi menjamin tersedianya lapangan kerja dan penyebaran
dayabeli masyarakat.

Presiden sebagai pemnilik kuasa atas pengeloiaan keuangan negara
menunjuk Menteri Keuangan yang berperan sebagai pengelola fiskal dan
bertindak sebagai wakil pemerintsh dalam mengelola sumber kekayaan
negara. Sebagian kekuasaan yang lain diberikan kepada kementerian teknis
leinoys sebagai pengguna anggaran. Apabila peran presiden diibaratkan
sebagai Chief Exocutive Officer (CEO), Menteri Keuangan adalah Chief
Financial Officer (CFO). Sedangkan, menteri teknis lain memitiki peran
sebagai Chief Operating Officers (COOs). Hubungan tersebut dapat
disnalogikan seperti gambar mekanisme pengmgolam keuangan negara
(Huda, 2011).

m

m! N
oo [P oo
Gambar 6.1
Mekanisme Pengengofaan Keaangan Negara (Nwul Huda, 2011)
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Pengélompokan fungsi tersebut bertujuan memberi kepastian dan
kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, Mepteri tcknis Jainnya
wajib malaporkan setiap anggaran pengeluaran kepada Menteri Kevangan dan
Presiden. Mekanisme checks and balances merupakan faktor penting dalam

. penggunasn sumber keuangan negara sehingga harapan untuk meningkatkan
profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas-tugss pemerintah dapat
tercapai. Fungsi dan tugas menteri kenangan metiputi

1. pengelolaan kebijakan fiskal;

2. penganggaran,

3. administrasi umum;

4, administrasi perpajakan;

5. perbendaharaan (treasury), dan

6. _pengawashn keuangan.

Perubahan dalam sistem pajak merupakan cara pemerintah untuk
melakukan kebijakan fiskal dalam ekonomi (Nasution, 2007:203). Kebijakan
fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang
keuangan yang meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara, dan utang.
Ketiga komponen ita terdapat dalam satu kesatuan, yaitu dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak termasuk komponen

pendapatan (penerimaan) negara sedangkan pendapatan negara adalah
-komponen dari kebijakan fiskal (Gusfahmi, 2007:144).

Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi
empat macam atas dasar: (1) pembiayaan fungsional (functional finance), (2)
pengelolaan anggaran {managed budget), (3) stabilisesi anggaran otomatis
(stabilizing budget), dan (4) anggaran belanja seimbang (belanced budget)
(Ali, 2006:92).

1. Pemblayaan Fungsional

Kebijakan dengan melakukan penyesuaian anggeran negara
melalui penentuan biaya atan anggaran yang digunakan oleh
pemerintah. Pembiayaan ini tidsk berpengaruh langsung terhadap
pendapatan nasional. Tujuan pembiaysan fungsional adalah
meningkatkan kesempatan kerja. Hal yang harus dilakukan oleh

@

P - *, )
Pendekatan pengelolaan memiliki makswd yang lehnh bmk
daripada pembelanjaan fungsional karena setmp pengelw
kestabilan skonomi. Pendekatan pengelolaan angwm memﬂdm
hubun lengsung dengan pengelusran pemef.intnh‘ an
perpl;flrn. Kebijaken ini digunakan sast ekonomi dalam kondisi
leﬂ.!/dq.n‘esi.mm mempeftaimm‘ anggarar};belz‘ma yang
seimbang tanpa adanya defisit anggaran. Hal ini juga dﬂalmk:.nu
umiuk meojaga tingkat infasi. Kelebiban pada pcndek:::llm
adalahpinjamanpemethmhdapﬂdikendah‘%mnbalmanu :
ingd ‘

_ StabilisasiAnggaran Otomatic

Ffek stabilisasi pada permintaan mernpakan salah s ben
kebijskan fiskal dengan Mggunakz'm k?qbuwst tar
Wlumwmmah yangmcrupakmumenufbagipgrgbahan
pendapatan dap pembayaran pajak yang betbeda dengan g
Peny esuaian Secar . OIOF m.‘ dﬂmﬂmlm
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pcngehlanm pemerintah akan meningkat terutamna yang terkait
dengan gaji, pensiun, bantuan sosial, dan sebagainya. Akibatmys,

- defisit dalam anhggaran belanja pemerintah muncul dan

mendorong perkembangan sektor swasta kembali hingga
-tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, pada masa
inflasi, ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal
dari pajak.pendapatm dan tidak perlu tunjangan pengangguran
sehingga akan ada surphys anggaran belanja. Peranan “byilt in

flexibility” ini dapat ditingkatkan dengan penambahan -

pengeluaran pemerintak pada proyek-proyek pekerjaan umugm,
Anggaran Belanja Seimhang

Kebijakan anggaran berimbang merupaken modifikasi dari
pembelanjean atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan
keadaan (W budget). Anggaran Belanja Seimbang adalah
mbdmw Socara seimbeng dalam jangka penjang tetapi
ditempuh dengan cara defisit pada masa depresi dan surpfus pada
masa inflasi. Kebijakan fiskal pada anggaran berimbang
dﬁnaksudkan agar pengendalian pembelanjaan dan pendapatan
mezmiliki porsi yang ssma. Kegagalan dalam mempertahankan
keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat
mmnmbullcan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemermmh. Pada masa depresi, pengeliaran periu ditingl&utkan

Pemerintah memiliki tiga peran dalam perekonomian

(Mangkoesoebroto 1993):

a Pa?najoknl.ymuxpmnpmemﬁahdalampmdukmdm
_ eﬁsmmduhuhnmnmwmhnmmfmdmmber
: da;:a ekomom yag tersedia agar pemanfaatasinya dapat

- b. Pertn distribusi, yxitu bagaimana pemerintah mermiliki peran

sebagal penditribusi sumber daya serta hasil ekonomi yang

BAE V - PENGELUARAN NEGARA

¢. Peran stabilitatif, yzitu pemerintah berperan untuk

memelihara kondisi ekonomi agar stabil dan memulihkannya
apabila terdapat kondisi ekofiomi yang tidak seimbang.

Peran pemerintgh mtuk mengupayakan Kescjahteraan masyarakat
terkadang mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor
{Mangkoesoebroto 1999) berikut:

&.

Pemerintah terkadang turut sema dafam harga jual tembakau
dengan menaiklan harga cukai tembakau, Dampak campur tangan
pemerintah tersebut terkadang tidak dilihat terlebih dzhutu.
Kebijakan pemerintah dalam tata niaga cengkeh dengan .
menaikkan cukai tembakau berdampek buruk pada petani
tembakau. Permintaan tambakau tetap tetapi perusahaan menekan
petani tembakau dengan cara membeli tembakau kering dengan
harga murab.

Kegiatan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah
terkadang memerlukan biaya ysang tidak mturah. Oleh sebab itu,
campyr tangan pemerintah sejatinya dilakukan dengan cermat
agar tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan
biayamasyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah.
Kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintzh disebabkan
adanya sistem tender dan birokrasi yang kompleks.

Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar
keuntungan pribadi atasrrent seeking behavior.

51 Pengeluaran Negara dalam Perspektif slam -

Pengeluaran negara dalam perspektif Islam dipengaruhi oleh fungsi
negara islam itu sendiri. Alokasi pengeluaran negara hendaknya meliputi
kesejahterran sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan dan
keamanan, serta dakwah [slam. Di negara Islam, kebijakan fiskal merpakan
sustu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sehingga tujuan utamanya
adalah terciptanya mekanisne distribusi yang berkeadilan.
tentang pengeluarsn negara dalam Al-Kharej tidak dilakukan secara rinci dan
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o D negara yang ditulis pada buky Abu Yasuf AlKharyj
y&fqmwmﬁmmwanmhﬁndm.mbhm-ma;
famm tentara untuk pertahanan; me keempat:
pembuamsalmmmnkdimm&siﬁmmmpidmﬂ.'mumhmhirgﬁ
memmympmgdumpmmmhdamhhALKbmqmmmx

S! . ) Oim - . - - ., . 3

13_ m_mssaj pegawai mempunyxl porsi yang cukup besar pada
yangbesarmanbendampnkyangsagmﬁkmpaambehgam
negara. Kebijakan kepegawaiannmpmyaihhmmw@n kebijakan

kuatﬁdaknya-per&ahmm&:atummwhdapmdnﬁ i i
1
Anggaran belanjamiﬁwrjugadapusehsdmdﬂmpmm
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belanja militer tehun berikutoya. Bmamya anggaran militer suatu negara
mencerminkan kemampuan suatu negam untuk memberi dana kegiatan
militemya. Kondisi ekanomi dan kesediaan pernerintah atau rakyat negara
untuk mendanal kegiatan militer merupakan faktor yang -harus

* diperhatikan saat merancang anggaran yang diperlukan umuk belenja

militer. Pengeluaran untuk penepgakan hukum dalam negeri dan tunjangan
bagi veteran perang umumnya tidak tergolong dalam pengeluaran militer,

3. Proyekinfrastruktur

Pembangunan infrastruktur dalam belanja negara menjadi penting dalam
program penguaian ekonomi. Infrastruktur yang baik memerlukan
perhatian yang khusus. Sefidaknya terdapat tiga hal mendasar yang perlu
mendapat perhatian yaitu pertama, penilaian yang dilakukan masyarakat
terhadap proyek-proyek yang mendukung perekonomian; kedua, melihat
kesesuaian antara kondisi dan kapabilitas kelembagazn dari program
investasi pemerintah; ketiga, bagaimana masalah yang dihadapi dafam
menyiapkan program investasi pemerintah tersebut dapat diatasi. Investasi
dalam proyek infrastruktur didasarkan pada adanya kegagalan pasar dan
tujuan-tujuan sosial. Di dalam proyek investasi terdapat sektor pemerintah
yang komersial (suatu badan yang menghasilkan bisnis). Akibatnya,
belanja modal sering bercampur dengan biaya operasional, pemeliharaan,
biaya utang, dan cicilanutang. o

4. Pemeanuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pemenuhan kebitvhan dasar masyarakat merupakan karakteristik
ekonomi Islam dan merupakan pondasi kebijakan ekonomi sebuah negara,
berbeda denga ekoniomi kapitalis yang mementingkan kekayaan sektor
swasta. Mengenai anggaran negara yang digunakan untuk keperluan ini, -
Al-Fanjari (1982:34) mencatat bahwa zakat adalah institusi jaminan sosial
dalam keuangan Islam dan ada sejak abad 14 untuk mengatasi masalah
ekonomi. Peran utama zakat adalah menjamin kehidupan yang layak untuk
setiap rakyat (haddul kifayah). Zakat dapat juga diproyeksikan sebagai
aktivitas bisnis untuk pengentasan kemigkinan dengan cara imemberikan
modal usaha pada mustahik. Hal ini dapat tercapai melalui program
pendampingan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan menjadi baik
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sehingga di kemudian hari mustahik yang sukses nantinya akan menjadi
lebih mandiri dan pada akhirnya depat mengeluarkan dana zakat
(muzakki).

) Karakteristik dalam sistem ekonomi Islam, setidaknya dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu karakateristik pengeluaran terikat dan yang tidak
terikat. Pada pengeluaran terikat, penerimaan dialokasikan hanya kepada objek
tertentu, seperti zakat, khemus, dan wakaf, Pada pos zakat, akumnufasi dana
yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain
kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat atau yang dikenal
dengan mustahik. Jika permasalahannya demikian, kekayaan yang dimiliki
kaum muslimin terbagi menjadi tiga bagian vaitu fai, ghanimah, dan zakat. Fai
termasuk hak baitul maal (kas negara) karens pendistribustannya sepenuhnya
diserahkan kepada yang berhak dan ijtihad khalifah. Adapun ghanimah
bukanlah hak baitul maal (kas negara) karena menjadi hak orang-orang yang
ikutberperang,

' Tabel 5.1
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Islam (Siddigi, 1992)

MMMMMMMW

e e

Karakterisitik belanja publik sesuai dengan tiga macam fngsi negara
(Siddigi, 1992). Pertama, fingsi negara berdasarkan syariat yang bersifat
permanen. Kedua, berdasarkan funuman syariat yang ditentukan oleb ijtibad
denigan melihat keadaan pada ssat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu wala: dan
keadaaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan dewan

Pada masa Umar bin Al-Kbathab, kebijakan fiskal ‘mempuryai
peranan yang sangaf penting dalam pemerintahian khususnya pada pemasukan

BAZ V - PENGELUARAN NEGARA

(devisa) dan pengeluaran (belanja) negara.

Adapun yang menjadi lembaga pengelola kebijakan fiskal di masa
Umar bin Al-Khathab adalah Baitul Maal yang merupakan lembaga yang
mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Selama memerintah, Umar bin
Al-Khattab tetap memelibara Baitul Maal secars hati-hati, menerima
pemasekan dari sesuaty yang halal sesuai dengan aturan syariat dan
mendistribusikannya kepada yang berhak menetimanya. Dalam salah satu
pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Katsir, seorang penuli_s sejarah dan mufasis,
tentang hak seorang khalifah dalarmn Baitul Maal, Umar berkata,“Tidak
dihalalkan bagiku dari harta milik Alfah ini melainkan dua potong pakaian
musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk
kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy, dan aky adalah
seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslim.” Di masa Umar bin Al-
Khathab, pendirian institusi Baitul Maal yang merupakan lembaga kebijakan
fiskal lenpkep dengan departemen-departemennya (diwan), kantor/sckretariat,
struktur organisasi, pegawai, gaji pegawal, administrasi, akuntansi, dan
fasilitas pendukung lainnya berikut pendirian cabang-cabangnya di provinsi
(Dahlan, 1996:186). _ :

Prinsip penyusunan anggaran yang digunakan adalah anggaran
berimbang. Pada awal sampai akhir masa pemerintahannya (16 H), Umar
menggunakan prinsip anggaran surplus, ‘kecunli pada saat krisis tahun
Ramadan menggunakan anggaran defisit. Adapun yang menjadi sumber-
sumber pemasukan {devisa) pada masa Umar bin Al-Khathab adalah zakat,
‘usyur, Khums (ghanimah), sedekah, kharaj, f2'i, jizyah, dan pendapatan lain-
lainnya. '

Pendistribusian pendapatan (belanja) negara pada masa Umar bin Al-
Khathab dapat dibagi menjadi empat macam: -

1. Pendistribusian Zakat _

Orang miskin dan fakir diberi bagian dari zakat agar keluar dari
kemiskinan, Zakat membebaskan mereka dari kesulitan ekonomi dan
merberikan kecukupan serta kemudahan kepada mercka. Sedangkan,
orang-orang yang lemah dalmjmgk:awaktuymgiamakmasakitgm
lainnya, mendapatkan bantuan hingga mergkamampu. Orang miskin Ahli
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Kitab juga mendapatkan bantuan dari zakat setelah dibebaskan dari
kewajiban membayar jizyah. Panitia yang mengurusi zakat juga
mendapatkan zakat.

Apabila kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan
sudah semakin mantap, Umar menghentikan pemberian zakat bagi mualaf,
termasuk zakat bagi mualaf yang sebelumnya pernah menerima. Atas dasar
tersebut, Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar tentang
penywmbangan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang. Umar
berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk
memperkuat Islarn tetapi karena keadaan telah berubah, bagian itu tidak
valid lagi (Nuruddin; 1991, 140).

Dalam kasus mualaf, nampaknya Umar memang tidak melihat
kemasiahatan untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang
sebelumnya pemah menerima zakat. Jika diteliti lebih mendalam,
perbuatan Umnar sebenarnya sejalan dengan kandungan surah At-Taubah
ayat 60, '

2. Peondistribusianjizyah, kharaj, usyur
Jizyah, kharaj, 'usyur digunakan untuk menggaii khalifah, para
pegawai, tentara, kefuarga nabi saw., istri pare mujahid, dan lain-lain.
Adapun gaji dari masing-masing orang akan dijelaskan sebagai berikut
a, gajikhalifah
Khalifah Umar mendapatkan gaji sebesar 5.000 ditham sedangkan
pada riwayat lain dissbutkan bahwa gajinya adalah 6.000 ditham;

b. gajipegawai

Besarnya gaji para pegawai disesuatkan dengan tugasnya masing«

masing, jauh dan dekatnya wilayah, serta mahat dan murabhnya
barang-barang di tempat kerja mereka;

c. gajitentara
Pembagian gaji tentara ditentukan berdasarken kedekatan seorang
tentara dengan nasab Nabi dan siapa yang lebih dahulu masuk
Islam. Orang yang paling berhak mendapatkan jaminan
penghidupan adalah keluarga Rasulullah saw. yakni Bani Hasyim.

BAS V - PENGELLARAN NEGARA

Orang yang mencrima gaji mereka adalah Abbas yang kerudian
dibagikan kepads Bani Hasyim. Kelompok kedua yang paling

" berhak mendapatkan jaminan penghidopan adalah istri-istri nabi

Muhaminad saw:. Masing-masing dari trerelca mendapatkan gaji di
uar gaji keluarga Rasulullah saw, Sedangkan, orang-orang Istam
yang lain dibagi dalam beberapa tingkutan, Tingkatan tersebut
disesuaikan dengan keikutsertaan mereka dalam berjihad di jalan
Allzh.

3. Pendistribusian barta rampasan perang (ghanimah)
Pembagian harta ghanimah ada 3 mecam (Qulahji, 1989:673):

1.

Ash-Shofi, yang dipilih Imam (pemimpin) sebelum pembegian
1/5 dasi sisa yang sudah dipilih Imam didistribusikan sesuai
dengan firman Allah Swt. dalam sursh Al-Anfal ayst 41, yaitu
untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-crang
miskin, dan ibnu sabil. :

4/5 dari sisa yang sudah dipith mam didistribusikan untuk yang

~a. Orang yang ikt berperang;

b. Orang yang merdeka. Jika orang tersebut adalzh hamba, Ja
tidak mendapat pembagian haria jike berperang bersama
majikannya. Jika seorang hamba berpq‘ang‘tidak dengan
majikannya, hamba itn mendapat bagian seperti orang yang
merdeka; dan ‘

¢. Orang dewass, bagian untuk laki-laki den perempuan dari
harts ghanimah itu sama.

Terkait pembagian ghanimah, aspek'pengelqarmnya, dan pihak yang

menerimanya, Rasul saw. telah membagi-bagiken ghanimah perang Badar
kepada para pasukan tanpa mengambil bagian (belian yang) seperiimanya. Tiga
bagian untuk pasukan berkuda dan satr bagian untuk pastikan pejalan kaki.
Namun, pada peperangan lainnya (baik yang diikuti beliau ataupun tidak),
Rasul saw. telah mengambil seperlima bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam memibagikan ghanimah, Rasul saw. melakukannya tidak hanya dengan

-
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membagikan ghanimah menunjukkan bahwa urusan terscbui diserabkan
kepada pendapat Imam, yang membagikannya berdasarken pertimbangan
wmtuk kemaslshatan Fslam dan kaum Muslim (Abdul Qadim Zallum: 2008 42).
Pada masa Umar bin Al-Khathsb, bagian untuk Rasuluilah saw. dan
kerabat Rasuhuilah saw. dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti binya
persiapan perang, persediaan kebutuhan negara, dan untuk memperkuat dan
memperkokoh kedudukan negara, Sedangkan, bagian orang-orang fakir,
miskin, ibnu sabil adalah tetap seperti pada masa Rasulultah saw. dan tidak
mengalami perubahan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khathab. Dalam
memperlakukan tanah-tanah taklukkan, khalifah Umar tidak membagi-
bagikannya kepada kawn Muslimin tetapi membiarkan tanah tersebut tetap
pada pemiliknya dengan syerat membayar kharaj dan jizyah.
54 RelevansiAntara Kebijakan Fiskal pada Masa Umar bin Al-Khathab
dengan Kebljakan Fiskal dalam Konteks Kelndonesiaan

Kebijakan fiskal pada masa khalifah Umar bin Al-Khathab memiliki

banyak perbedaan dengan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Pada masa g

Umar bin Al-khathab, sistem perekonomian bersumber dari Al-Quras dan
Hadis, sedangkan perekonomian di Indonesia saat ini mengpunakan perpaduan
antara ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang bersumber dari pemikiran
manusia. Déngan kata lain, sistem ekonomi yang berada di Indonesia
merupaken sistern ekonomi campuran.

Kebijakan fiskal (devisa dan belanja negara) menurut Islam harus
sepennhnya sesuai dengan prinsip syariat atan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok
syariat Islam adalah mewujudkan kesejahterasn umat manusia (mashlahah),
baik mashlahah dunia maupun akhirat. Karena itu, kesejahteraan ekonomi

matwisia yang bersifat material bukan semata menjadi tujuan kebijakan fiskal

tetapi juga herus diimbangi dengan psmbangunan nilai-nilai moral spiritual.

Sejalan dengan perkembangannya, kebijakan fiskal (deviss dau--j
belanja negara) dapat. dibedakan menjadi empat macam atas dasar: (1) {
- pembiaygan fimgsional (functional finance); (2) pengelolaan anggaran (the .-
managed budget approach); (3) stabilisasi anggaran otomatis (stabilizing

budget); dan{4) an nggaran belanja seimbang (belenced budget approach).

BAB V - PENGELUARAN NGOARA

+ Umar bin Al-Khathab menggunakan prinsip anggaran berimbang
(budget balance) pada awal pemerintahannys dan seterasnya. Umar bin Al-
Khathab menggunakan prinsip anggaran surpluvs (surptus budget) sampai akhir
pemerintahannya. Umnar bin Al-Khathab menggusakan prinsip anggaran
defisit (deficit budget) sclama satu kali, vaitu pada massa krisis ekonomi atau
yang dikenal dengan nama tahun “Ramadsh™ Pada tahun i8 H, terjadi
kekeringan di sebagian negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan
makanan dari wilayah lain.
Tabel 5.2

Perbedaan Penerimaan dan Belanja Negara masa Umar bin Al Khatiab dsit
Pemerinteh Indonesia Abu Yusuf (1979) dan Rahayu (2010)

Penerimann Beiwnja
i;f:m o ey I e
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KOMPARASI EKONOMI
XY 6 I AR

8.1 Pengaruh Pajak dalam Perekonomian

Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa vang yang barus
dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepads negara atau pemerintah
schubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
Kenaikan pajsk merupakan peningkatan biaya bagi perusahaan dan menurunkan
tingkat keuntungan perusahaan. Diasimsikan, suatn produk dikenakan pajak
pertambahan nilai atau pajak penjualan sebesar 10% dari harga per item. Hal ini
berdampak pada kenaikan biaya toial rata-rata (average cost/AC).
Meningkatnya AC secara langsung akan menyehabkan peningkatan biaya
marjinal (marginal costtMC). Apabila setelah dikenakan beban pajek harga
produk tetap menggunakan tingkat harga semula, peningkatan biaya ini
ditanggung oleh perusahaan sehingga meauvrunkan keuntungan yang didapat
per item produk. Hal ini terjadi karena penerimaan yang tetap, sementara biaya
total yang harus ditangpung meningkat.

Gambar | di bawah ini menunjukkan kondisi perusahazn sebelum
adanya pajak penjualan laba dan memperoleh laba sebesar laba, dan kondisi
setelah adanya pajak penjualan digambarkan dengan laba,. Dalam penjelasan
ini, diasumsikan struktur pasar adalah persaingan sempuma, Kondisi sebetum
adanya pajak penjualan ditunjukkan oleh kurva biaya marjinal (MC) dan biaya
total rata-rata (AC). Harga berada pada tingkat P* (atau P~AR=MR=Dermnand).
Keuntungan maksimum terjadi pada saat MR=MC, yaitu pada saat produksi Q,.
Tingkat keuntungan maksimal ini digambarkan pada segi empat laba, (segi
empat ABCD).
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Gambar 6.1
Pengaruh Penjualan terhadap Keurtungan

Setelah pajak penjualan dikemakan kepada produsen, terjadi
peningkatan pada biaya berubah rata-rata (AVC) dan secars langsung akan
terjadi kenaikan biaya total rate-reta (AC) dari AC, menjadi AC,. Kenaikan
biaya total rata-rata akan menalkkan biaya marjinal, sementara harga tetap
berada pada tingkat P*. Karena keuntungan maksimum didapat pada kondisi
MR=MC, tingkat produksi optimal adalah sebesar Q, dan lingkat keuntungan
meksimal yang didapat sctelah dikenakan pajak penjualan adalsh segi empat
laba2 (segi empat AEFG). Sehinggs, terlihat bahwa pada saat dikenakan pajak
penjualan, keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan
sebelum adanya psjek penjualan, yaitu dari kondisi labe, menjadi laba,.
Besaran penurunan keuntungan bergantung pada besaran pajak penjualan yang
dikenakan kepada perusahaan. Oleh karenanya, agar keuntungan produsen
tidak menurun dengen adanya beban berupa pajak penjualan, produsen
membebankan pajak penjualan ini kepada konsumen yang berarti kenaiken

BAS VI - ANALISTS KOMPARAZY EXOMOM FAIRK QAN ZAKAT

harga produk perunit. _
Penetapan adanya pajak penjualan akan memberikan dampak
berikut: ' '
1. Penurunan total keuntungan dari Iaba, menjadi laba,.

. 2. Penurunan tingkat kesmtungan maksimal yang dijelaskan oleh pumcak
gunung kurya laba pada diagram bawah di mana grafis puncak kurva
laba, lebih tinggi dari puncak kurva laba,

3. Penurunan rentang gkaia produksi yang mampu diproduksi oleh
perusahaan.
Selain itu, pendekatan permintaan dan penawaran menunjukkan bahwa

pengenaan pajak akan menyebabkan pergeseran di dalam kurva penawaran, di =~

mana kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Hal ini menjadikan hargs.
barang yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi dibandingkan
dengan kondisi sebelum adanye pajak. Sehinggs, terjadi excess burden di mana
kuantitas keseimbangan barang menjadi lebih sedikit dibendingkan dengan
kondisi sebelum adanya pajak.

Beban pajak ini harus ditanggung oleh konsumen maupun oleh produsen
(Irmadariyani, 2015). Beban pajak yang ditangzung oleh konsumen ialah
sebesar kenaikan harga antara harga sebelum pajak dengan harga seicleh pajak.
Sedangkan, beban pajak yang ditanggung oleb produsen disebabkan
menurunnya jumlah barang yang diminta oleh konsemen. Kemudian, hal lain
yang menunjukkan bahwa telah tetjadi distorsi dalam perekonomian adalah
adanya surplus yang tidak dinikmati, baik oleh produsen maupun oleh
konsumen. Dalam bahasa ekonomi, hal int disebut bobot mati (deadweight
loss). Bobot mati menunjukkan bahwa pajak telah menimbulkan inefisiensi di

dalam perekonomian,
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Kandisi Sehefumn aan Sesudan Pajak
Pada gambar 2, kondisi keseimbangan sebelum pajak berada di titik B
(dengan jumish keseimbangan barang sebesar Q, dan fingkat harga P,).
. Sedangkan, kondisi keseimbangan setelah pajak bereda di titik A (dengan
jumlah keseimbangan barang scbesar Q, dan tingkat harga P,). ‘Hal ini
menyebabkan penurunan surplus konsumen dan penurunan surplus produsen.
~ Beban pgjak yang ditanggung oleh konsumen sebeser selisih AC dan beban
~ pajak yang ditanggung oleh produsen sebesar selisih CD. Bobot mati
{deadweight Joss) di dalam perekoriomian yang tidak dinikmati baik oleh
produsen maupun konsumen sebesar segitiga ABD.
8.1 Pengaruh Zakat dalam Perekonomian
 Kewsjiban membayar zekat perniagesn oleh produsen memberikan
- pengaruh yang berbeda dibandingkan denganadanya pajak pesjualan (Awang,
2011). Dalam teori ekonomi Islam, zakat perniagaan yang besarnya 2,5%
" hanya diwajibkan bagi harta yang telah memenubi syarat, yaitu nisab (batas
' minimal jumish harta yang menjadi objek zakat yaitu setara 96 gram emas) dan
" haul (batas minimal jangka waktu kepemilikan harta yaitu 1elah menicapal satu
7 (dapat berkembang) dan tidak dikenakan kepada aset yang tidak berkembang
© {Dogarawa,2008). Namun, beberapaulama berbeda pendapat berkenaan

" BAB VI- ANALISIS KOMFRRASS EXONGME BAIAK DAN ZAXAT

dengan komponen biaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya tetap
(ﬁxﬁm}hﬂﬁp&hﬁu@m.sebﬁmmm&ﬁﬁoﬁ&mw&h
oconomic rent. Sebaglan ulama lainnya berpendapat bahwa hanya biayn
berubah {variable cost) saja yang boleh diperhitun gkan sehinggs yang menjadi
objek zakat adalah quasi rent atan surplus produsen. '
~ Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai objek zakat, hal ini
tidak berpengaruh terhadap biaya total (AC). Artinya, bl ini juge tidzk aksn
WMMyangdi-mm Pengenaan 2aket perningaan juga
tidak memengaruli biaya marjinal schingga tidak akanmemberikan perubahan
MMW. Upaya untuk memaksimalkan keuntungan berarti
Juga memaksimalkan jumiah surplus produsen dan sekaligus juga
mennksﬁnelkanakntyangharusdibayu.kdi,da;gmadnnyazakat
pemiagaan, usahz untuk memaksimalksn laba sejalan pesilaku
memaksimaikan zakat. = fovemn
_ Kemmngmmaksmmm&pmmmmm%mpuh
saat prochuksi Q*. Besarnya tingkat keunturigan yang didapat ditunjukkan oleh
kuwalabepadadiagmnbawah.?engenunmlmmﬁda‘kahn
menaikkan bizya karena zokat pemisgaan dikenoken pada harta/pendapatan
operasional perusahasn. Oleh karenanya pengenaan zakat perniagaap tidak
berarti puncak sakat maksimel yang dapat dibayarkan oleh produsen,
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Gambar 8.3

Penparuh Zakat Periagaan terhadap Perekonomian

Analisis permintaan dan penawaran yang Sama menunjukkan bahwa
zakat tidak akan memengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran di
pasar (Ahmed, 2008). Hal ini berbeda dengan pajak yang menimbulkan
pergeseran pada kurva penawaran (Abu Bakar and Abdul Rahman, 2007).
Zakat yang ditanggung oleh produsen sebesar 2,5% dihitung dari pendapatan
bersih produsen bersangkutan. Sedangkan, zakat yang ditanggung konsumen
ialah melalui zakat profesi, yang turut pula dihitung, sebesar 2,5% dari
pendapatan bersih konsumen. Zakat tidak menimbulkan terjadinya deadweight
Joss di dalam perekonomian.

Selanjutnya, onmgkin akan timbul pertanyaan apakah 2,5% cukup
bagi suatu negara untuk mendanai pembangunannya? Nilai 2,5% merupakan
‘besgran yang tidak akan menjmbulkan distorsi di dalam perekonomian (Handal
Abdelbaki, 2013). Oleh karenanya, datam Istam, selain zakat, seorang muskim

BAD Vi~ ANALISIS KOMEARASH EXTNGME FAIRK DAN ZAKAT

disarankan untuk membayerkan infak, wakaf,
berbagai pembayaran sukarele lainnys (Abdelbeki, 2014). 'I'tljuan m. d“‘. '
adalah agar tidak terjad distorsi i dalam perckonomian.
8.1 Zakat Eebagai Pengurang Pajak Penghasilan
Berdaserkan Undang-Undang nomor 17 tentamg Pajak
tehun 2000 teg :
Penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, zakst bisa saja menununkan pejak
penghasilan secara ganda. Pmmmnwmbmihnmm
Kedl.xa, untuk nilai tertentu juga menurunkan tanf progresif. Bagian ini akan
menjelaskan pengaruh zakat sebagui pengurang pajek mghamlan.' teshadap
makroekonomi, Zakat memiliki pengaroh texrhadap konsumai ngmgu.. regat,.
tabungan, dan investasi(Arif, 2013). | -
Asumsi yarig digunakan adalah sebagai berikut:
Pertmna,zakatdapatdikmakanmssmmhnmpudagmm
sertn. investasi atau abyngmn yang memiliki potensi vmiuk
tumbuh dan dimilikioleh oumgm:klim. | A
Kedua, orang yang berkewajiban membayar zakat perniagaan coknp besar
dan menguasai satn porsitertenta dari pendapatan nasional.
Ketign, adanya gerakan dakwah dan penyadarsn akan pentingnya
menunaikan zakat telah berhasil dengan baik. |
Keempat, proporsi zakat yang di jumiak
g dibayarkan tersebut , sebesar §
tertentn dari pendapatan nasional. e : |
Kelima, zakatyang telah terkumpul dibagikan kepada para mustahik,
Keenam, mustahik yang berhak menerima zakat memiliki kecenderungan
mengonsumsi Imarjinal yang lebih tinggi dibandingkan
muzekki secara signifikan. o
Ketujuh, zakat pendapatan dihitung sebagai komponen pengurang pajak
penghasilan. Di sisi lain, zakat yang dterima oleh mustahik
tidak wajib dikenai pajak.

Pereturan tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan akan

berdampak positif terhadap tingket konsumst t. Penermpan Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2013 akanmmmghtkzﬂndmmgm v
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mengonsumsi rata-rata dan kecenderungan mengkonsumsj matjinal akan
1ebih besar apabila dibandingkan dengan kecenderungan méngkonsumsi rata-
rata dan kecenderungan mengkonsumsi ratjinal tanpa adainya zakét(Munawar
Albadri and Amaliah, 2019).

Manfaat dan fungsi zakat juga dapat mempengaruhi tabungan. Tabungan
diartikan sebagai jumlah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan
konsumsi agregat. Zakat harta perniagaan akan berdampak negatif terhadap
tabungan. Kecenderungan menabung rata-rata dan kecenderungan menabung
marjinal dengen variabel zzkat harta pemiagaan lebih kecil dibandingkan
kecenderungan menabung rata-rata dan kecenderungan menabung marjinal
tanpa adanya variabel zakat. Salzh setu contoh zakat berpengaruh ncgatif
terhadap tabungan ialah apabila seseorang memiliki tabungan dan tidak
disirkutasikan dalam perekonomian, tabungannya akan habis oleh zakat.
Makna darl alasan ini adalah agar umat Istam tidak menumpuk kekayaan
semata melainkan memutar kekayaan yang dimiliki agar lebih bermakna bagi
perekonomian dibandingken jika kekayaan tersebut hanya disimpan saja
(Possumah, 2016).

Sedangkan, zakat membawa dampak positif bagi investasi, Investasi
diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan investor untuk membeli
barang modal dan- periengkapan produksi dengan maksud menambah
kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia. Secara umum, investasi
dapat dibedakan dan dikategorikan menjadi investasi terpengaruh (induced
investment) dan investasi otonom (autonomous investment). Zakat akan
berpengaruh positif terhadap investasi sebab kewajiban zakat akan

menstimulus umat Jslam untuk tidek menimbun kastanya melainkan

melzkukan investasi agar harta tersebut berputar di dalam perekonomian
{Setianingrum and Fadhilab, 2019). Investasi yang dimaksnd di sini adalah
investasi riil, bukan investasi kevangan.

Walaupun secara ummum zakat sebagai pengurang penghasilan yang
- terkena pajak telah memiliki pengaruh teshadap konsumsi agregat, tabungan,
dan investasi, pengaruh sebenarnya lebih kecil spabila zakat diposisikan
sebagai komponen pengurang pajak penghasilan. Hal ini bisa digambarkan

dengan ilustrasi soderhana menggunakan perhitnngan berdasarkan Undang-

undang Nom'ssmhmmm,;pajakmgm ilan.

“'“mmmm

Mhhya,pmdqnhm'l‘m&lmdddnhkpm tabun.
3 3 s -y o abes g
zukat adaluh sehosar 2,5 pensen dari total pondapatan udmmmmw x mplj-k
dibebankitn scbesar 10 persen. Asumsi yang haros diperhatikan adalsh
Emmxwwmmmmwm
dalam satn tahun, make e en |

Kewajiban Zaknt Tuen Alimad adalah:
Zakat=2,5% x Rp 500 juta =Rp 12,5 juta
Keveajiben Pajak Tomn Abmad sebesar:
Pajak = 10% x Rp 500 jota = Rp 50 juta
Total Kewajiban ~ Rp 62,5 juta

mem(}h&xpmw)
Zakat = 2,5% x Rp 500 juta =Rp 12,5 juta
Pajak = 10% x (Rp 500 juta — Rp 12,5 juta) = Rp 48,75 juta
o Total Kownfiban = Rp 61,25 juie -
Pechitangan § Zakat scbagai pengurang prjak peaghasilan (Tax Credity:
Zakast=2,5% xRp S00jutn =Rp 12,5 juta
Pajak = (10% x Rp 500 juta)— Rp 12,5 juta = Rp 37,5 juta
Contoh lain, pendapatan Tuem Hamdan adalah Rp. 700 juta/talun.
ﬁxzmwzmmmmwzmmmm
mm penghituingan uang yang dibayar ake dijelaskan pada sabel
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Tabei 8. 1 .
Simulai Penghitungan Zakat dan Pajak -
[ It DGk Seagel | GTSlega Tex | Zaket sebugsl Tex
1 Pangirang Pajak Exponsa T Gt -
"1 Zat 2,5% x Ry 700 juta | Za: 2,9% x'Rp. 700 juta | Z3: 2,5% % Rp, 700 juta
= Rp. 17.5 . = Rp, 175 . =Rp. 17.5 Juia.
Ta 10% x Rp. 700 juta | Ta: 10% x (Rp. 700pta — | Ta = (10% x Rp.200
= Re. 70 futa Rp. 17.5f0ta) = Rp. | futa)~ Ra. 12.5 jtz.
58,25 iz )
ToiKewafiban = Rp. | TotaiKewapso = Rp. | Tatal Kewafiban = Rp.
87.5 pta 85,75 juta. 0.0 Jita,

Contohfilustrasi di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan
antara zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai
pengurang pajak penghasilan, Tidak heran, banyak masyarakat vang
memandang aturan zakat sebagal pengurang penghasilan kena pajak justru
menyecbabkan beban pajak dan zakat yang harus mereka bayar lebih besar
dibandingkan dengan hanya membayar pajak saja. Cleh kerena itu, jika
pemerintah memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk
mengembangkan ekonomi syariat serta memberi pengarub yang cukup luas
dalam perekonomian, zakat sebaiknya diletakkan sebagai pengurang pajak
.penghasilan (Anita Md Shariff, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Norudin
Mansor, 2011), Jika zakat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan, hal
- tersebut akan memiliki pengaruh yang lebih besar kepada konsumsi agregat,

tsbungan, dan investasi dibandingkan dengan zakat jika dijadikan sehagai
pengurang penghasilan kena pajak,

WW&'WWMWMWM

BAB PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

tentang lembaga-lembaga kenangan publik isi: bangann
::bbab kedua membahas tentang prinsip-prinsip dasar tata keiola lemb:;
uangan keuangan _pub'{ik dan bagian terakhir bab ini ‘membahas tentang
pengukuran kinerja lembaga keuangan publik.
7.1 Lembaga dan Model Pengelolaan Keuangan Publik Isiam

bah:lemng_an publik Islam mengalamt perkembangan seiring dengan

I1:&:111 zaman, baik petubahm pada aspek pengelolaan maupun jenis
euangaa publik yang dipungut oleh lembaga keuangan publik. Di m

pemerfnfahanls!am, keuangan publik merupakan bagian penting ciari sist:sa
pemerintahen dan menjadi bagian dari kebijakan fiskal, Sementara, pada ma:;
modern, di mana zakat, infak, dan sedekah mesih tetep ad, lembaga keuanga
publik (Baitul Maal) yang dulu mengeloia pemasukan dan pengeluafan nega.ra.an
berganti beatuk dan memiliki peran yang berbeda. Olch kareny itu, behasan
mt?ngmi lembaga keuangan publik pada subbab ini dibagi dalam d:aa bagi
yamf lembaga keuangan publik Isiam di begara Islam dan lembaga umwm
publik Islam padanegara yangtidak menganut sistern ekonamj Islam.:

a. LembagaKeuvangan Pubdlik di Megara islam

bm-l Ketzka membahas tentang negara istam, tentu pembehasan kita lebik
‘ yak membahas tentang sejarah terutama pada’ masa pemetintahan
Rasulullah saw, dan pemednmhm_pamsa!mbatsetelabnya.

maal dapat didefinisikan: sebagai lembaga atau ang memiliki tugas
- _ - : pﬂtak SYels -
menangani pengelolaan hartaumat, baik dalim be‘nmkpe:m'-hnm_m gira '
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mappun terkait dengan pengeluaran negara (Nurul Huda dkk, 2019). Dalam
koateks negara Islam, Baitul Maal menjadi satu-satunya lembaga yang
bﬂpﬂmsmhal&!mnmengdoladanmndistribusikm kekayaan umat.

Pada masa Rasulullah saw., pengelolaan dana umat masih sangat
sederhana, Berbagal literatur menunjukkan sejarah pembentukan per}geh:x
parta winat pada masa Rasulullah saw. mulai pada saat pembaglandalm-
fampasan perang {ghaniznah) di perang Badar. Allah Swt. berfirman

2 DRI o s

LA » aee "'." - "N’: L‘):“J“.
A3 gy 2\ gaghl'y Sl cb talaly A N e A T

"mebmmuyamkepadmmmlg (pembagian) harta rampasan
mw%mmmmgkmymmm danRasul,;
olch schab itu bertakwalah kepada Altah dan perbaikileh perhubungan di
antora sesamamu; dan taatleh kepada Allsh dan Rasil-Nya jika kamu adaleh

mmymgbaim".

i ok dor Rasululish
‘unmaya ini seba petunjukdanAllahSwt. kepada
ba:‘wnmay:nl;lasan ;?rangbadaradalah milik Allah Swt. yang
- saw.

diamanahkan kepada idi i da umat untuk
i Rasulullah saw. intuk didistribusikan kepa ur ttuk
kemasiahatan wmnat pada zaman tersebut. Oleh para wlama, ayat fnenjgdl
tandasan scbagai tanda lahimya Baitul Maal yang mnge!olahanapubllk.

Manajemen kenangan
sederhana. Belum ada struktur
penvimpanan khusus untuk mengelo :
201%). SamﬂymgW& pagi hari
lagiyangtersisadi soreharinya.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul M

Ask-Shiddig, bel

dana zakst dan Abu Ubaidah ditunjuk sebagai pengelola Baitul Maal. Literatur

publik pada masa Rasulullah masih sangat
mangjemen baku bahkan belum ada tempat
la harta Baitul Maa! (Nurul Huda dkk,
akan dibagikan habis hingga tidak ada

aal mulai berkembang dan
dan hati-hati. Di tahun kedua pemerintahan Abu Bakar
menyediskan rumahnya untuk digunakan menampung
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untuk khalifsh Abu Bakar dalam menjalankan fungsi pemetintahan.

Pada masa kekhaliftan Umar Bin Khaitab, wilayah Isizan terus
berkembang. Secare ekonomi, perkembangan Islam pada masa ini memberi
dampak positif pada sisi penerimaan negara. Oleh karena i, pada masa -
petnerintabannya, Umar Bin Khattab mendirikan bangunan khusus untuk
megelolaharta yang dipungut di wilayah kekuasaan Islam.

Model pengelolean keuangan publik pada masa pemerimahan Umar
Bin Khattab kurang lebih sama dengan mode!l pengelolaan keuangan masa
pemerintahan Abu Bakar yaitu meganut prinsip kehati-hatian. Beliau mulai
menjalankan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan organisasi Baitw] Maal
dengan mengangkat sejumiah bendahara, menetapkan gaji, dan membentuk
tentara yang pendanaannya dari harta Baiwl Maal.

Manajemen distribusi harta Baitul Maal pada masa Umar Bin Khattab
dilaksanakan dengsn mengacy pada ketentuan yang terdapat di dalam Al
Quran. Prinsip pengelolaan Baitul Maal menempatkan harta Baitul Maal
sebagai harta umat sedangkan Khalifah dan Para amil adalah pemegang
amanah(Mustaring, 2016).

Bainyl Manl terus berkembang pada masa kekhatifaan Utsman Bin
Affan. Salah satu {su yang mengemuka dalam pengelolaan Beitul Maal pada
masa Utsinan adaleh keterlibatan kerabat dan keluarga Uisman datam
pengelolaan Baitul Maal yang mendapat ktitikan dari para sahabetnys (Nurul
Huda dkk, 2019). Ise ini menjadi penting untuk dijadikan schagai petsjaran
bagi pengelolaan dana publik pada masa kini untuk menghindari fitnoh dan
konflik kepentingan. Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, pengelolzan
Baitul Maal dijaiankan dengan prinsip kehati-hatian. Belian menghindari
pemanfaatan harta Baitul Maal untuk kepentingannya sendiri.

Setelah pemerintahan Khuldafaurrasyidin, pemerintahan Islam
kemudian berada di bawah kepemimpinan bani Umayyah. Di awal
kepemimpinan Bani Umayysh, terjadi konflik internal di dalam tubuh umat
Islam, bahkan terjadi dualisme kepemimpinan antara Muawiyah dan Husain
Bin Ali. Konflik yapg berkepanjangan tersebut berdampak pada tata kelola



mempertin irigasi, serta hasil panen
, rtimbungkan kesuburan tanah, sajuran irigasl, )
(Tbrahim dalam Hasan, 2014). Selain ite, untuk Boi.&:%nn. ggu%,ag
yang jujur, pejabat lama dipecat dan digantikan dengan pejabat baru yang,

: Di masa pemeriniahan Bani Abbasiysh, taia keuangan publik EE:
rerus mengalami perkembangan pesat. Strukiur organisasi ?&Eﬁ%&aﬂ
Harun Ar-Rasyid semakin kompleks dengan dibaginya urusan negar
dalam bentuk departemen-departemen termasuk di antaranys pengelolaan
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Ragyid antara lain kharaj, jizyah, zakat, fa'i, ghonimah, dan usyur
Penerimaan negara yang sangat besar pada masa Harun Ar-Rasyid dijadikan
sumber pendanaan unhik pemtbangunan Kota Baghdad,

Gambaran pemerintahan Isiam sejak zaman Rasulullah hingga kekhalifaan
sccara jelas menguraikan peran sentral Baityl Maal scbagai bagisn organisasi
pemerintah yang mengelola dane publik, Benang meralr deri alur sejarah tata kelola
keusngan publik sejak masa Rasulullah hingga kekhaliféan adalah prinsip tate kelola
Baitul Maal yeng mengedepankan kejujuran (siddiq), dapat dipercayz (amansh),
keadilan (adil), kecerdasan {futhanah), dan menyampaikan kebenaran (tablia).

b. LembagaKeuangan Publik Pada Negara yang Bukan Negara lslam

Seiring dengen runtuhnya Kehalifaan Utsmaniyah di Turki pada tahun
1924, tidak ada Jagi kekhalifaan di donia hingga saat ini. Sebagiat besar negara
yang mayoritas penduduknya beragama muslim menjalankan pemerintahan
yang tidak berdasarkan pada sistem negara Islam. Ada yang berbemtuk
republik, federasi, mavpun monarki. Implementssi nilai-nilai Islam dalam
sistemn pemerintahan pun beragam. Ada yang secara eksplisit menyatakan diri
sebagai negara Islam, ada yang tidak menyatakan diri sebagai negam Islam
namun menginternalisasi nilaj-nilai Islam sebagai bagian dari nilai yang dianut
olch negara, adapula yang secara tegas menyatakan diri sebapai negara sekuler
yang menolak Islam sebagian bagian dari nilai berbangse.
Namun demikian, dana sosial Islam sébagai bentuk kewajiban -
individu umat terhadap agamz dan kedermawanan sosial tetap berjalan di
beberapa negara wmeskipun negara tersebut tidak memganut sistem

pemerintalun Islam. Model pengelolaan pungatan kepada masyarakat terkait

dengan kewajibannya sebagai pribadi muslim terus berkembang dan

bervariasi. Berikut ini disajikan contoh tata kelola keuangan publik Islam vang

&gﬁggagégagﬁmggnsg&mg _
1. Malaysix

Malaysia merupakan negara federasi bekas jajaban Inggris. Malaysia
terdiri dari 13 negara bagian dan tiga negara persckutuan Bentuk negera
Malaysia adalah monarki yang dipimpin oleh Yang Dipertuan Agung. Jejok
Inggris di Malaysiaterfihat dari sistem pemerintaban yang mengamt sistem
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demokrasi parlementer. Pemerintah berjalan dibawah pimpinan
Pendana Menteri.

Mayoritas penduduk Malaysia adalah ras melayu yang beragama
Islam. Oleh karena itu, Islam diakwi sebagai agama resmi negara. Meski
demikian, pemerintah memberi kebebasan bagi setisp wanga negara yntuk
memeluk dan menjalankan agamasesuai dengan keyakinannya.

Sekalipun Islam menjadi agama resmi negara, Malaysia tidak serta
merta menerapkan Islam sebagai sistem sosial, ekoromi, den politik. Dalam hial
keuangan publik, meskipun zakat sebagai kewajiban umat isiam terhadap
agama, nepara tidak begitu saja menjadikan 2akat sebagai pungutan wajib bagi
setisp umat [slam. Pemungutan zakat di Malaysia masih bersifat sukarela
sehingga pusat pengelolaan zakat harus bekerja keras meningkatkan kesadaran
msysarakat dalam membayar zakat. Ini tentu berbeda dengan zaman Rasulullah
dan pare sahabat yang menjadikan zakat sebagai pungutan wajib negara.

Yang menarik dengan zakat di Malaysia adalah pengelolaannya yang
terdesentralisasi di masing-masing negeri. Sefiap negeri diberi kebebasan
unfuk menerapkan kebijakan dan atutan zakat yang besbeda antara yang satu
dengan yang lainnya.

Pengelolaan zakat di Malaysia mengalami perubaban dalam aspek tata
kelola sejak beberapa dekade terakhir, Ssjak tahun 1991, pengeloliaan zakat di
Malaysia mulai melibatkan Pusat Pungutan Zakat (PPZ), organisasi yang
ditunjuk pemerintzh umtuk melakukan pungutan zakat. Kedudukan PPZ

- sebagai pemungut zakat bukan bagian dari struktur pemerintahan. PPZ dalam
konteks ini adalah perusahaan swasta yang disewa untuk menjalankan fungsi
pemungutan. Masing-masing negeri memiliki PPZ yang bekerjs sama dengan
Majelis Agama Islam Negeri.

Privatisasi pengumpulan zakat di Malaysia diharapkan akan
mendorong inovasi, kreativitas, dan sikap proaktif dalam memberikan layanan
zgkat. Privatisesi ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi
dsn mmengatasi hambatan birokrasi (Ab Rahman, Aliss, & Omar, 2012).
Sebagaimana perusahaan, teta kelola PPZ cukup profesional. Mereka memiliki
tim yang ahli dalam memasarkan program PPZ, PPZ antara satn negara bagian
dengan negara bagian lainnya memiliki strategi yang berbeda umtuk
meningkatien jumlah muzakki dan jumlah zakat yang mereka kelola.

MW-WMMWNE“‘”&” .
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Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sita pertama. Artinya, kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia dibangun di atas nilai-nilai KeTuhsnan.
Setiap warga negara Indonesia diberi kewenangan untuk meneiuk agama
sesuai dengan keyakinannya dan negara memfasilitasi setiap warganya untuk
menjalankan syariat agamanya masing-masing.

Indonesia tidak secars eksplisit menjadikan -Islam sebagai sistem
pemerintahan namun semangat masyarakat muslim di Indonesia untuk
mengalokasikan sebagian dari barte yang mereka miliki dalam bentuk zakat;
infak, dan sedekah ierus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Sekalipun sistem keuangan publik Islam di Indonesia bukan bagian
dari sistem kebijakan fiskal negara, potensi penerimaansnya cukup besar dan
memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskivan dan kemaslahatan
bersama. Mska dari ity, pengelolazn lembaga keuangan publik lslam di
Indonesid memeriukan penataan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan

publik akan pengelolaan dana tersebut. -

Sistem pemungutan dan distribusi harta Baitul Maal di Indonesia tidak
secara penuh di bawah kendali negara. Negara memainkan fungsinya sebagai
regulatot dengan sejumiah paket kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang memberikan pedoman bagi lembaga pengeloia dalam menjalankan
kegiatan operasionalmya.

Payung hukum pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-
undang No.23 Tam 2011 tentang Pengelolasn Zakat. Undang-undang tersebut
mengatur pengetolaan zakat di indonesia oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS). BAZNAS mengelole pengumpulan daa distribusi zakat, infuk,
den sedeksh di level nasional, , provinsi, serta kabupaten/kot. Hanyz saja,
yang membedakan dengan negara Yslam, di Indonesia, masyarakat dapat
mendirikan Lembags Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam
pengumpulan dan distribusi zzkat, infak, dan sedekah. Kewajiban LAZ hanya
membuat laporan kepada BAZNAS terkait dengan dana yang mereka kelola.

Satah satii yang membedakan dengan Malaysie, BAZNAS dan LAZ di

Tndanesia Toemitiki dua peranan, yaitu sebagel pongumpul dan juga schagai
Keterbukaan sistem pengelolaan zakat di Indonesia mengakibatian

begiti banyeknya lembags pengelola zakat dandana sosial lainavya yang

BAS V¥ ~ MELE;
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Caremn iemhmmhleh masyarakat dan organisasi, Hal ini tentu sangat positif
et tugas. BAZIS!'AS dalam menjangkau seluruh lapisan
it bm;t;ga?mmxmbm{:anpaoalammmmammkeadihn
enga— 2. .alau.pun .dcmkian, BAZNAS harus senantiasa
LAZ st o mefngh__mdan'terb@tuh':yaLAZ ilegel dan memastikan
ol s pmodlk membust laporan terkait penghimpunan,
mlsdlmi). busi pendayagunaan dana zakat (Susilowati & Setyorini,

Se - e . - N
panye mbaganmnam pe:ueinskl:n di awal, _‘keterlibatah swasta di Malaysia
. T pada Maag]mp ._an zakat Saja namun penyalurannya menjadi
s:wcnmganm pint el erse mgsmg-masmg negeri. Dengan adanya kebijakan
o oo :kr;gr:u:-pmgram p.m_gentasm kemiskinan dengan
nggln‘laknn. BAZNAS fo ebih terkm@nlr dengan baik. Sementara di
ylndonmxa,aiw e seb.agai operator memainkan fungsi ganda,
sosial yang mereka ke‘l?e;]ayam l‘\fiasmg-masing e i elurkan dava
e admo mua.l‘ dengan programnya masing-masing. Hal ini
LAz vt T?ir;aulzxxgtam‘k‘y}ang memperoleh dana zakat dua kali darf
mmmmmwmw hﬁnya itu, hal ini memungkinkan terjadinya
—— sebag.mn masyarakat miskin yang tidak terjangkan
st pros menerima bantuan zakat. Berikut ini disajikan jenis-
ga pengelola zakat yang ada di Indonesia: ’
a Badan Amil Zakat Nasiona] (BAZNAS)

WMLAM' md.;m‘ pemerintah untuk untuk memaksimalkan

Pen & - ‘13. Undang-Undang No 23 Tahun 2011
.sdmggukuhkana.i an BAZNAS, ﬁdak hanya sebagai pelaksana pamun Juga

i regulator pengelolaan zakat di Indonesia Fungsi BAZNAS antara lai

sebagai beﬁlnn(www.bams.go.id)' T el

I ;k;t_Pm pengumpuian hinga pendistribusian dan pendayagnnaan

2. ::z:,sanm pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan

1 pe v
engendalian pengumpuian hingga pendistribusiandan

pendayagunaan zakat: dan
@
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Untuk menjalankan fungsi tersebut, BAZ,:;tS diberi kewenangzn
snghiropun hingga mex day. : ﬁkﬂi’. : bﬂm&mmpdm

y bcm:kmBAZNASDaerahdmLAZ,seﬂamenunrs _‘ o
pem |ommm-hﬁak;_dmsedel¢hkepadaﬂﬁm :;wms 'mmm
‘Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mmwﬂi &m“hpwm
mauadikan' njadika BAZN AS lembaga yang mniﬁ%)dm mandini (Direktorat
: _ il Zakst (LAZ)
b. Lembaga Amil Zakat ( | | .

Lemba@AnﬁlZakatmeﬁxpakmiembagsmlo&a;::amkaz.m&k,
dan scdekah yang inisiatif pembentukannya dlbwhhmmmuymhtym&m
Undang-Undang No 23:Tahun 2011 f:;ensyaratkan
fipenuhi untuk mendirikan LAZ, yaitn o
| 1. Merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk olel

2. Mampu nienjalenkan fungsi pesgumpuian, pendistri

| ‘ . ‘ -

3 :enbamﬂ(mnynhamsnwndapat izin Memteri atau pejabat yang

. CIMDY L .
ditunjuk Menteri; dan )

4. Siap melskukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka

- meﬁgoj:ﬁmakanperanpmgelolammlm . |

Kemudahan dalar membentuk LAZ menyebabkan bany. jumiah

LAZ, baikdi ﬁngkatnasionalmlmun:dgcmh- Hal iniwmdmmﬁfwm
dan negatif, Dampek positifnye adalah nmsymklt e s
?mmmsmlwmmmmww :

B&mpaLAZymgadcdxlnﬂomam'ﬁh JM%
.Sﬂs" L d I m ymg iﬁhh ad& wbelmmmt,aum Imsmrm.

ww-mmmm&mmm
hidaystullah (BMH), LAZ yang berada di bawah neungan organisusi
Hidayatullah, _ '
.Berﬂcut ini gambar model tata kelola dana sozial Islam di Indoenesia;

[ Muzms wstan
B Mustanik

LT
Gambar 2
Bagan Alir Tatz Kelolg ZIS di Indonesia

7.2 Qood Amli Govermance

Keberhasilan pengelolaan ZIS sangat ditentuken oleh tata kelola yang
dijalanken para lembaga pengelola zakat Pengumpulan zaket di negara yang

kewajiban negara, Negara bisa menjatuhi sanksi kepada muzakki yang tidak
patuh zakat Hal ini dapat dilihat dalam sejar:

Sedangkan, pada 7igara yang tidak menganut sistem pemerintahan .

Islam, zakat merupakan kewsjiban mustim kepeda agamanys tapi bukan
kewajiban kepada negara. Pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat
masih bersifar sukarels, Tidak ada mekanisme sanksi dari negara bila wajib
zakat tidak patuh zakat. Proses penghitungan zakat menggunakan pendekatan
self assessment, yaitu mekanisme penghitungan zakat yang dilakukan sendiri
oleh wajib zakat dan dibanty oleh Para Lembaga Amii. Artinya, keberhasilan
pengelolaan zakat di Indonesia sangat ditentukan oleh keimanan masing-
masing wajib zakat. Di samping itu, kepercayaan wajib zakat terhadap proses
tata keiola lembaga amil harus terys dijaga. Oleh karenaitu, penting bagi
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outcome. Oleh karena i, scbags u_piaya.pengua'tm.um kelola
Keusngan puhhk Islam di Indonesia, perlu diformulasikan memde penguhnn
mmm.d Maalymgtidak.hmyabanfimta‘ss pada output namUN gk
Wlpa&mnmmeagwmuukhdmmsymmmmmuh
k;permyﬂaﬂ lebih besar pada LAZ dalsm menyalurken sebegian keksyaan

Pada tahun 2015, irfan S. Beik dan Arsyiant me
mmperkennﬂcmmodelyangmekakgmbangkmunmkmgukwdmpak
hkai tel’aathp kemiskinan yaitu CIBEST Model. Dalam Cibest Moflel yang
dla_]nkan. Beik dan Afsyianti membagi tingkat kejahteraan mm::::-dalmn
empat {4) kuadrap, yaitu \kusadran sejahtera .(welfa.n.e); kmdran mﬂn,,;
- aterial (material poverty), kuadran kemiskinan spiritust (spiritual povesty

Standar Garis Kemiskinan Spiritual (8V) = 3. Rumah ta]:;;g: dilmaﬁ:;l
Wmmwiﬁmtjinmaspmmm(ssy rendsh
standar garis kemiskian (5V).

it kecil dari standar garis kemiskinan matecial. sl Selanjutnya, hasil

| pahummdmmkkmkedalmww
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Berdasatkan jumlah rumah tangga yang mengisi setiap kuadran, langkah
berikutnya adalah menghitung indeks masing-masing kuadran.

iake iri - pvaml Toasiionte ¥ )
Indeics Xemiskinmn Spirioal (Po)'kusdran 3 _:-.-.'.:b_]_u =-.-..
Indein Kemiskinm Absoha (Ps)luadoen 2 » SN0 Sat cugpimmern s _,

Jumiaa ruihs g e psg diehas s

Setelah memperoleh indeks masing-masing kuadran, langkzh berikntnya
adalah menghitung nilai CIBEST Model melalui persamaan berikut:

CIBEST Model=1=W+Pm+Ps+Pa

Berikut ini adalah contoch untuk mengilustrasikan perhitungan
CIBEST Model. Sebuah masyarakat yang terdiri dari 10 rumah tangga disurve
untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat terscbut. Kuesioner terdini
dari pertanyaan tentang spiritual (skala likert) dengan 5 indikator dan
pertanyaan tentang pendapatan. Diasumsikan, tingkat kebutobsn minimmm

adalah Rp 2.500.000,-. Pertanyaan kuesioner untuk spiritual dapet dilibat pads
tabel berikut ;

Tabel 7.3
Kuesioner Spiritual
Tndicater 7 . *im . -
k- ‘ shatat tapi ok | shurak gl tidatc
st [ ORNS | meotsk e | SIS i g 1t | sinial paiomash
vas e, 5. manntak puish Mu"fm Toyn puane | pess gl ths |
e W | rsciskzaa | Wik e h-%ﬁ B ket s |
i weak | onngzekat n ! i -
reencivk hadsh haeya mgaciphehgs
Lisghusgen | melsrang toadeh | implementsal | privast masing- Clamgunyasy
tbadeh ey thadsh pema
Xebgoka . beshueh __
Prmerintay | HG bodab sl | phamusrs | mndvimg | mpbmgee ey
" Dadek wavng ibagah ooy
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: }hﬁlrekapamskueﬁornymg(ﬁbay‘kmdnpatdilihatpadambdbeﬁkm:

Tabel 7. 4

- : : . St Quud

Towmoh Tomgypn — A — mgere .
: rry= n_TIm . vmal Sabmi
N Z00SW (e Suebeend
2 e b cdanins b "
3 [T vy _Amasy .E'.."L.-"*ﬁ‘."""" Sprkun
et frovmry) Qyiteich &
r 0% Ry ZORA0 e
~ ) ] e Ll ran
s S| o 2eame T Sehod ks q--:
L4 o8 ”#_—-_'2."_'..“_"‘““ S
. ey " L7HMO Wikt Spirtoul, Maiiaicainctsl Quanciean
— T T W ot o Ny} e
» 2p3. |t Lo | Ioekin o, o Mokl ot

Berdasarkan hasil rekap di afas, perhitungan indeks kemiskinan masing-
masing kuadran adalah sebagai berikut:
mwammmz-‘—o-o,gz
mmmmmmz-;;-og
. 2
Indeks Remnkinam WW3'T6'°& :

o
Indeks Kemiskinan Absoat (Pa) / kusdtan 2 2o =04
. CIBESTModdl =03 +02+02~041
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LOLAAN KEUANGAN PUBLIK.
PADAMASAUMAR BIN ABDUL'AZIY
BAB@ DAN HARUN AL RASYID

8.1 Pangelolaan Keuangan Negara pada Masa Unvar bin Abdw Aziy

Pengelolaan keuangan negara menjadi tema sentral dalam ekonomi
Islam karena peran pentingnya dalum roda kehidupen berbangsa dan
bernegara. Pengelolaan kenangan negara dalam hal ini mefiputi pengatican
sumber pendapatan dan anggaran belanja negara. Keberhasilan negara dalam
mengelola keuangan negara menjadi kunci sukses dalam menciptakan
kemakmuran dan keberhasilan pembangunan (Noviyanti, 2016). Oleh sehab
itu, kebijakan pengeloiaan kenangan menjadi pembahasan yang penting dalam
menentukan arah pengembangan sebuah negara untuk mewujudken kemajuan.

Peran pemimpin daiam hal pengelolaan kevangan negsra menjadi
sangat penting dan menentukan, Isiam dalam perjalanan scjarahnya pernab
memiliki pemimpin-pemimpin (khalifah) ymug bethasil dalem mengelola
keuangan negara. Keberhasilannya menjadi knjian para peneliti agar menjadi
rujukan dalam penyusunan kebijaken pengelolaan kevangan ncgara inasa

~ modern (Fathurrahman, 2018). Islam pernah jaya di bawah kekuasaan mereka

dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan bodaya. Di antara khalifsh yang
pemah membawa kejayaan Isiam adalah Umar bin Abdul Aziz den Harun AT
Rasyid.

Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan Mesir pada tahun 63 H
dengan nama lengkap Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam
bin As bin Umayzh bi Abdul Syam. Aysh belisu adalah Abdul Aziz, pernah
menjadi gubernur Mesir, dan ibunya adalah Laila Ummmu "Asim binti Asim bin
Umar bin Al-Khattab. Umar bin Abxdul Azz {ombuh dan besar di Madinah
untuk menghafal Al-Quran, belajar hadis, fikih dan kesustraan, Madinah
menjadi kota yang tepat untuk membentuk keilmusn dan karakter Umar bin
Abdul Azizkarena banyaknya majelis ilmu para ulama dan fugsha.

Umar bin Abdul Aziz adalah menantu khahifah Abdnl Malik dari anak
perempuannya yang bernamsa Fatimah binti Abdul Malik, Tak lama setelah
menikahi Fatimah, Umar diangkat menjadi gubernur Khusnasireh Syam pada
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tahun 85 H. Pada tahim 87 H, Umar menjadi Gubernur di Madinah pada masa

kekhalifalan 'Walid bin Abdul Malik. Salsh satu kebijakan selama 6 tatun
- pemetintahannys adalah memperiuas masjid Madinah dan membuat sumur

vmurauntuk kepentingan rakyat dan musafir yang metintasi madinah,

Pada masa khalifeh Sulaiman bin Abdul Malik, Umar diangkat sebagai
penasehat dan perdana menteri istana. Hampir semua kebijakan Sulaiman bin
Abdul Malik dipengarhi oleh pemikiran Umar bin Abdul Aziz. Umar bin
Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada tahun 88 H/T17 M sepeningga!
Sulaiman bin Abdut malik. Alasan pemilihan dia menjadi khalifah adatah
karena dia berasa! dari golongan Bani Umayysh yeng menjadi menzntu
khalifah sebelumnya dan teckenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, alitn,
sederhana, wara', tawadls’ jujur, serta zuhud (Mohd Razif & Mohd Rosdi,
2017).

‘Masa khalifah Umar bin Abdut Aziz cukup singkat, kurang dari tiga

tahun (99-102 H/§18-820 M), namun memiliki prestasi yang cemerlang. .

Alkisah Yahya bin Said, petugas zakat, pemah dintus ke Afrika antuk
memungut zakat dan membagikannya kepada orang-orang fakir miskin.
Namun, Ia tidek menemukan satupun orang miskin karena semua rakyat disana
telah malamur(Nor, 201 5a). Umar bin Abdul Azizmeninggal pada 20 Rajab 101
H di usia 40 tahun sete)ah terbaring sakit selama dua puluh hari,

Beberapa kebitakan ekonomi politik yang diambil oleh khalifah Umar
bin Abdul Azis selame masa kepemimpinanuya :

a. Penegakan hukum

Penegekan hukum dengan melakukan gerakan pembersihan di
lingkungan pemerintahan menjadi tindakan awal pembangunan
ekonomi negara. Penegaksn hukum demi menindak pejabat yang
korup dap mengabaikan hak-hak rakyat. Memberantas tindzk pidana
korupsi dilakukan deagan memecat dan mengganti pejabat dengan
orang yang adil meskipun orang tersebut tidak berasal dari golongan
Bani Umayyah. Hal ini dilakokan mntnk mengembalikan hak-hak
rakyet yang telah dirampas olch pejabat secara zalim. Khalifah Umar

Walid bin Abdu! Malik jika tidak mengembalikankios yang telah

mmg.dmpdcataﬁadnpkebmuhanmkyumml'
mlhnm-bmAbdzﬂAazmembeu gaji yang cukupmzt:::
mengamtisipasi pejabatnya melakukan penyelewangan uang.
Pmkmlmhm juga berlaku bagi kelompok-kelompok yang
mmmflomrmgmmyimmdaﬁ djaran syariat Jslam,
sepati khawarij, syiah dan qaderiyah. Umar bin Abdul Axis
menyelesaikan konflik dengan cara damai namun jika musuh
menyerang lebih dabuh, UmarbinAbdu!Azﬁsﬁdaksegmm
melakukan serangan halik

b. Pemataan lembaga pemerintahan

Pﬁmmumbﬁll\bdulmmmm beberapa lemhag
mmmmdawmmggwnmmw

" hetkattan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan (Novivant,
- 2016). Lembaga negara yang ada pads khalifsh Urnar bin Abdul Aziz-

2) Gabemw
Witayah krkuasaan Bani Umayyah yang luas mengharuskan
adanya sescorang untuk memimpin di masing-masing daerah.
Tugas texscbut diemban oleh gubernur yang diangkat bngsung
olch Mualifih. Umar bin Abdul Aziz memilih gubemar yang
b) Majelissywo '
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dihadapi oleh pemerintzh untuk menemukan usulan solusi.
Usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan khalifah antuzk
inemutuskan suatu perkara,
c) Baitul Maal .
Baitul maal merupakan lembaga yang berperan penting dalam
pengelolaan keuangan negera, Pads masa khalifah Umar bin
Abdul Aziz, baitul maal memiliki beberapa departemen entarz
lain departemen zakat, departemen pajak dan upeti, departemen
ghanimah, dan departemen harta yeng tidak ada ahlt warisnya
(Nor, 2013a).
d) Pertahanannegara
Lembagn pertahanan negara berfungsi menjaga kestabilan dan
keamanan negara.
€) Pemegangstempel negara
Lembaga ini memiliki tugas untuk mengurust perizinan kegiatan
masyarakat sekaligus membawahi departemen pos dan surat
menyurat serte departemen arsip. Departemen pos berfmgst
menyampaikan informasi dan beritake lembagalain dan gubernur
selunth wilayah kekuasaan Bani Umayyah sehingga koordinasi
" pemerintahan menjadi mudah. Departemen arsip bertugas
wenyimpan dokumen penting milik negara.
f) Nidzamal Qadai
Lembega ini adalah lembaga kehakiman yang memuiuskan
masalah hukum. Lembaga ini memiliki tiga bagian: (1) af Qadha
bertugas untuk memutuskan dengar ijtihadnya, (2) al Hisbah
bertugas urttuk menyelesaikan masalah perkara umum dan pidana
yang memerhuikan keputusan cepat, dan (3) an Nadhar fil
Madhalim bertugas sebagai mahkameh tertinggi.
¢:. ReformasiSistem Perpajakan
Reformasisisternpapajakmditmmhagarmemberﬂmtrasakcadiim
bagi rakyat. Pengumpulen pejek harus adil dan femah lecbut tanpa ada
kekerasan serta jangen sampai melebibi kemampuan orang yang
di-bebapi.AdakcﬁdnkadilanpadaumsaUmarbinAbdulAﬁzdalmlml
perpajakan di mans para pejabat negara tidak membayar pajak
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sementara rakyat kecil dikenai pajak yang melampaui bates. Bahkan,
Uner bin Abdul aziz menghapus pajak yang memberatkan, Pangutan
pada bidang perdagangan selain 'Usyur telah dihapuskan sehingga
pedagang menjadi semangat kerbali untak menambah dagangannya
(Fathurrahman, 2018; Khoeroni, 2015).

Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghapus pungutan jizyah kepada
setiap warge yang sudash masuk Isiam (muaiaf) dan mepetapkan
kebijakan mengurangi beban pajak atas penganut Kristen Najran yang
mayoritas miskin dari 2.000 keping menjaci 200 keping. Penghapusan
pajakjuga dilakukan pada pajak hasil pertanian seperti padi, tembakay,
dan kacang-kacangan yang menyebablan harge menjadi twrun
sehingga permintaan menjadi lebih banyak dan perputaran skonomi di
pasar menjadi lebih baik dan stabil,

d. Kebijakan pengelolaan keuangan negara

Krisis ekonomi pada mese awal pemerintshan khalifsh Umar bin
Abdul Aziz memsaksa pemerintah untuk melakukan penghematan
anggaran dalam pemberisn fasilitas pejabat negara dan dalam
anggaran perayasn peringatan hari besar keagamaan dan kenegaraan
(Fathurrahman, 2018). Penyusunan anggaran yang efektif dan efisien
sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagal sektor
perekonomian dapat mendorong pertumbuhan ekonemi, mengurangi
kemiskinan, mencipiakan stabilitas ekoaomi, dan meningkatiom
pendapatan per kapita. S

Pengelolaan keuangan negara diserahiom kepads baitul maal yaog
menangani sumber pendapatan dan peageluaran negara (Nor, 2015b).
Pendapatan negara diperolel: dari beberapa samber(K aliman, 2016):
1) Zakat

Zakat menjadi sumber 1stama pendapatan negara vang dikelola
baitul rmaal, Petugas zakat menarik objek yang dikenakan zakat
berdasarkan syarist Istam. Pembeyar zakat menerime resi tanda
pelunasan sehingga tidek harus membeyar Ingi kecuali sudsh
bir Abdul Aziz ditemukan dokumen tentang zakat yang disuson
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oleh Rasulullsh di tempet penyimpanen rahasia milik keluarga
Amﬁnmmhmmmmeblnunsi'pmumlengkn?

' pﬂnbﬂymulmtmhmmmmmdomba,s:pl,
emas,kmmperak.dankismis,se_dapmgmmpembaym an
pengelompokan usia(Suharto, 2009).

2) Jizyah -
Ji tan wajib diambil dari orang
:2;1}1&::3! :et:k?iudak my:;ilnk_lslam. Apabila sudsh .masuk
Islam, kewajiban mtukmzmbaym'pzyah gugur. Ketentuan jumiah

- pembayaran jizyah berdasarkan ketetapan baxtul maal deng:fn
tidak melebihi kemarapuan pembayar jizyah. Kebijakan Umar bin
Abdul Aziz terkait jizysh menurut Shalabi (2014) antara lain
membagi beban jizyah atas tiga golongan (kaye, fnméngah::“n
miskin) dan menghapuskan jizyah begi orang miskin, mualaf,
orang yang sudah meninggal. .

3) Usyur
"Usyur merupakan kewajiban yang hmxs dfb&yadmn oleh
pedagang atas barang dagangan yang melewati perbatasan negara.
Peraturan ini dilakukan sehagat periakuan balasan karenauegam

lain juga melakukan pungtrian terhadap pedagang yang melewati
perbatasan hegara mereke. Umiar bin Abdul Aziz m.engha.pus
pajak-pajak tambahan lain di bidang perdagangan selain "Usyur.
Penghapusan iti menghalangi pare pedagang untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih banyak

4) Kharaj .

Kharaj merupakan pajak tanah yang wajib dibayarkan oleh scﬁap
penduduk yang memanfaatkan tanah negara. Pendapatm dari
kharaj pada masa Umar bin Abdul Aziz mencapai 124 juta difhzlmf
karena. adanya kebijakan melarang pm_]ua!m _tnnah kha@. ni
sebelumnya (Khoeroni, 2015). Kebijakan I?elmmgm jual i
tanah kharaj dengan tetap memberiakukan pajak membuat kharaj
‘menjadi sumber pendapatan negara.

ww-mwmmm UNAR ey ABu AZIZ DAN HARLN AL-RASYID

Ghanimah adalah sumber pendapatan negara yang diperoleh darj
harta rampasan perang. Sumber ing tidak terlatn besar nominalnya
kmUmmbinAbthﬁAzizlebﬂlmanenﬁngkmpmmandaiam
negeri sehingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah Islam.

Pengeluaran negara digunakan untuk dua sasaran yaitu masyarakat
vnum dan kepeatiiigan negara, Pengelvaran untuk masyarakat
memiliki porsi yang lebih besar dibandingken dengan pengeluaran
untuk negara. Pengeluaran untuk masyarakat umum secara garis besar
adalah untuk membanty masyaraka yang membutuhkan, terytama
golongan fakir muskin, orang yang mempunyai utang, tawanap,
musafir, dan ibnu sabil serta hamba sehaya,

Pengeluaran itk kepentingan negara dibatasi dengan menghapys
keistimewaan yang diperoleh oleh khalifah dan pejabat pemerintahan,
melarang pengeluaran yang tidak terlalu penting, dan menghentikan
pembiayampq‘ang. : .

6. Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan begi Umar big Abdul Aziz sangat penting bagi
pembentukan generesi yang berkualitas, Pendidikan yang dinsung
adalah pendidikan agama dan pendidikan ilmu tatg negara melal
pembmgmanmmrasabdiberbagaidaerahhekuasaanﬂaniUmyyah
dan menjadikan Masjid sebagai pusat pendidikan. Usia dan Jenis
kelamin tidak membatasi Seseorang untuk menuntut ilmy. Par
pengajar  diperintahkan otk folos kepada pendidikan dengan
meberikan gaji yang cukup besar yaitu 100 dinay.

Penduduk Bavi Umayyah berkewajiban untuk melaksanakan sholat
tepat waktu dengan begjarazh, Para Ulama dan tabiin diberikan tugas
uatuk menjsga kemumnian Al-Quran dengan menghapatksn dan
menafirkan. Umar bin Abdut Aziz juga secara khusus memerintahican
masyarakat Madinah untuk mencari dan menuliskan hadis-hadis nabj
dan mengirimkannya ke pemerintah pusat. Dalam waksy yang tidak
begitu lama, benyak hadis yang terkumpul. Para ylama ahli hadis
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diraguik

f. DampakKebjakan Umar bin Abdut Aziz

Dampsak dari kebijakan yang ditempuh Umar bin Abdul Aziz
(Kuliman, 2016):

a) Organisasi pemerintahan yang tertata

b)

Roda pemerintaban pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz
cukup stabil dan kendisional kafena pengawasan secara fangsung,
dilakukan khalifsh schingga tercipta pemerintzhan yang baik dan
bekerja untukrakyatﬁdakadaperlmmngmyangwjadibm'kdari
pfhakintemalpemerintahanmupundaripihakmkyat.
Kesejahteraan rakyat
Kesejahmanmkyatmapailmremkebﬁakan—kebijakmtxdusil
dilaksansakan secara baik. Pada masa khalifuh Umar bin Abdul
Aziz,sangatsulitditemmomgmiskmmbaimlma&l
kesulitan antuk menyalurkan harta zakat yang menjadi hak fakir
smiskin. Kesejahteraan masyarakat benar benar tercapei dengan
daya beli yang cukup baik (Kuliman, 2016). Schingga,
kepemimpinan khalifsh Umar bin Abdul Aziz dapat dijadikan
uswah hasanah bagi negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan
taterial dan spiritual (Mohd Razif & Mohd Rosdi, 2017). Kondisi
seperti ini menarik banyak pedagang luar negeri yang di antaranya
berasal dari Persia dan Afrika untuk melakukan ektivitas
perdagangan di pasar-pasar dacrah kekuasaan ban Umayyah.
Kenyamansn dan keamnanan sosial

Islam pada masa khalifah Umer bin Abdul Aziz dikembangkan
tidak melalui cara peperangan melainkan cara damai dengan
merangkul berbagai golongan sehingga kenyamanan dan
keamanan sosial dapat fercapai. Kenyamanan dan keamanan sosial
dibangun atas dasar prinsip kepercayean berbasis kouqx-tensij
kapabilitas pejabat, kasih sayang, ganz'ah, dan jaminan gaji bagd
mmmdmﬁf&mamzom
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8.2 Pengelolaan Keuangan Negara pada Masa Harun Al-Rasyid

- Khalifah Hanm Al-Rasyid merupakan salah satu pemimpin pada masa
{§dsulah Abbasiyah yang memegang kekuasaaan antara tahun 786 M hingga 803
- #M. Harun Al-Rasyid lahir di Rayy pada tahun 766 dan wafat pada tahun 809 di
IKhurasan. Ayahnya bernama Muhammad Al-Msahdi, khatifah ketiga, dan
§lbunya bernama Jurasiyah dari Yaman. Ibunya adalah seorang ratu yang tegas
$4m berpengetshuan luas meski awalnya seorang budak. Sewaktu kecil, Harun
Al-Rasyid menghabiskan sebagian waktunya di istana dan pendidikannya
Jerpenuhi dalam berbagai bidang di bawah didikan para ulama jstana
FFadhharabman & Assegaf, 2019). '

Harun Al-Rasyid mempelajari sejarah, geografi, dan keagamaan di
hawah asuhan ulama terkemuka seperti Ali bin Hamzah Al-kisa'i dalam ilmu

mhwu, Al-Mufadhal Adh-Dhabbi dalam bidang sastre, Al-Ashmui dalam
Pidang hikayat, dan Imam Malik dalam bidang fikih. Sehingga, pada usia masih
fanda, Harun Al-Rasyid sudab terfibat dalam pemerintaban dan dipercaya
fnemimpin pasukan militer untuk menyerang Bizantium (779 M) dan menjadi
‘Sbernur di As-Saifah kemudian menjadi khalifah pada tahvm 786 M(Kasmiati,
Jp006). “Al-Rasyid” yang berarti 'yang mendapat petunjuk’ merupakan gelar
frog diberikan atas prestasinya dalam memimpin pasukan Ketika ke

hizantiwm. Keterlibatan Harun Al-Rasyid sejak muda dalam pemerintahan
pembuat dia memiliki pergaulan yag luas dan akrab dengan ulama, ahli
n, qori’, penulis, dan seaiman. ‘
Pada masa pemerintahannya, banysk hal yang telah dicapai di
fmtaranya keamanan, kedamaian, serta kesejehteraan rakyat. Harun Al-Rasyid
‘Puga membangun tempat-tempat peribadaten; membangun kota Baghdad yang
$eietak di artara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megab;

jembangun sarana pendidikan, kesenmian, kesehatan, dan perdagangan;
pembangun majelis Al-Muzakarsh, yakni lembaga pengkajian masaiah-
Pasalah keagamaan yang diselenggarakan di nunah-rumah, masjid-masjid,
fn istanz; serta mendirikan Baitul Hikmah, lembaga pencrjemah yang
erfungsi sebagai perguruan tinggl, perpustakaan, dan penelitian. Pada masa
femerintahannya, Ta memiliki seorang penasihat kerajaan yang sangat cerdas
eng dikensl dengan nama Abu Nawas. Berdasarkan cerita raKyat Irak, ia suka
nantang Abu Nawas dengan berbagai hat yang aneh. Bahkan salah satu
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cerita rakyat yang cukup anch adalah Abu Nawas pemgah diperintablkan
untuk memindahkan istana sang khalifah (Santoso, 2016). Harua Al-Rasyid
meninggal saat memimpin perang Thus di Kimrasanpadatahun 193 H.

Harun Al-Rasyid datam sejarah Islam terkenal sebagai khalifah yang
berhasil membawa kemajuan di berbagai bidang dan kescjahteraan rakyataya
dengan mewujudkdn keseimbangan pembangunan antara jasmani datt rohani.
Baghdad sebagai ibukota pemerintahan Dinasti Abbasiyah mepjadi pusat ilow
pengetahuan dan perdagangan terbesar di dunia. Kemajuan ifmu pengetahuan
tercapai karena khalifah Harun Al-Rasyid memberikan pethatian kepada
pendidikan dan kesehatan den membiayai pengembangan ilmn pengetahuzn
dalam bidang penerjemahan dan penelitian. Khalifah memberikan gaji yang
tinggi kepada ulama dan ilmuwan.

Gerskan penerjemshan dilakukan dengan menginim utusan ke
Konstantinopel untuk membawa hasil ilmish bidang filsafut, logika,
kedokteran, matematika, astrologi, musik, geografi, dan sejarah. Hasil karyn
lain dari Bahasa Assyria (behasa Persia Kuno) dam Sanskerta (bahmsa [ndia
Kuno) diterjemahkan ke dalam Bahasa Arsh (Fadhlumabman & Asscgaf,
2019). .

Salah satn kebijakan penting khalifsh Hanmn Al-Rasyid adalah
mendirikan Baitul Hikmah sebagai institusi yang fokus pada pengemhangan
ilmu pengetabuan. Tujuan pendirian Baitul Hikmah adalah untuk
mengumpulkan dan menyalin jlmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa
Areb(Irfan, 2016).

Baitul Hikmah memiliki koleksi kitsb yang lengkap. Orang-orvng
datang ke Baitul Hikmah untuk membeca, menulis, menerjemzhian, don
&diskuﬁitdﬁnngbeﬁagdwpihbalkkedokﬂm.ﬁmnmaﬁh,m
astronomi, maupun ilmu alam. Sehingga, ilawan muslim mengembangkan
iimp-imu yang diterjemahkan den mendapatkan temuan jimish yang
memberikan sumbangan baru terhadap peradaban domia(Oktaviyani, 2018).

Pada masa khiaifal Harun Al-Resyid, ada scorang tokoh cendik pandai
yang sering memberikan nasihat kebaikan pada kbalifsh yaita Abu Nawas.
Nasihai-nasihat bijak Abu Nawas disertai den gayanya yang Jucu adalsh bagisn
yangtakterpis‘ahkan(Fadhluna!unan&Asseglﬂmlﬁ

dalam bidang perdepangan. Keri :
_ Kefja sama ini mam i '
. pu menin,

f)md”gmm.m& Khalifeh Harun Al-Rasyid bisa rnendapaxlmgkmk‘lm bavonmng.‘

arang seperti sutera, parselen, dan kertas | e

Peni ; j
e 14 ot s
madern dengan mem:mfaa&‘m <t pertanian dihasilkan dari sistem irigasi
sumber irigasi. Perindustrian dj .sungaidanpem bangunan kanal ”bf:;f
Perda " "Benjot dengan membangun ‘
e K o, Pt e e o
o agang. Diversifikasi sumber pendapatan e
mcnunqu:i ::f::“(‘m karena tata kelola Baitul maal y;::eg b;z:smdensan
i “‘CFW) Yyang menjadi kepala beberapa diwan (deM)'

pertanian, emas. perak. fer negara berupa basil bumi meliputi hasit
ctgnrts kesaiatae ak, tembaga, dan besi, Ketiga, diwan M,,’"“‘?‘}“"
ssejahtcraan tentara dan kebutuhan peri _ as-slyah

Betbana i _ engkapan angkatan perang.

b ke, e b o byt Jerun Al-Rasyid melipuni pajak hasi]
) (al§ Ydan juga pajak perniagaan ( al_,Usm)‘
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Sistem permungutan hasil bumi ada tiga macam, yaitu

1. Al Muhasabah, penaksiran luss areal tansh dan jumlsh pajak yang

harus wajib dalam bentuk uang;

2. Al Muqgasaamah, penctapan jumish (persentase) dari hasil yang

didapatkan; dan

3. Al Muqaatha'ah, penetapan pajak basil bumi atas para pemilik

berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan pemilik yang
bersangkutan.

Somber pendapatan negara pada masa khalifah Harun Al-Rasyid berupa
zakst, kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah, Usyur, dan harta warisan yang fidak
memiliki ahli waris. Kbarsj merupakan pajek dari hasil pertanian dap
perkebunan. Pajak ini diperuntukkan bagi nonmuslim sebagai pengganti zakat.
Muslim diwsjibkan membayar kharaj karena telah membayar zakat. Jizyah
mesupekan pajak yang dibayarkan seorang nonmuslim kepada negara karena
negara telah memberikan perfindungan kepadanya. Dengan membayar jizyah,
seorang nonmuslim mempunyai hak dan kewajiban yang sama derigan mushm
datam kechidupan bemegara, Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan
oleh seorang muslim apabila telah mencapai jumtah tertentu (nishab). Herta
yang wajib dizakatkan mencakup hasil pertenian, perdagangan, peternakan,
dan [ain-Jain. Ghanimah adaiah harta orang kafir yang diperofeh usmat Istam
melalui jalur peperangan. Fa'i adalah harta orang kafir yang diperoleh omat
Islam tanpa melalui jalur peperangan, 'Usyur adalah bea masuk yang wajib
dibayarkan oleh setiap pedagang, baik muslim maupun nonmuslim, dengen
catatan harta tersebut bernilai 200 dirham. Apabila harta tersebut belum

benilai 200 dirham, tidak diwajibkan dibayarkan "Usyur-nya (Fadhlumahman

& Assegaf, 2019).

Sumber pengeluaran negera terdirl dasi belanja pegawai, pembiayasn
kajian iimizh dan penerjemahan buku-buku, serta befanja pertahanan dan
keamaran, (

Keuangm nogara pada masa khalifah Harun Al-Rasyid sangat baik karena
mendapat perhatian serius dan menghindari terjadinya defisit. Pendapatan
negara sangat berlimpah dan fantastis, Bin Khialdun menyebist hasii pendapatan
yang dibawa ke Baitul Maal sehanyak 7500 pikul setiap tahun stau setara

. _ : L
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dmm.?s haa pamdftcrﬁhg, befum termasuk pajak barang untuk- biji-
mbgml, paka.lm— dan sebagainya. Kekayaan negara yang besar tenty menggoda
pegawai nnmk melakukan tindak korupsi. Khalifah Haryn Al-Rasyid

mengembalikan harta asil korupsi,
83 Perbsdaan Pengefolaan Kevangan Pubik

1) Zokat i, 11 Zakot

Zoah
2) Tamf ivahdbedskan meeyt |3 Usyrrbertaku ikanily
perdaganpaniohih da5 200

3) Menghapiuspapkpadxngan |4 Gaafhaaya
uarm perd Mtungﬁﬁg

5 Ghankmay

Penpeiuran negare untuk doa ‘
Sasaram: Pengeiarannegara unbk
 Bembizyaan

1) Kepentingan Dugaved,
don S [l peind oiiriair B

2) Keperongan publik untuk a"bhhmammm dan

84 Model Keuangan Publik Islam
Islam mesjadi dasar bagi khalifah untuk mengelola keuangan pubjik

‘ meialm bain! masl agar tercapai maslaha, Islam menjadi petunjuk bagi

Islam, Penaiohm keuangan poblik dalam Islam menjadi tanggung jawab
W. beitel maal yang dibentuk oleh khalifah. Baityl maal mengelola
mubupendapmmdmbelmjanegm Snmbwpmdapembemsaldan'zakat,

. s 4, ghanir mah dan fa'i. Pengeluaran negara digonakan untuk
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' den kepentingan umum. Seluruh proaes. '
publik lﬁlﬁm bertujuan mewujudkan maslahat dalam maqashid syariah dengan

tetjaganya agama, akal, jiwa, harta, dan keturuan.

- MASLAHAT

PENDAPATAN

BAITUL MAAL

BELANJA

| KHALIFAH
iISLAM

Gambars
Modcl Keuangan Publik Islam (Sumber: dota diolah, 2019)
8.8 Relevansi Keuangan Pubifik islam bagl Indonesia .
| Pemsrimah Indonesia mempunyai kewajiban unnlkmeqye)lhuakan
rakyat sebagimans tetuang dalam pembukasn UUD 1945, Salsh satu usaba
mewujudkan ) keséjahtermadalahmelaluipmnbazwd:seguhbidanc
‘ temunya membutuhkan biays yang besar sehmg,ga pemerim:m hu:r
::Inﬁai mengelola sumber-sumber pendapatan dan be:anja negara.
pendﬁpmnnegmmdahﬁ'pajakmemﬂih?owns yan:;ﬂmptbm
thandingkan sumber yang lain, Namun, tah b . !
& Prastyaningsin, 2018). | )
Beberapa relevensi konsep keuangsn publik Islam bagt Indones
antara lain '

1. Beberapa sumber pendapatan dalam kevangan publik Islam sudah

diterapkan di Indonesia meskipun dengan pmyebnmd:st;i ﬁ
m'mny&pajakmdmmmm .
Bangunan (PBB) dan "Usyur sama dengan bea cukai;

2. Indonesia yang sedang mengalami defigit anggaran dapai mengadopsi

zakat sebagai sumber pendapatan negara mengingat potensinya yang
sangat besar(Furgan, Salahuddin, & Fahmi, 201 8, Komenkeu, 201 2),

Pejabat Indonesia harys meneladani kebijakan Khalifth Umar bin
Abdul Aziz yang sangat berhati-hati dajam menggunakan fasihiias
negara dan menerapkan anggaran Selanja untuk kepentingan negara
Yang lehih kecil dibandingkan angparan belanja untuk kepentingan
masysrakat umum dengan mempertimbangkan masiahat  (Khan,

© 2001); dan
- Keuangan Publik dalam konteks Syariat Islara menjadi bagian yang tak

terpisabkan dalam kehidupan manusia dajam bermuamnalah yang kelak
akan dipertanggungjawabkar kepada Allah (Jaelani, 201 5). Sehingga,
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {APBN) harus
menghindari praktik-praktik kolusi dan korupsi yang hanya

. Mmenguntungkan pihak-pihak tertentu,
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B A B MODEL STRUKTUR ANGGARA
KEUANGAN PUBLIK ISLAM

8.1 Sistem Penganggeran Negara

Anggaran merupakan unsur yang sangat vital bagi sebuah negara.
Negara akan mampu metjalankan roda pemerintahannya jika memiliki
anggaran yang cukup. Ketiadaan anggaran menyebabkan kegagalan negara
mmjalmkmpcnndanﬁmgsimr&mehsebabim.negamharusbempaya
semaksimal mungkin menghimpun anggaren dari berbagai sumber yang
dimiliki, Delam perspektif Islam, negara memiiiki kewajiban memenuhi
kebutuhan hidup minimum untnk setiap warga negaranya, memerangi
ketidakadilan, dan menjalankan pembengunan yang berkelanjwtan (Huda &
dkk, 2019). Dalam sebush sister ckonomi islami, negara dituntut menciptakan
sistem pengelolsan anggaran negam yang sesuai dengen prinsip~prinsip Islam,
Negara harus mampu merancang pendapatan negara darl sumber yang halal
dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Intrumen yang biasa digunakan
sebagai sumber pendapatan negara adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, rikazh,
jizyah, kimus, fay, kharej, ‘usyr, dan pajak. Sumber pendapatan yang
bersumber dari selain yang telah disebutkan disebut sumber pendapatan
tradisional (Iqbal & Mirakhor, 2004). Seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknotogi, praktik-praktik ekonomi islam telah demikian jauh
berkembang, temtama pada sektor keuangan. Oleh karenanya, dalam rangka
memaksimalkan pendapatan, negara dapat mengembangkan teknik
penerimaan pendapatan negara melalui inovasi produk keuangan lainnya
misalnya sukuk (surat ulang negara). Sukuk menjadi alternatifkebijakan dalam
rangks memenuhi kekurangan pendapatan negara. Namun demikian,
penerbitan surat utang adalah alternatif ferakhir kerena negara lebih ditekankan
untuk memaksimalkan pendapatan dari sumber pendapatan tradisional. Dari
sisi pengeluaran, negara juga harus mampu merencanakan pengaunaan
anggaran pendapatan negara secara efektif dan cfisien. Negara harus menyusun
prioritas kebutuhan anggaran. Anggaran hargs diarahkan dalam rangka
menciptakan kesejahteraan masyarakat, memastikan keadilan distribysi
pendapatan, melahiskan berbagai lepangan pekerjaan, menjamin kesehatan - .
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8.3 Anggaran berbasig kinerja dalam perspekt¥f Islam

Anggmnnbcﬁmsisldneljamempakansumuperencanaananggmn
yang mengatur pengalokasian semua sumberdaya, baik sumberdays
manusia maupun semberdaya material lainnya, secara efektif dan efisien
demi mencapai tujuan Dégara. Anggaran berbasis kinerja ini menjadi

bagi segensp warga negars, menyelenggarakan pendidikan yang
berkualitas, serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
| 92 Prinsip-prinsip Penganggaran dalam Islam

Islam mengajarken
Datam proses penyusunan anggaran negara, . »
beberapa prinsip yang harus ditaati oleh setiap pengambil keputusan. Prinsip

menyusunan anggaran dalam ekonomi islam adaleh sebagai berikut:
a. Sesual dengan prinsip syariat .
\ ji kelola keuangan negara dengan haik
Negara wajib melaksanakan tata 2 n
milgai' dari proses penghimpunan pendgpatm dan alokl.as: belanje m
Seluruh proses tata kelola keuangan ini wapb memamm. mkmumm
Negara wajib memprioritaskan anmran negara _ ?
dakwahke istam, amer ot munkar, penegakan keadilan, administrasi
i ma'rufnahi , pen a -
publik, serta kepentingan sosial lainnya yang tidak dapst discdiskan
b. Menghindarl utang dan pajak yang membeorstkan ‘
P b, amggares megors, N M:m
dalam memenuhi kebutuhan anggaran negara. Negara g b
sclama selurvh mmbetpenmmneipmtehhm \-Qasim,
(2009) berpendapat bahwa negara juge tidak diperkenankan m:km
membebani rakyat dengan berbagai pajak yang memberatken. Pajak s
tinggi akan menimbulkan disinsentif di kalengan masyarskat yaog
mempengaruhi tingkat produksi dan menggannggu mekanisme pasar.
¢. Prinsip sfektif dan efisien dalam penggunaan anuau‘n
Negare wajib mmggmakmdaifggaran mar:aucf;kufdm efisien. Dalem
i um Islam, negara dilarang boros . enghmhmhmhmhn_ hamb k
wunmkhuk pengeluaran yeng tidak menjadi prioritas. Negara wajib
nmyustm skala prioritas kebutuhan dan nmyeamikmnyll - r damm
kebotuhan masyarakst, Negara wajib memprioritaskan mmm .
kebutuhan masyars e Tl -
' dengan memberikan subsidi bagi warga negara yang kurang ;:nw
mengalokasthn anggaran untuk menjaga stabilitas mgm mvmmi.
yang mendulung produksi dan industri negara(Huda & dids, 2019).

ian dari pola penganggaran yang sekaligus merupakan upaya
pemerintah untuk melakukan evaluasi atas setiap penggunaan anggaran
begare. Tidak hanya itu, pola Penganggaran ini kemudian diukur dan
dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar dampak atau keberhasilanaya
dalam menciptakan output dan outcome yang direncanakan. Anggaran
berbasis kinerja menjadi salah satv cara pemerintah

mempertanggungjawabken penggunaan keuangan negara kepada
masymkat(Jaelalﬁ.EOISb).

Negera memiliki kedudukan sangat penting dalam keuangan
hegara Isiam. Negare memiliki visi mulia untik menjamin tercapainya
tujuan syariat (al-maqashid al- syati'ah). Oleh sebab ity, negara harus
mempy melakukan pengeloiaan keuangan secara benar sesuai dengan
tujuan-tujuan syariat. Pengelolaan keuangan tersebut diimplementastkan
dalam bentuk kebijakan yang membawa maslahat bagi kehidupan umat
manusia(Jaelani, 2018b),

Dalem melakukan pengelolaan keuvangan negera islam,
pemerintah harus memperhatian asas-asas atau prinsip-prinsip tata kelola

égare yang baik (Good Country Governance), Jaelan; (2018)
mmyobukanadalimprinsipdalunpengelolaankemngannegﬁmz
1. Prinsip transparansi den akuntabilitas
- Transparansi  ditunjukkan dengan keterbukaan informas;
sebagai bentuk pertnggungjawaban negara kepada masyarsakat,
Melaui prinsip ini, masyarakat dapat mengakses informasi tentang
penggunaan kevangan negara dan memastikan apakah anggaran yang
digunakan telah berorieatasi pada kemanfaatan (kemaglahatan) bag;
rakyat. Transparansi ini wajib dihadirkan oleh negara sebagai sarana
mempﬁ'Mqungjawabkmpengeiolamkeuangmnegam .
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2. Prinelp disiplin . |
Disiplin mencakup banyak hll yang terdiri dari pemllcal:l:;
ganggaran, dan pensﬂnkasmfl _kenangm m Mﬂesnm it
ll')::mbuat- seperangkat mekanimme yang - pros
P e e vk, Negn han
cermat, efektif dan efisien, serta tepal ol e tidah

menghindari penggunaan anggaran t;::k .
miembawa manfaat sehingge menimbu pemborosan keuangan

3. Prinispkeadilan

4. Prinsip ofisiensidan sfektivites | N e
dan efisien. Setisp peaggynaan m:;:zl negaa w‘. ‘
keuangan negara harus dim pada pum:
terakur, Negara wajib. memastikan m negaTa Scoark

efektif, dalam artian tepat sasaran, dan . bermakna sesual
dengan capaian atau output yang telah direncanakan

§. Prinsip kebljakan anggaran ‘ »
Terdapat berbagai model kﬁbljﬂk?ﬂ kwangm DeRAD,

saturiye adalah yang dite_rapkm :ﬁ Indonwayzkehqﬁmmm mmsw

deﬁsitModelixﬁfbu-artxpengeumncm - = ‘lmi’

dibandingkan dengan pemasukanmya. Kebijakan bertujuan

X ey gor ini,
iy skema utang untuk defisst
menggunakan menutop anggalen yang

BAB (X MODEL STRUKTUR ANGGARAN KEUANGAN PLELI 1Y

Kebijakan anggaren defisit dinilai tidek sesuai dengan prinsip
keuangan Islam, Dalap se¢jarehnya, kebijakan keuangan Islam lebih
menekankan pada kebijakan anggaran berimbang di mana negara
mengalokasikan besarnya pengeluaran yang disesuaikan ‘dengan
besarnya .

94 Tata Kelola Keuangan Negara istam

Tata kelola kevangan negara Islam memiliki corak dan kekhasan
tersendiri jika dibandingkan dengan sistemn tata kelola keuangan negars-
negara lain. Ghozali (2018) membagi penerimaan negara ke dalam dua
model yaitu penerimaan rutin dap tidak rutin, Penerimaan rutin negara
terdiri atas zakat, jizyah, kharaj, usyr, infak dan sedekah. Penerimaan tidak
rutinterdiri atas ghanimah, fii, dan harta yangtidak ada pewarisnya.

Dalam sejarah Istam, Rasulullah s8W. dan para sahabat telah
memberikan contoh bagaimana negara melakukan pengelolaan keuangan.
Islam telah mengajarkan bagaimana negara mengelola kevangan dengan
menghadirkan prinsip-prinsip maslahat, sederhana, transparan, akuntabel,
responsif, independen, hati-hati, dan adil, Rasululiah saw. dan para sahabat
memberikan contoh bagnimana menggunakan anggeran negara dan
memprioritaskannya untuk kemaslahatan sosial. Anggeran negara
dialokasikan untuk Program kesejehteraan rakyat, pendidikan, gaji
pegawai, pertahanan tiliter, serta pembangunan infrastruktur (Noviyanti,
2016).

Bagaimans tata kelola kevangan Isiam yang baik seharusnya
dijalankan? Tata kelofa pada dasarnya adalah aktivitas merencanakan
penghimpunan dan pendistribusiag keuangan negara secara baik, Ketangan
negara digunakan untk membiayal keperluan hidup rakyatnya.
Pengelolaan keuangan Isiam harys diarahkan dalam pencapaian tujuan -
Syeriat yang meliputi melindungi agama (hifzh al Din), melindungi jiwa
(hifzh al Nafs), melindungi akal (hifzh al Aql), melindungi keturunan (hifzh
&l Nasl), dan melindungi harte (hifzh al Maal). Kebijakan penganggaran
(pengeluaran) negare ditetapkan dengan. mengacy pada tjuan syariar
tersebut  (Noviyanti, 2016). Di Indonesia, sasaran anggaran publik
divtamakan untuk menciptakan kemaslehatan umat, Kebijakan
pengeluaran enggaran perly dilfhat sébagai sarana menjaga akidah umat
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. (dari pemurtadan), menjaga pemeliharaan jiwa (dari kasus busung
lapar dan penyakit), menjaga akal pikiran dengan memberikan pendidiken
umum dan keislaman, mendorong pernikahen dan mencegah perzinahan,
serta mendorong pengeluaran zakat bagi kaum muslimin(Jactani, 2014).

9.5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanjalstami

A. Unsur-Unsur penerimaan
Dalam kitab al-Amwal karya Abu Yusuf, dijelaskan bagaimana negara
awal negara Islam, harta dan keuangan umat
islam diperoleh dari harta rampasan perang yang dikenal dengan istilah
ghanimah. Dalam perkembangannyd, penerimaan negara tidak hanya schatas
pada ghanimah namun sudah bertambah hingga tanah taklukan perang
(kharaj), pajak yang dikenakan kepada para pedagang muslim maupun
nonmuslim (usyr), da harta yang didapat dari dalam perut bumi (khums).
Sementara ity, Huda & dkk (2019) mengklasifikasikan penerimaan
keuangan negara ke dalam tiga kategori, yaltu penerimaan negera yang berasal
dari kalangan muslim, nonmuslim, dan peperimaan dari sumber lainnys.
Sumber keuangan negara dari kalangan mushim
amwal, fadhal, nawaib, infak
dari nonmustim adalah jizyah,
lainnya bersumber dari ghanimah, fay, uang tebusan, hibah

pinjeman.
8. Unsur-unsur pengeluaran

memperoleh pemasukan. Pada

sumber-sumber penerimaannya.
uaikan dengan

yang terdiri dari delapan

pengeluaran untuk anggaran yan
keperiuan pembiayan pembangunan
yang meliputi kesejahteraan sosi

pertahanan dan kearnanan, dakwah Islam, dan lain-1ain.

Muhammad Nejatullah Siddiqi mengutgkapkan bahwa berkaitan

dcngankebijaknnkwangmpublik, dalara halini kebijakan pengeluaran

terdiri atas zakat, usyr, wakaf,
dan sedckah. Penerimaan negara yang berasal

kharj dan usyr. Sedangkan, penierimaan negara
dari negara lain, dan

Unsur-uinsur pengeluaran anggaran negara Islam disesuaikan dengan
Jika penerimaan bersumber dari zakat,

pendistribusiannya dises ketentuan yang ada dalam Alquran
asnaf, Delapan asnaf tersebut meliputi fakir, miskin,

amil, mualef, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan,
g diperoleh dari selain zakat dipakai untuk
negara dan kepentingan umat lainnya
al, pendidikan dan penelitian, infrastruktur,

kehendak rakcyu i i
melaivi mekanmesymvo(Rahmm 2013).

Islam mengajarkan
Régara pada dasarnya adalah milik rakyat,
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9.6 Studi Kasus Keuangan Publik df Brunel Danmssalam
- Brunei Darussalam, negara dengan kondisi mmmgmm
kekayaan alam terutame minyak bumi yang melimpeh, mau:s@ancgmwm
. R KoUAGA ORGATS.
‘untuk menjadi contoh pengeloian . .
mengewpat lola kekeyaan yang dimiliki dengan kebijakan .pemem. m
dipimpin oleh secrang sulian yang mc:_iggnnaka;;lisllnam seb:fmsdasarm negars
tebis dikeval dengan istlah MIB (Moleyu Iskam Bersjs). Sultan Brunel
mmhﬁ memimpin bernama Sultan Hassanal Bolkiah. Kd:;“fm
stiltan didasarkan pada ajaran Islam. Berbsgai kebijakan ckonomi {slam

ww:msmmxzmmmu

diberiakukan di antaranya adalah mendirikan bank Islam bernama
Tabung Amanah [slam Brunei (TAIB) untuk menghindarkan masyarakat dari
bunga atau riba. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk
mengharamkan peredaran seluruh komoditss yang diharamakan dalam isiam,
Brunei telah menjelma menjadi negara dengan perdapatan tertinggi di kawasar
Asia Tenggara(Sari & Herawati, 2018). :

Hingga tahun 1984, Brunei Darussalam memanfaatkan hasil minyak
bumi dan gas sebagai penopang utama perekonomian. Brunei Darussalam
mulai berusaha mengurangi ketergantungannya terhadap sektor gas dan
minyak bumi. Berbegai kebijakan ekonomi difokuskan untuk mendiversifikasi
ekonomi pada bidang perdegangan dan jasa, Pada tahun 1990, pemerintah
Brunei Darussalam tslah mendiriken baitul maal sebagai institusi negara yang
mengelola kekayaan negara untuk rakyat. Baitul maal berfungsi scbagai
lembaga negare yang diberikan kewenangan mengelola harta negara untuk
kesejahteraan rakyat(Abdul Malik, 2016).

Meskipun demikian, pemetintah Brunei Daryssalam tetap menerapkan
kebijakan zakat. Zakat tetep menjadi salah satu sumber keuangan negara,
Penggunaan dana zakat telah sesua; dengan ketentuan syariat yeng dilakukan
sepenubnya melalui mekanisme yang telah ditentukan oich pemerintah,
Sebagian besar zakat dipakai untuk pemenuhan kebutuhan daser rakyat Brunei
Darussalam seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, Pemerintah Bronej
Darussalam mengambi]l kebijakan untuk tidak berutang (Sari & Herawati,
2018),

Dalam rangka menetapkan arah pembangunan nasional, pemetintah
Brunei Darugsalem menyusun Rancangan Kemajuan Negara (RKN).
Kebijakan ini telah diterapkan sejak 1985. RKN berisi rencana pembangungn
negare dalam kurun waktu ima tahunan, Dalam RKN, pemerintah
menitikberatkan pembengunan pads induseri pangan rakyat dan program
ketergantungan dari gas dan minyak bumi, Dajam RKN, didapati bahwa
pemerintah telah merencanakan 500 proyek pembangunan kesejahternan
rakyat dengan total anggaran mencapaj BND 3.700 juta. Dalam RKN, tertisang
kebijakan strategis pemerintah yaity maksimalisasi keuvangan negara untuk
sektor produktif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dart kemajuan
perindustrian lokal, '
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Dalam hal pelayanan sosial, pemerintah Brunei Darussalam
mengalokasikan anggaren mencapai 29% dari total keuangan negara. Sekitar
20% digunakan untuk mengurusi kebutuhan umum. Untuk keperjuan
transportasi dan perhubungan, pemerintah mengalokasikan 11%. Sedangkan
untuk keamsnan, fazilitas umum, urusan perusahaan dan perdagangan, serta
untuk lain-lain, masing-masing 10%. Negara Brunei Darussalam juga
mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengembengan agama Islam.
Pendanaan ini meliputi pembuatan sekolah agame, pendirian masjid, dan
kegiatan dakwah terhadap masyarakat nonmuslim(Sari, 2018).

97 Telaah atas Kebijakan Keuangan Publik di indonesia

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2014 telah menetapkan
Rencana Pembanguan Jangka Menengzh Nsional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Dalam RPJMN, visi pembangunan nasional adalab “Yerwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”™.
Selanjutnya, setiap tahun pemerintah menjabarksn RPIMN ke dalam program
kerja yang dituangkan dalem Rencana Kegja Pemerintsh (RKP). RKP tahun
2019 bertema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Melalui program Nawacita, pemerintah telah menetapkan tiga dimensi
prioritas pembangunan nasional, yaitn dimensi pembangunan manusia
Indonesia, dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas, dan
ditnensi pemerataan dan kewilayahan, APBN tahun 2019 disusun depgan tema
“Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan (Investasi)

-Sumber Daya Manusia.”

Melalui UU RI No. 17 Tahun 2003 teatang keuangan negara, Undang-
undang perbendaharan negara dan Undsng-undang tentang Perencanaan
. Pembangunan Nasional menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan
keuangan negara Indonesia. Tidak hanya ito, teta kelola keuangan negara
difokuskan menuju praktik keuangan berstandar internasional. Jaelani (2018)
berpendapat bahwa praktik tata kelola keuangan publik di Indonesia sudah
menanjukkan kemajuan yang cukup berarti, Meskipun demikian, masth
terdapat beberapa kekurangan terutama datam aspek perencanaan anggaan
dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dem pelsporan, serta akuntabilitas
ekseternal. Jaelani (2018) menjelaskan setidaknya terdapat tiga faktor

penyebab berbagai keterbatasan pengelolaan keuangan publik di Indonesia,

usm;mﬂ&mmm@‘mm”. P -

:1::::,- bi:l:na;:ga h:;nylapan anggaran, impementasi anggaran yang tidek
_ batan dalam implementasi perencanaan yang telah

o) ;nmim lasz:nlgka.menyelmk?n berbagai persoalan tersebut, Jaelani
meﬁmj e setidaknya ada tiga kebijakan yang dapat diiakukan oieh
o yal's pencrapan pendekatan penganggaran dengan perspektif
pmm_ menengah, mzegriasf anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dan
pener i}:m; ]a:gg:mn berbasns kxzx_:erja. Dari ketiga kebijekan tersebut, anggaran
berba etj r.ngnjadn kebijakan yang dapat diandalkan dalam rangka
ciptakan efektlyitas anggaran, Halini sebagaimana UUNo, 17 Tahun 2003
:::is mengamanatkan pemerintah untuk menerapakan si;tem an
is kinerja (performance based budgeting). =

Adapun anggaran sistem berbasis kiner: |
' sis kinerja merupakan sistem
mcg:nggaran. {/&ng. ~beronemmi pada output yang dikaitkan dengan
pa{a:? \’.lSl misi dan rencana strategis pembangunan nasional
sKamktmn be;:st:k Sistem anggaran berbasis kinerja adalah pengalokasian anggaran .
( . )fa yang me.]ekat pada program bukan pada unit pelaksana anggaran
oorgaz‘nsafn}. Ex:alfxam ouput dilakukan melalui pengukuran indikator kiperja
rganisasi, Ltab:h‘ Jauh, dalam sistem anggaran berbasjs kinerja, biaya dcngl:n
m ;rgamsasr d:lelfafkan sebagai bagian yang terintegrasi. Tujuannya
- engukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini
. .
- memkanmeh m:lsz;t aur:kn:ltc dzp;tmcn;alar% prinsip akuntabilitas kareng
oo b ol pada akhirnya adalah output dari suaty proses
Permer;
pongelo a:;n:nntah telah berupaya untuk menjalankan prinsip-prinsip
dﬂ‘hatcuan-gm z!eg.a.ra yang baik (Good Comorate Governane). Hal ini
a](dapatmbi ': dan. .pn.nslp-prinsip yang meliputi (1) transparansi dan
: untabilitas; f2) disiplin: asas efisiensi, tepat gunia, tepat wakmy, dan dapat
ﬁzﬂmggm%mbkm (3) keadilan; (4) efisiensi dan efektivitag; dan &)
kel_l yang disusun berdasarkan pada deficit budgeting, Selain itu, sistem
angan ncgara yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja
menyebabkan susunan anggaran yang lebih informatif. Hal ini disebebkan
karena beberapa hal yang meliputi :
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{1] Sasaranyang diharapkan menurut fungsi belanja;

[2} Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biayad satuan
komponen kegiatan yang bersangkutan; dan

3] Bagian pendapatan kevangsn negara yang membiayai
admyirgstrasi wmum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan
belanja modal/pembangunan.

Daltars konteks pengelolaan keuangan publik Islam, sistem anggaran
yang disusue pemnerintah perlu memasukkan kriteria lain, yaitn anggaran harus
diarahkanr untuk mencapai tujuan syariat (al-maqashid al-syari‘ah). Dalam
konteks yang leibh modem, hal ini dapat dimasukkan dalam pengategorian
kebutuhan primer (dharuriyat), sekunder (bajiyat) dan tersier (tahsiniyat).
Sedangkan, tojuan syariat yang harus dilindungi oleh pemerintah mencakup
pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), akel ('aql), keturunan (nasl), dan harta
(maal)(Faclani, 2018). | '

AlMavesndi memberikan suatn pandangan bahwa dalam pengelolaan
keuangmm publik Islan, pemerintah scbagai kuasa pengguna anggaran harus
mempethatikan beberapa hal, yaitu (1) Keuangan negara yang meliputi
pencrimaan dan pengelvaran harus diadministrasikan secara baik. Setiap
penerimaan dicatat sesuai dengan pos-pos secara ferpisah sesuai dengan
sumbernya, dan dibelanjakan sesuai dengan pos yang telah direncanakan; dan
(2) Sistem administasi keuangan dilakukan dengan sistern federalisme
keuangan dimana penerimaan dicatat dan dibelanjakan oleh setiap provinsi.
Pendapatan dari masing-masing provinsi digunaken wnituk memenuhi
perbiayasn provinsi tersebut. Jika pembiayaan lokal tersebut {ebih kecil dari
pendapatan Jokal, gubernur mengirimkan sisanya ke keuangan pusat. Di sist
Iain, jika pembiaysan melampaui perdapatan, kelebihan dari provinsi lain atau
keuangan pusat dialihkan untuk memenvhi kekurangan di provinsi tersebut.
Tahet 1 dan tzbel 2 di bawah ini akan menjabarkan telagh kritis terhadap sistem
RAPBN tahnn 2019 serts peraturan dan undang-undang yang menjadijandasan
daiam pengelotzam kevangan publik.
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Tabel 9. 2
Daftar Poraturan Tentang Pengelolaan Keunngan Negare
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10.1 Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

ek Dalam syariat Islam, pcrilal;u riswah atan Suap-menyuap merupakan
; " uh y-ang sangat tercela. Islam Sangat menjunjung tinggi dan
e o o
Proses yang baik. Islam sangat te -
= aik 2as melarang sy
m :y;::p dan melaknat Penyuap, penerima suap, Mmaupun pemntamnya.gSu;p-‘l@)-
yuap merupakan penyebab kezaliman dan kerusakan pada tatanan

AL Yt 05 e G R L 3,1, P50 iyl 1 s
"Daﬂ o
jargm.wbqu‘m kamu memakan harta bagian ;

diantara kam dengam jalan yang batkil dan jangw:; mM’Z’;’ﬁiﬁZ’

ummmwmmwamm sebagian
memakan i
dar{pad«hvmbmormglaindmganjalmdma,padabalhmm

mengambil harta orang lain dengan cara i

2 ¢ yang bathil dan hukumnya adalah
hamm: Suap atau riswah adalsh kata lain dar; korupsi pada zaman kaman ini
(Amelia, 2010), | " -

10.1.1 Pengartian Korupei

N Dilihat dari prespektif hukum, definisi korupsi telah dijalaskan dalam
p;tsal dalam UU No.31 tabnn 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001, Berdasarkan
pasal-pasal tersebut, korupsi diramuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana
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: korupsi. Ke 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya bisa
dikelompokkan menjadi
1. Kerugiankeuvangan negara,
- pasal2
- pasal3
2. Suap-menyuap,
- Pasal5ayat(1)huruf
- Pasal Sayat(1)hurufb
- Pasall3
- PasalSayat(Z)
- Pasal 12 hurufadanburufb
- 13!
- gﬁﬁayat(l)hmlfadmhurufb
- Pasal6ayat(2)
- Pasal 12 hurufedanhursfd
3. Penggelapan dalam jabatan,
- Pasal®
- Pasal9
- Pasal 10hurufa,bdanc
4, Pemerasan, |
- Pasal 12hurufe, gdanf
uatan curang,
i f,em,l’as¢tl‘lttyat{l')hurufl,b,c.u:land
- Pasai 7 aynt(2)
-] 12 hurufh
6. Bﬁkemwmmm
- Pasal 12 burefi
7. Gratifikasi, |
- Pasal 12Bjo.Pasal 12C -
Kegiatan yang dilakukan untuk memperkeya di.ril sendiri m
kebmpokmm' di mana kegiatan tersebut merupakan pelanggaran o ko

pidans korupsi. Daci sudut pandang hukum, unsurnsur dalam kejehatan

tindak pidana korupsi mencakup

mx&mmmmmmmu

a. Menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan yang dimiliki untuk
memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada;

b. Bertujuan untuk memperkaya diri pribadi, kelompok, orang lain, atau
korporasi terténtu; dan

C. Memobawa dampak kerugisn terhadap kevanusn negars atau
perekonomian negara.

Contoh tindak pidana korupsi yang lazim kita temu; di sekitar kita
meliputi pemberian dan penerimaan hadiah {penyuapan), pemerasan dalam
jabatan; penggelapan dana peogadaan burangfjasa, gratifikesi, dan lain
sebagianva. Dalam arti yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang
diupayakan dalam rangka memperkaya ciri sendiri, keluarga, golongan
maupun ketompok tertento, Umumnya, kegiatan memeperkava dirf sendiri ini
menggunakan jabatan ataupun kekuasaannya. di mana orang tersebut menjabat
di suatu perusahaaan yang dapat berupa perusahaan swasta, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN}), maupun pemerintahan.(Nugroho AG, 2007).

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas,
masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi. Jenis
tindakan pidana Jain tertuang pada pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab I UU No, 31
Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi,

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengen tindak pidana korupsi terdiri
atas

1) Merintangi proses perkara korupsi, pasal 21;

2) Tidak memberikan keterangan atan memeberikan keterangan yang
tidek benar, pasal 22jo. Pasal 28;
22 jo. Pesal 29;

4) Saksi atau ahl; yang tidak memberikan keterangan atau memberikan
keterangan palsu, pasal 22 jo. Pasal 35;

5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan
ataumemberikan keterangan palsu, pasal 22 jo. Pasal 36; dan

6) Saksi yang membuka identitas pelapor, pasat 24 Jo. Pesal 31 (Komisi
Pemberantasan Korupsi:2006)

Y
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10.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Dulam pasal 2 ayat (I} UU No.3 tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi, disebutkan bahwa “setiap orang yang melawan hukum, melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negam atau perekonomian Negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat)
tabun dan paling [ama 20 {dua puiuh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000 (du ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu
milyar rupiah).”

' Sedangkan, Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa
“dalam hal tindak pidana korupsi sebegaimana dimaksud dalam ayat {2)
dilakukan dalam keadasn tertentn, pidana mati dapat dijatubkan. Yang
- dapat dijadiken alasan pemberatan pidanz tersebut dilakukan terhadap dama
yang diperuntukan bagi penangpulangam keadasn bahaya, bencanz alam
- pasional, penanggulangan akibat kerusvhan sosial yang meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan monetes, dan pengitlangan tindak pidana
korupsi”. .

Dalam tindak pidana korupsi terdapat 3 unsur yang meliputi:
1. Manusia, pada UUNo. 31 tabun 1999 pasal 1 ayat 1 : Setiap orang
atau perorangan disini diartikan juga korporasi atau kumpulan orang
yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak.
2. Tindakan melawan hukom, batas berlakunya aturan pidana pada

perundang-undangan pasal ] ayat | yang menyatakan perbuatan tidak

- dapat dipidana hanya jika berdasarkan kekuatan pidana yang ada,
3. Tindakas, tindakan yang dilakukan oleh diri pribadi maupun
kelompok atau suatu korporasi dalam menyalahgunakan kewenangan,
paling singkat 1(satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 1.000.000.000
(satu Milyar Rupiah) da paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
‘rupiah},

mx-mmmmm&wmm“mm“ -

1013  Pelaku Tindak Pidana Korups)

Mefmmt’KBBI-,_pelakuadalab orang yang melakukan suatu perbuatan
Jodi, dapat dikatakan balwa orang yang melakukan rangkaian
perhustafz korupsi dapat dikenaken hukuman pidana kerena dia adalah
(;p;:aku. :un:ak pidm;;a korupsi. Macam-macam pelaku yang dapat
cual hukuman pidana dapat dilihat pada pasal 55 KUBP dan iuem
pasa]S§Kl_H:IP'yangberbtmyi_: el
1. Pasal 56 KUHP
Dipidanasebagaj.pelakusuatuperbuatanpidana:

a Mezeknynngmelaknkan, yang menyuruh mefakukan |
serta melakukan perbuatai;, - Gyt
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuaty, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atay martabat, dengan kekerasan,
mammmu mgmmm@mmmbﬁkmmpamm
o o nganjurkan orang lain supaya
c. Tethadappmgunﬁn‘hanyaperbuatau ngaja ianj
: oreuur, hanya perbuatan yang sengaje yang dianjutkan
sapymg&pmin&m@mbwerﬁakibat-akibamya. ’
2. Pasal56 KUHP,
mamembm bantubm;npada waktu kejahatan dilakukan, Mereluyf:;
dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau ketersngan unfuk
o Pad? ketentuan Pasal 55 KUMP disebutkan Perbuatan pidana, jadi
1; kq&mn maupun pelanggaran, yang mendapatkan hukuman
sebagai orang yang melakukan dapat dibagi menjadi empat, yaity
& Pleger |
Pelsku seorang diri melakuken segafa elemen dalem kegiatan pidana
b Doenplegen
Dalflm mclakuknn tindak pidana, pelaku tidak sendirian, minimal
aMZm_gymgmﬂiMLamummymuh:mnglainmelah&m )

_—
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tetapi nantinyadig akan dihukum metakukannya sendiri.

¢. Medpleger
Turut melakukan dalam arti kata bersame-sama melakukan,
setidaknya ada dua orang, pleger dan medpleger. Kedua orang
tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan elemen dari
peristiwa pidana, Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan
saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk
medpleger, akan tetapi dihukurn sebagai medeplichtige.

d. Uitlokker
Orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain untuk melakukan
suatu perbustan dan membujuknya harus memakai salah satu dari
jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak
boleh memakai jalan fain”

- Sedangkan, pada pasal 56 KUHP dijelaskan bahwa seseorang adalah
medeplichtig jika Ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu sebelum
kejahatan ito dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu
dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat
dikenakan Pasal 480 atau Pesal 221 KUHP, Elemen sengaja harus ada, sehingga
orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan
kesempatan, daya upay atau keterangan ity, jika niatnya itu timbul dari orang
yang theinberi bantuan sendiri, maka orang ity melakukan uitlokking. Bantuan
yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi

sifatnya harus hanya membantu sajs, tidak boleh demikian besarnya, sehingga
orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana. Sebab,
jikademikian, hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.
10.2 Faktor-Faktor Penysbah Meningkatnya Korupsl ¢l Indonesia
Setiap orang berbeda dalam melakukan tujuan dan niatannya, ada yang
niatnya baik ada pula yang buruk. Sebagian orang ingin mempunyai kekayzan
yang besar dan tidak peduli apakah care yeng diambil. berpotensi merugikan
orang lain. Dalam perkembangan teknologi, cara-cara memperkaya diri senditi
dengan korupsi semakin beragam, Ketika sudah dibadapkan pada meja hijau
peisidangan; para koruptor hanya akan. berpendapat bahwa tuntutan hidup
yangtmgg:manaksumaekamelah:kan tindak korupsi. Adapulayang

mx-mmmmmmmmm

beranggapan penghasilan mercka hidup
. . ; terialu kecil dan kebutuhap hi
yangbesarymgndakbmmlkupidmganpenﬂmsﬂanmbut |
] Klitgaar Hamzah,. mg ahli hukum bidang korupsi, menyatzkan
balrw Jmpcmyvebabak mbl:cmzpsl adalah “deskresi pegawai yang tertaly beaar,
rmdahndi - u:h i m.pnbhlf, lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai yang
berada o wah ket‘mtuhan hidup, kemiskinan, dan moral atau disiplin yang
iefendai-n. : samping itu, sifat komsumtif, pengawasan dalam organisasi yang
1 mah,n es;:mpamn yanig tet"sedig hilangnya pengawssan pihak eksternal,
meanah yal embaga_ legislatif, budaya memberi upeti, permisif atan serba
emperbolehkan, tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan
lmkum. m;m beberapz: faktor munculnya tidak pidana korupsi
(Suhandxi : .m, 2011). Sedangkan, menurut Hham Gunawan {1990)
konupsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti berikut: ,
a) ketiadaan atav kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci
yang mampu memberikan itham dan mempengaruhi tingkah laku yan
mengurangi ktsmpatxnunnmmelakukankompsi; ‘g
b) Lemabnyasjaren agama dan etika;
¢) Pengaruh kolonial atau pemerintah asi
: P asing yang tidak menggugah
kesetisan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
d} Faktor pendidikan yang lemah;
~ ¢) Kemiskinan;
f) Hukumanyangringan;
%) Kmmgnyalinghmgmymgantikompsi;
!1)) IS::lukturpemmntahan yang lemah;
i bzhan radikal i
N yang membuat korupsi muncul sebagai penyakit
3 Kondisi masyarakat yang meyakini b arups
e mey k 1 dalam birokrasi -
103 Contoh Kasus Korupsi yang Marak di indonesia
Di . .
- era sekarang, era mfmmas:. . yang ditandai dengan runtulin ya orde
pemhahm.dm tatanan sosial, polnik,_ dan demokrasi di Indonesia yang
ditandai ganﬂdnnyaUUNomn.']hhmm,scmakinmemmkan
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oo sistemn desentralisasi di Indonesis. Berdasarkan UU tersebut,
pemilihan kepala daerah sekarang langsung dipilih oleh masyarakat bukan oleh
parlemen. Setelah diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004, frekuensi pitkada
Indouesia sejak tahun 2005-2016 tertinggi di dunia dan tidak ada negara yang
mampu menandinginya, yakni diselenggarakan sebanyak 1300 kali. Tahun
2017 disclenggarakan pilkada serentak di 101 daerah (Kompas, 4 Oktober
2016). '
Pelaksanaan pilkada secara langsung ini memunculkan fenomena kian
merebaknya korupsi di daerah. Biaya politik dalam pilkada sangatlah besar.

Indonesia Cormruption Watch (JICW) menemukan bahwa sektor keuangan
daemh menjadi penyumbang potensi kerugian negara terbesar akibat kasus

korupsi yang terjadi dalam semester pertama tahun 2010, sekitar Rp. 596,23
milyar dari totai Rp. 1.2 Triliun kerugian negara akibat korupsi (Tempo, 23
November2010). _
Bigya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah yang
akan maji cukop besar. Biayatersebut meliputi
1. Biaya pembelian “perahu” yang berarti mahar yang harus disetorkan oleh
calon kepada partai pengusungnya, Mahat politik yang nominalnya tidak
sedikit ini (ratysan jutz hingga milyaran) biasanya dipergunakan umtuk
dana operasional partai dalam rangka pemenangan calon yang diusung;
2. Biayasurvei dankonsultan politik. Survei elektabilitas calon kepata daerah
- adalah suatu tren penting sckarang ini dan dijadikan senjata ampuh dalam
kampariye¢ calon, Sebagai contoh, Walikota Makasar [lham Arief
Sirajuddin mengaku menyewa lembaga survei Indonesia (LSI) untuk
menggelar sirvei sebanyak 3-4 kali dengan nilai total Rp. 1 milyar. Jasa
tarif konsultsp berkisar 500-800 juta rupiah untuk jasa strategi komunikasi
dan seran untuk meningkatkan citra kandidat Ini termasuk paket
pembuatin slogan, penentuan foto, hingga warna khas yang akan diusung
{Hollyson & Sri Sundari, 2015);

3, Biaya kampanye terbuka dan tertutup. Kampanye bermanfaat untuk
meningkatkan elektabilitas dan menunjukkan bahwa calon pemimpin
daerah mempunysi dukungan yang banyak dari masyarakat. Hadirya jasa
‘pengershan iassa merupakan fenomena yang muncul unfuk menanggapi

yang harus dikeluarkan mencapai Rp.250,000.000;serta
4, Elaya operasional tim sukses dan relawan, Kebuinhan relawan termasuk
| :ayab pembentukan dan operasional posko, sedangkan tim sukses b '
ga:n m pengeluaran yang lebih besar, Jika refawan hlenggt;m
&loﬂy _ aka:, tun Suksw biasanya mengharapkan dana dari pasingan
101 yang akan diusung (Rahmat Hollyson MZ & S¢i Sundaci, 201 5:65),
S.EJ_G.k bﬂ'dirin)'(a KPR hingga 2019, terdapat 119 kepala damah .di

mfm- dan geji yang tidak sebanding menunjukkan adanya korelasi
it _banyﬂum‘kepal‘aflam yang dijadikan mangkadariberbégni
pszdmbwmyabmxapohﬁkdalamsism pitkada langsung
104 KPK (Komis! Pemberantasan Korupsi) | o
' lfomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembags a2y
u;la:i m ‘reforma:msi -dan fmerupakan institusi penegak hmﬁ
, ; ‘ ‘uba.gal tngger mecanism bagi lembaga penegak hukym
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i dari indeks ini diperdebatkan olsh para kaum akadet
| .mm&gmrmbjehiﬁmsmmjadl mmﬂmﬂdm
 disehabkan Kkorupsi selalu bersifat bunyi, menjad ustahil wmtok
digtmakm untuk mengukur tingkat koruip::‘ ‘:gumnﬁa Conto i

Jangsn m mbil sampel survel perseps X bafbagai. pa‘tnnkom :
mulai dari'-"Apékih Anda percaya pada pemerintah?" atau Apa]:ah atp:u
masalah besar di negara Anda?”. Selain itu, apa yang dxdeﬁmm. wuayahkm‘lhm.
janggap sah sebagai korupsi selalu berbeda di be;;h;gal e tamsab
csh_ bangan .ymlgdibcﬂkanolehseormgwlmwgai g%;pm peldagsah 8
sautlunwilayahhukwnbelmntenm dianggap dermkian h:;l eyah ol
dianggap sebagai pemberian ttpyangmerupakan p nebmsa iy Dennegamgml
3ftlapﬁltmg dianggap sebagai Penyogok@mmu_ﬁm gmk;us n "
demikian, hasil survet harus dxp;:;tindsz;nukim .semra_ - sebagymg
pl;mgtikt"nanmimdnp P ting tingkatl' ( korupsi di suatunegara(Redaksi VOA, 2019).
objektif terhas egara .

101  Mitigast Risiko Korupsi dl Indonesia

NO. 30 tzhun 2002 tentang KPK,‘bagian anm mwmmgkmbiwm
biﬂi;vatindskpidanakunmsimempakan_st}amkcj.m o o Fmpalan
rdinary crime. Hal ini di sebabkan tindak pi ' msy
pelanggaran terbadep hak-hak sosial dan hak-bak ekonoms " ﬁmndak
Qlﬁn' ) diperiukan cara yang, luar biasa dalam pembleranta:ianny -
'danag'gakompsi d&i Indonesia sudah .sen.mkm meluas mn.msyarakat“gkm bt
g:'.xk ' bangankmﬁndakpidanakompgmsmewus e
tnhﬁn“ke tahun, baik dari jumlah ken..tglm negara meupun o
kasusnya, Perkembengan korupsi sampai saal nipan Whnbgﬂc idoat Gud
istem peinyelenggaraah pemerintah yang tidak ertata dengan
ss?bndsn kurang pmgawasan. Penanggulangan korupst flmgﬂnmgglmhnx
tertib o ndang-undat "masihbanyakm. K chhidnlpm
Mbezrmnm mmmsdﬂngguldak é,aja_ memperlemah atau menghancarkan
o 1 n a wotuk mencegah dan
o i i et T,
?:;lm]xesidm(i‘ERPRES)Nomof 55 Takiun 201 2 temting strategi nasional

N

B4 X« MITIGASI FISIKG mmmwmammmmmmw

pencegahan dan pemberantasan korupsi (STRANAS PPK) jamgka panjang
tahun 2012-2025 dan Jangka menengah tahun 2012-2014, Visi Stranas PPK
dalam dua jangka waktu adalah sebagzi berikut;

I Visi Jangka Panjang (2012-2025): “Terwujudnya kehidupan hampsa
yang bersih dani korupsi dengan didukung nilai bodaya yang
berintegritas,”

2, Visi Jangka Menengah (201 2-2014): “Terwujudnya tata
kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas
pencegahan dan penindakan serta nilaj budays yang berintegritas ”

Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan dj tiga pilar
PPK, yakni di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat madani, dan donia

usaha. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan serangkaian Misi
Stranas PPK berikut:

I. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas
pencegahan, dan penindsakan korupsi yang terpadu secara nasional.
2. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasiona) yang

mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara koasisten,
terkonsolidasi, dan tersistematis,

3. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan meksmisme
penyelamatan aset hasil korupsi melalri kerja sama nasional dan
internasional secara efektif;

4. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata
kepaneﬁntahandanmasyamka:.

5. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinesja
implementas; Stranas PPK secaraterintegrasi.

Pembentukan karakter anti korupsi di masyarakat dimulsi dengan
menerapkan kebiasaan anti korupsi sedini mungkin, Hal ini bisa dilakukan
sejak pendidikan anak usia dinj (PAUD) dengan menanamkan kebiasaan wotuk
tidak korupsi, hidup sederhana, jujur, disiplin dan bertanggungjawab. Pada

mata kulizh pendidikan anti korupsi di setiap program studi. Denagan cars
tersebut, diharapkan tindak pidana korupsi di Indonesiz akan berkurang,
Sebagaimana diketahui, upaya pencegahan (preventif)adalah hal yang paling
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efektif dibandingkan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan
korupsi terbagi menjadi dva bagian besar, yaitu penindakan dan pencegaban.
Dalam pencegahan inilah peran serta masyarakat diperfukan, saiah satunya
adalsh untuk membentuk karakter bangsa melatui pendidikan. Menurut
Desiree, pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang
harus ditanamkan sejek dini. Fokus awalnys, siswa dikenalkan dengan konsep
moral dan budaya lokal setempat, lalu siswa diperkenalkan dengan norma-
norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat. Pendidikan tersebut dilakukan
dalam bentuk pengenalan karakter dan herbagai perilaku dasar dengan cara
memberikan contoh tentang kegiatan yang tergolong dalam norma atsu nilai
tertentu. Diharapkan, siswa dapat menerapkan karakter moral tersebut dalam
kehidupan sehari-harinya. Teori Kohlberg menyatakan bahwa penanaman
moral penting disesuvaikan dengan usia anak. Salsh satu pendekatan dalam
pendidikan nilai yang mudsh diimplementasikan adalah pendekatan klasifikasi
nilai (PKN). Tahapan PKN ini terdiri dari lima tahapan: (1) mengenal dan
memahami (2) memilik (3) menghargzi (4) bertindak (5) refleksi dan evaluasi.
Kegiatan pembelajaran tersebut dapat diuraiksn dengan skenario pembelajaran
pada tabel berikut:

mx-mmmmmmmmm

Tabel 10. 2
Pendidiken Anti Korupsi
oo Reointen Sown
Mananrakan Mumu L] in’ 'd:\dpm
mm tisgkuh sk piewa daiem mmdd“mww'w
: . (ot) w¥al yong et 3w -
Memllih
. l _ Hamill
‘ :ﬂ":'m mm“-utm. Mesamiukan | < Siews menowtukes . -edoarman 3igtem whiyang
nuiitan] 3)yw mencart dan menamian wans  shatem - e
wlwmmﬂmﬁn“mmm O:dm " mﬂ
- Osung yang berarti | dirimyn, belk sacars MH Wopan
Individe} watuk mend!s! secuaihural [ - Mencan mentwoken --bmﬂ*
mmum Mf"&"“'““f" ﬁ;.w‘:'." yiug smem W ¢reng,
tertaog kelamahion dun kewntuagen sistzm ool dengen gy o
. :.udmm
. Mangharge e bevunaks mencikers s 3 eom i
Moyt Somea o Sews 0w mereka : g o -
E:': gls pifhan Ml leefematan slxtew 518l cortanty,
- erfasiinael siswe untuk ma dan
— Manph
Kotes 230 il a" ABYA ddgas | - s 294 st i mg
. - m-nuﬁ-bmmhndaﬂuhlm-ﬁ
mﬁhn bainex pikthien nitel bizp i ”
“m'mm dengan menskankan Bertindak
Sivws membast keyekinan ¥4cars tegas sena
s o ; :qumb_amclqumﬁm
©  Bersama siowa melakodan twhadap
i wistem MM yong dipih staws . Rafhkel dan evalugyi
. “"M”n"mﬂ“'h'"w . :mnmmwmm
tas formay berdmutiomiuge | - - mmmmm
. e oo _ St wtl pllbeneys - S




Banyak masyarakat beranpgapan bahwa pembiayzan fiskal dengan
utang telah membebani anggaran fiskal pemerintah. Apalagi sepanjang
tegjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 2003, rasio wtang
pemerintzh sangat jauk di atas batas yang ditentukan pemerintah dengan
besaran 60% dari jumlah Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Pertiwi

Hamdani, Zainu! Basri, Kbomsiyah dan Surbakti (2019) menyatakan
bnhwapminwhmmmjagautangpadaﬁngkatyang wajar karena utang
dqmbudnmpakpositifh'hadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi stok utang
yangndebnﬁbmmmakanmcmbm{dampak negatif terhadap
pertimbuhan ekonomi bahkan mampu mengancam keberlangsungan fiskal,
Perlu diketahai bahwa utang Indonesia pade tahun 2019 mencapai 4,756
Triliun. Dengam angka tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB telah
menembus angka 29,87 persen. Hal inj membebani pemerintah Indonesia
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untuk menutup defisit dalam APBN(Boediono, 201?). .
Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber .pemlnaym dan t
keperluan pengeluaran seperti belanja pegawai, bamg—b;.:ng,
pemeliharsannya. Dengan pajak, pembangunan dapat terlaksana peluang
ketja terbuka. Dalam hal ini, pajak berfmgsl sebagai ds—tﬁbtm pm
warga negara atau magyargkat. Pajak juga mampy m?njalaflkan -
terkait stabilitas harga sehingga mampu menjaga tmgkm mﬁam.me_] pada
latar belakang di atas, bab ini mengkaji secara teoritis dan mrpmsum:gpublik
dalam perspektif Islam, dimanayangd&bahasm_ehpun pmgmian:;n:i
komepdasarutangpublik,utangdalamp(espektxflslam,_mangm
Indonesia, s,empeﬂmn’dingax}a utang di Indonesia dan negsralain.
A Pengertian Utang _
™ Utan:eatau kewajiban, dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntamsi
Keuangan) disebut sebagai liabilitas, memiliki wm khusus yan
berbeda dengan umsur laporan keuangan yang lainnya. ‘I-‘ASB (Fxmnmal
Accounting Standards Board) mendefinisikan utang sebagai cvalmsr manfast
ekonomi di masa mendatang yang mungkin muncul ermakwa;ibanmm
kini dari suatu entitas untuk menyaahkanbebmpaaktwaatmu?enfbeﬁ::
suatu jasa kepada entitas yang lain di masa yang akan damngsebagmaklbgmm
transaksi masa lalu. Sedangkan, definisi utang yang dikelm.rlmn old; .
Akuntansi Indonesia tahun 1994 adalah utang pcmsalmn di masa kini yang
timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesainnya dibarapkan mmgah‘bukm'
arus kelvar dari sumber daye perusahaan yang menganding manfaat ckonomi
iyanti, 2018). ‘ - ]
Ay Susiio“)raﬁ (2016) menjelaskan wtang sebagm b:waﬁhnn e:l;:
perusghaan yang mmmﬁwasmwmmm
dilunasi di masa yang akan dmgdmmmma&mw
pelunasan), Sedangkan Najmudin, (201 1) menerangkan behwa : a:;:
atay utang sebagai modal yang berasal dari luar perusabasan yang memiliki
' dijalankan oleh perusahaan. ’ ~
mem;er:mjt Rudianto (2008), utang T:rumknn kem;;’bnn e;:l:
perusahaan untuk transaksi pembayaran sejumlah uang atau jasa mass

BAR X0 - UTANG FURLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

%Mgsebagmnmdaiymgberasaldanpm;m baik dari pinjaman
bank, pinjaman lembags keuangan, maupun dengan cara mengeluarkan surat
utang. Atas pemanfaatan ini, perusahaan memberi kompensasi berupa bagi
hesil yang menjadi beban bagi perusahasn,” Dapet di simpulkan bahwa utang
merupakan modal pemerintah yang bersumber dari pinjaman pihak lain yang
harus dilunasi ketika jatuh tempo kepada pihak yang memberikan utang
disertai syarat-syarat tertentu,

Dalam Prespektif Istam, utangsecambahmadisebutal-()mdyang
memiliki arti "memotong”, sedangkan dari sudut istilah “utang dapat diartikan
sebagai pemberian harta sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang yang
berutang, suats Saat orang yang meminjami akan melunasi harta tersebut sesuai
dengan yang telah iz pinjam.” Melihat kamus keuangan dan perbanken syariah

Bank Indonesia, qard adalah suatu akad pinjam meminjam dengan kriteria
pihak yang menerima pinjaman mempunyai kewajiban mengembalikan dana
sebesar dana yang diterima. Dasar gard dalam al-
Quran di sebutkan di surat Al-Maidah: 2,

“Dan  tolong-menolonglah kamy dalom {mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya”, (Os. Al-Maidah: 2)

11.2 Konsep Dasar Utang Publik

Delam mengumpulkan dana, pemerintah menerbitkan beberapa
obligasi dan menjuainya kepada investor sebagai pemberi pinjaman. Instrumen
ulang tersebut wajib dibayar kembali pada waktu yang telah discpakati dengan
pokok utang ditambah bunga atan keuntungan yang telah disepakati,

Dinamika akumulasi utang publik suatu negara dapat membahayakan
kesejahteraan agen ekonomi. Seperti yang telah diketahui secara umum,
akumulasi utang publik dapat menghasilkan disutifitas dan merugikan
perekonomian rumah tangga (household) svatu negara, di mana mereka
mengurangi konsumsi untuk mernenuhi future tax burden atau beban pajak di
masayang akan datang(Greiner & Fincke, 2009).

Tantangan dari akumulasi utang publik adalah memilih tindakan
efektif dalam inengurzmgi kenaikan proporsi utang publik, bersamaan dengan

remalio
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. Papageorgiou, 2018). Kebijakan utang dinyatakan suftainabie ji!(:f
surplus primer relatif terhadap PDB atau fungsi utang menunjukkan posisi
positif dan meningkat secara linear terhadap rasio PDB (Greiner & Fincke,
2009). )

Jika pemerintzh berkonsentrasi dalam mengejar kebijakan yang
berkelanjutan, rasio utang akan tetap konstan dalam jangkal panjang_ atau
konvergen menjadi nol. Seperti yang ditunjukkan oleh Grimer & Fl@
{2009), rasio utang terhadap PDB cenderung berkelanjutan ]1ka.p.emcrmtah
meningkatkan surplus primemnya sendiri ketika utang naik. Saat ini, masalah
utang secara bersamaan terbukti pada sejunilsh negara dan mdustn yang belum
pernah terjadi sebelumnya. Sasaran kebijakan jangka pendek yang umum
untuk negara-negara yang terjebak dalam skenario “stggnasi utang” menurut
(Wood, 2012) adalah:
S 1. Menciptakan stimulus ekonomi tambahan;
' 2. Menghentikanutang publik darikenaikan lebihlanjut; dan
3. Mementihitujuan inflasi. |
Menurut Baridwan, (2000) Utang dibagi menjadi dua:
4. Jangka Pendek o ‘
Hutang jangka pendek merupakan kewajiban yang waﬂ}b dilunasi
ymtuk tempo satu tahun, Klasifikasi utang jangka pendek, diantaranya
yaitu:
a. Account Payeble (Utang dagang)
Account Payable atau wtang dagang adalah sejumleh dana
yang wajib dilunasi oleh pemasok karena perusehsan melakukan
pembelian barang atau jasa. Utang dagang terjadi karena ada aktifites
pembelian yang dijalankan sccara on open account. _Umngdagm
adalah sumber utama pembelanjaan untuk jangka pendek yang tidak
berjamin. Utang dagang meliputi beberapa transaksi pembelian secara
angsuran namun tidsk banyak membutuhkan beberapa beatuk catatan
yang sah antara kedua belah pihak.

h. PromesatauUtang Wesel L
Prohes atau utang wesel merupakan kewajiban yang harus

dibuktikan secara tertulis, tanpa aian:ia syarat, untuk pembayaran

e e E 22 i) Ak il hanme Aan farmal darinada Account
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kurang dari satu tahun, utang wesel tersebut dikIasifikasiksn
menjadi kategori utang lancar, Mekanisme utang wese] sama seperti
Account Payable, yaitu melalui proses perbelian barang secara kredit.
Dimungkinkan pula, yang pada awalnya Account Payable berubah
menjadi wtang wesel dengan tujuan lebih memberikan kepastian dasar
hukum,

¢. AccrualLiabilities (Beban yang masih harus dibayar)

Accrual Liabilitics merupakan kewajiban terhadap beberapa
beban yang terjadi namun belum dilunasi karena masih belum jatuh
tempo pada akhir periode yang telah disepakati olch yang
bersangkutan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah utang komisi,
utang gaji atau upalh, dan utang bunga.

d. Utangjangka panjang yang sudah jatuh tempo -

Beberapa utang jangka panjang dapat beralih menjadi utang

Jangka pendek karena akan jatuh tempo pembayarannya.
6. uUtang Deviden

Utang deviden merupakan kewajiban perusahsan kepada
pemegang sshamnya umtuk membayar di masa mendatang dalam
berbagai bentuknya, seperti saham.

f.  Utang Deposit Pelanggan
Utang Deposit Pelanggan timbul ksrena perusahaan
fner{gharuskan pefanggan untuk membayar sejumlah uang sebagai
Jaminan atas harta dan perusshasn mempunyai kewajiban untuk
mengembalikan wang ini kepada pelanggan pada kondisi tertenty,
Utang Deposit Pelanggan sering dijumpai pada perusahaan minuman
dan gas. Tentu uang jaminan yang dikelompokkan sebagai utang lancar
adalah uang jaminan yang diharapkan akan dikembalikan sesudah
barang-barang milik perusahaan dikembalikan oleh pembeh.
2. Utang Jangka panjang
Utang jangka panjang {long-term liabilities) adalah kewajiban
yang harus dilunasi dengan durasi jangka waktu lebih deri satu tahun.
Utang jangks panjang umumnya timbul apabila perusahasn membutuhkan
suplai dana dalam jumlah besar. Dana ini digunaken wntuk investasi harta
tetap yang akan memberikan hesil dalam jangka panjang, Misalnya, dama
untuk membuat gedung atau peneadasn mesin cehailmua dinasalah das
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utang jangka panjang atau modal sendisi.

Utang jangka panjang biasanya disebut juga utang tidak lancar.
Disebut utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini
diperfukan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang.
Utang jangka panjeng biasanya bersifat tangiable asset (aset yang bisa

" disentuh) dan memiliki nilai jual tinggi jika suatu saat dijual kembali.
Adapun penibagian utang jangka panjang sebagai berikut:
a. Utang Hipotik |

Utang hipotik adalsh pinjaman yang harus dijamin dengan

barta tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang tersebut, dijelaskan

- bahwa kekayaan pinjaman yang dijadikan jaminan misalnya berupa
gedung atau tansh. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada
wektunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk
diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman
hipotik biasanya diambil jika dana yang diperlukan dapat dipinjam dari
satu sumber, misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank
tertentu. Pembiayaan bank dengan jumlah harta tidak bergerak adalah
contoh hipotik yang sering ditemukan.

b. Utang Obligasi :

Utang obligasi adalah utang yang diperoleh melalui penjualan
surat-surat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi yang
bertindak sebagai pemberi pinjaman dalam surat obligasi dan
ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan obligasi yang dimiliki. Adapun
tujuan utama dari obligasi yaitu untuk meminjam dalam jangka
panjang apabila jumlah modal yang diperluken terlalu besar uniuk
disediakan oleh satu pembeni pinjaman, '

11.3 Utang dalam Prespektif lslam
Menurut Pertiwi (2017) dan Amirya (2008), dalam hukum ekoromi
Islam, utang adalah penyedisan dana ateu tagihan antara lembapa kevangan
Syariah dengan pihak peminjam untui melakukan pembayaran secara funai
atau Secara berangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam Islam,

berutang tidak diharamkan. Namun, pengguneannysa harus dibatasi. Rasulullah

saw. bahkan pemnah benntang, baik untuk beliau sendiri manupun untuk negara.
T ios ~diandhatahlan acstlan HAak herlehihan dan tidsk ada bunga yang
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menjurus terhadap riba. Seperti yang di:
ol esly €pert yang (hjglaskm dalam Alquran surehy

P
U3 Gl G a5 e e a2 Lo S Y
e AT B GBS 80 158l
;A:“ en foet 270 '"z'n‘. T T T it .

" -
- Aive 4T s sk b S
NCETN T R MBI 42 - T A A A T

Ny Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdininya wang yang kemasukemn k)m?an Lontarom
g'ekanmh Y peryakit gila, Keadamn mereka yang demikign ity, adoiah
d:se &tarfnmka berkata (derpendapar), Sesungguhnya jual bel; ity scoma

engan riba, Padahal Allah telgh, menghalalkan jual beli gy
Lﬁmmm riba leg-omng.}mg telah sampai kepadarmlmmgm
i uhamzya. laluterus berhenti (dari mengambil ribay, maka baginyg apa
yang ielah diambilnye dahyly (sedelum datang larangan); dan yrusanye
(terserah) kepady Aligh. orang yang kembgli @wkgm'bil "ba), Makn
orang itu adalah penghuni-penghuni “pergkq; mereka kekal dy
dalamnya. (s, Al-Bagarah:275)

Selain itu, dasar hukum wtang juga gere |
282, sebagai berikut: 8184 ferdapat dafam SW al-Bagarah: 280 dan

<
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¥ A= I 01y gasd ) S5l 30s S E o

I.S::.cpai fﬁa beWm dan menyedekakkan {sebagian aiax semuq tlang) i,
ih baik bagimu, jika kamy mengelahui” (Qs. Al-Bagarah: 280
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“Hat orang-orang yang beriman, apalila kamu berleah Msmf:;
funad wituk waktu yang ditentukan, hendaklah ‘kamu sm&m;; o
hendaklah seorang perulis di antara kamu menuh.skmu};z h:arw
Jjanganiah penulis enggan memudiskannya sebagaimana 4 e
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang s
{apa yang akan ditulis it), dan hendaklah ia. bertakwa Wmmw
dan janganlah ia mengurang sedikitpun daripada wangn):m}ur 4y Wmm
1] omng yang lemah akalnya atau lemah (keadtamvg,q)am ity
mampu mengimiokkan, maka hendakiah waln.t,m menginl k;h b
persaksikanlah dengon dua orang saksi dari orang-orang . me.m i
jika tak ada dua oang lelaki, maka (bolek) .!eorang"kl o g
mpuan dari sghsi-saksi yang kamu ridhai, supava jlh: SEOrang y -
f:n; seprang mengingatkannya. Janganlai't sakxim h”::f m nmvbmm
Jeterangan) apubila mereka dipenggil; dan janganlah  fe e
itu, etk kecil maupun besar sampai batas waktu memba)nnwdm ;:fmmm
itbik adit di zisi Allah dan lebih menguqtkan parxfksiau it e
tidok (menimbulkan] keraguanmu. mdiflav{z ' amalodemi n::)'m e
mu'emelal it perdagangan tnai yw@kﬂm;dnlhﬂld‘mﬂau.l s
Ma&nabagﬂm Gika) ko tidak merulisnya Danpersaksikandoh

BAR X1 - UTANG PUBLIX DALAM PEASPEXT /SLAM

kamu berjual beki; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyuiitkan,
Jika kamu lakikon (vang demikian), maka Sesungguhmya hal ity adaiah suotu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Aliah; Allah mengqjarmu; dan

- Allah Maka mengetahul segala sesuatu ™. (Qs. Al-Bagarah:282)

Ayatini menjelaskan bahwa dalam bertransaksi idealnya harus tercatat
agar ada bukti otentik di antara pihak yang bertransaksi. Banyak fenomena
yang terjadi terkait permasalahan utang disebabkan tidek ada bukti yang
tertulis. Hal ini menguntungkan salgh satu pihak.

Selain dasar hukum dari Alquran di atas, terdapat pula dasar hukum
utang dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Bukhari
sehagai berikut:

Rasulullah shallaliahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Pada malam aku diisrakean akis melihat & atas pintu surga tertulis ‘Sedekah akan
dikalikan menjadi sepuluh kali lipat dan memiberi pinjantan dengan delgpan belas
kali lipat'. Maka aks pun bertanya: “Wahai Jibri, apa sebabnya memberi utang
lebikh utama keiimbang sedekah?” Jibril menjawab: “Karena saat seorang
peminia meminta, (terkadang) ia masih memiliki {harta), sementara orang yang
memirnta pinjaman, ia tidak meminia pinjaman kecuali karena butuh”, (H.R Ibnu
Majak: 2422)

“Telah mencerizakan kepada kami Musoddod telah menceritakan kepada kami
‘Abdul A%aa dori Ma'mar dari Hammam bin Munabbik, saudaranya Qahb bin
Mimabbin bahwa dia mendengar Abu Hyrairah radiiallahy ‘aniu berkata; Nabt
Shallallat: ‘alathiwasallam bersabda: “Menunda pembayaran ulang bagi orang
kayaadoloh kezhaliman", (H.R. Bukhari: 2225}
11.1 Utang Publik di indonesta :
Pembangunan perekonomian menurut Susilowati (2016) adalah
“suatu sustainablity process dari kenaikan pendapatan total dan
pendapatan perkapita, termasuk perhitungan pertambahan penduduk serta
perubahan fandamental dalam struktur ekonomi dan ‘pemerataan
pendapatan penduduk suatuhegm”. Semenjak krisis ekonomi yang terjadi
pada tehun 1997, Negara Indonesia sangat ketergantungan utang atau
dalam ksta lain dibelit oleh beban utang lvar negeri, di mana jumlah
nominalnya selalu bertambah setiap tahunnya. Salah satu alokasi terbesar
dari utang luarnegeri yang didapatkan adalah pada pemhansinan skonam;
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Iridonesia. Nilainya kurang iebih mencapai setengah dari anggaran
" negara untuk pembangunan ekonomi yang pelaksanaannya dibiayai
dengan -dari tuar negeri.
s'll‘::::dl‘:?s:w:lgielak :ahwa implementasi pembangunan
. perekonomian di Indonesia selama ini disokong oleh %_danya
" pi Jamanlumng fuar negeri yang semakin tahun cenderung meningkat.
'l;‘imdak harya pembangunan perekonomian sa.ja yang ditopmg -o.legls;t:nul:nr
pinjaman luar pegeri, pemerintah Indonesia juga berupaya m
berbagai bentuk program dan proyek yang bertujuan .memngka:kdz
g késqiahtaram rakyat. Utang Juar negen .sebagm pemasukan/t:lm.
e e oot &
m:::zama wo;.;d;la:;b:rﬁgum seperti kesehatan, pendidikan,
| dan Dal;m pandangan Majid (2013), adanya pemasukan lues fif.l
. biasanya akan disertai dengan pemasukan teknologi yang Gmggi '
dibutuhkannya tenaga ahli dalam proyek pembangunan. .thmssal.m “:ans
uar negeri selain unfuk mengatasi kekurangan modal, juga:c. ﬁ
| - digunakan untuk mengatasi permasalaban kck}lrangan tenags. ;?ha i
' dalam mengaplikasikan teknologi mutiuklur yarllg pada - sl:-::s )
menghasilkan dan meningkatkan prod;kjt'rvx,tas, efektifitas, serta
' i nan
| ddmm;nac:m‘mm yang‘eigeti: luas dari Utang Luar Negeri
Pemerintah, utang Indonesia berdasa:kan. catatan smti.stik, hsit;gsg;aézg
jumlahnys mencapai 'USD395_,3mili'arqtmsetm_denngp.. X lus
(bila kurs Rupish terhadap Dolar US sebesar Rp 14.077 per 1 Dolar :;
Ketidakmampuan dalam meng‘cmb'alikan utang luar neg:;h::pini
-ﬁléxﬁmbulkan bencana ekonomi di Negara tersebut. Pe:rmkaﬁ.srma o
sangas berpengaruh pada pembangunan ekonomi Indon‘esi‘a_ . .
%Yﬁﬂgbemaldwiumlwmgmudakmgsi
| Pr,::b‘;gmmaxw. tujuan peminjaman utang. Keadaan tersebut pada akhirnya
memunculkan kritik dari beberapa ahli ek?nomi pembangunan. ]:ﬁ
pembayaran cicilan dan bunga utang pemennwh berdamgak P:?:mmg
APBN dan arus modal keluar yang semakindmsyangtxdak o0
Asnoan veningkatan laju ekspor. Berikut data utang Indonesia berdasar

ey

laporan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) yang dikeluarkan
olch Kementerian Keuangan Repubiik Indonesia pada tahun 2019 Yyang
masih menyediakan data hingga tahun 2018 dan dilengkapi dengan data
utang 2019 kuartal ke-tiga pada tahun 2019 yang bersumber dari

datakata go.id:
Tabel 11,1
Tam o gk (i |
[ 2030 202413 ' 1829
2011 1B5.375 2.165
2012 T 2433
2013 266,109 3.760
2024 293.320 3.667
215 0730 "8
2014 | 320,006 431
2017 BT 4.800
ForT) ~INass SAM
[ 201§ o0l 33538

Sumber ; Kemenkeu Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, 2019 -
https://databoks.katadata.co.id/tags/unang-luar-negeﬁ/-

Tabel di atas menunjukkan kenaikan utang Indonesia pada setiap

tahun. Pada tahun 2010, utang Indonesia sebesar Rp.1.829 triliun, sedangkan
tahun 2019 mencapai Rp.5.538 triliun, Negara vtang karena ada. beberapa
alasan utama yaitu meningkatkari pembangunan infrastruktur dan pendidikan
di Indonesia. Apabila kita mengevaluasi, sejak tahun 2012 sampai 2014 dan
tahun 2015 sampai 2017, ulang pemerintah Indonesia bertambeh mulaj dari
Rp609,5 triliun’ menjadi Rpl.166 triliun atau mengalami kenaikan sekitar
191%. Angka tersebut cukup besar namun berdampak positif untuk alokasi
belanja produktif Indonesia, Belanja infrastruictur meningkat 200% dari sekitar
Rpd56,1 triliun menjadi Rp921.9 triljun, Belanja pendidikan meningkat 120%
dari Rp983,2 triljun menjadi Rp1.176,6 triliun. Meskipun trend akhir-akhir ini
menyebutkan bahwa utang pemerintah meningkat, peningkatan tersebut tidak
tergolong melanggar Amanat Undang-Undang tentang batasan dalam
pengelolaan utang pemerintah dsin bertujuan untuk mengantisipasi risiko
pemerintsh dalam melakukan wtane Amanat tomalst oemeov. . s
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" defisit APBN masih terjaga kurang dari 3% terhadap PDB dan rasio
utang kurang dati 60% dari PDB. _

Penggunaan utang luar negeri pemerintah tersebut memaksa
masyarakat untuk menanggung beban pembayaran utang melalui pajak yang
ditarik oleh pemerintah. Di samping itu, peningkatan wtang luar negeri ini
menyebabkan nilai tukar rupiah semakin merosot dibandingkan dengan mata
uang negera lain yang pada akhimya berpengaruh terhadap kenaikan biaya
hidup masyarakaf dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Sebab, kewajiban
membayar utang luar negeri pemetintah pada masa jatuh temponya akan
menekan nilai Rupiah untuk terus turun akibat keharusan pemerintah untuk
membayar utang dalam bentuk mata uang asing. Pembayasan ini akan
menyebabkan semakin tingginya permintaan mata uang asing sehingga
berakibat pada apresiasi mata uang asing sementara nilai mata uang Rupiah
‘semakin merosot.

' Melihat berbagai permasaiahan yang disebabkan oleh wtang luar
 pegeri ini, sangat penting untuk melihat pandangan Ekonomi Islam dalam

menangani permasalahan utang yang membelenggu Indonesia. Berawal dari

utang yang bertujuan sebagai dana pelengkap untuk membiayai pembangunan
_ ekonomi namun kemudian berubah menjadi dana utama untuk menutupi defisit
anggaran. Hal ini tentu memberi ketidaknyamanan pada pemerintah dan
Khususnya rakyat Indonesia jika terus dililit dengan beban utang yang terus
meningkat dan tidak bisa dipastikan kapan akan terlepas dari belenggu yang
teleh mencekik hak-hak rakyat untuk hidup lebih sejahtera.

Lebih jauh, investasi pemerintah semakin tertekan karena alokasi dana
untuk membayar cicilan utang dan bunga pinjaman yang semakin naik
jumlahnya, Beban cicilan dan bunga utang pemerintah yang semakin besarjuga
menggeser alokasi dana untuk pos kesejahteraan rakyat, Secara tidak langsung,
masyarekat terkena dampaknya dengan berkurangny2 proporsi pengeluaran
untuk pos-pos yang berkaitan dengan Kesejahteraan masyarakat secara
langsung.
- Pemerintah belum mampu mejunasi utang fuar negeri yang hingga saat

ini masth melilit Indonesia. Untuk menghindari dampak negatif dari utang luar
negeri, solusi agar terlepas dari jeratan (tang luar negeri akan dijelaskan
sehacai berikut

GAL X - UTANG. PUBLIX DALAM PERSPEXTIF 16LAM

pembagmn keunumgm Pemerintah Indonesia berbagi modal dengan
Bank Islam dalam sebush aset riil atau aktivitas ekonomi dan
keuntungan yang akan diperoleh dibagi sesuai dengan
kee;.epakatan-. Konsep Musyarakah ini akan mennipiak&n
1I:m;;asama-ya'ng_ adil. Jika terjadi kerugian dalam kegiatan proyek,
erugian tersebut akan ditanggung bersama. Sebaliknys, jika
terdapat keuntungan dalam transaksi, keuntungan tersebut dibagi
bersama sesuai dengan kesepakatan; |
2. Eonse;;.lkfnagi Hasil (Mudharabah), Pemerintah . Indonesia
Is]?:agm _ proposal. ° untuk p_er_nhiayaan proyek kepada Bank
- a;::mya dengan pola bagi hasil. Dalam kerja sama
1:,; membenkan modal 100% untuk dikelola cleh mitra
o :lx:ya (pemenntab) dengan pesjanjian bahwa jika proyek
‘ft menghasilkan keuntungan eken dibagi menurut porsi
yang ditentukan (nisbah) misalnya 67% untuk pemilik modal dan
33%untuk Indonesia; dan |
3. K.onsep-i(onsep Jyal Beli Perdagangan. Konsep ini d
d:gm‘akan untuk meraih keuntungan fnnpa harus mnhnbtﬂipat
kezaliman dan cksploitasi terhadap pihak terkait, | "
Solusi ldl u::n dijelaskan agar pemerintah dapat melakukan kerja sama
Jflcnganual beﬁn::‘;:r:l :::n : ganmmggalnakm sistem musyarakah, mudharabeh dan
j duam han::;ptukan pembangun:m ekonomi di Indonesia. Pemerintah
lmn:donesmn posia ik nfcl?kukan kerja sama dengan berutang kepada negara
& ketiga solusi di atas adalah cara yang cfektif untuk m ningkatken
pembangunan tanpa adanyariba. ) o
. l'dfi:lentuk-bt:ntuk kerja sama yang diperkenankan dalam syariat antara
mudharabah, musyarakzh, dan murabahah dapat dikembangkan sebagai
be'nn?k external financing dalam angaran negara. Bentuk-bentuk i bﬁsm
prinsipnya lebih bersifat flow creating equity atau flow creating debt d:lnlmp:liia |

banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional

Isiamic Development Bank telah banyak membiayai proyek di negara-negara

Islam dengan skema ini. Dibandingkan dengan uteng, penyertean modal

dipandang lebih konstruktif, i i
_ ‘ proporsional dan fair dalam pembi karena
terdapat pembagian perolehan dan risiko. P
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. Agar pemeriniah Indonesia dan juga negara-negara Isiam lainn_ya_tidak_-.'

- tesjebak ulang berbunga, sudsh saatnya negara-negara fslam bersatu untuk

. menciptakan sebuah badan keuangan internasional yang menyediakan dana %

. untuk dipinjamkan kepada anggota-anggotanya yang sedang mengalami
 kesulitan ekonomi. Di samping itu, solusi terhadap utang luar negeri menurut
Andi Hasdi Hakim adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan
ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya,

2. Meningkatkan pajak secara progresif terbadap barang mewah dan
impor. Realita saat ini, pemerintah mengambil pajak barang mewah
namuh belum terlaksana dengan optimal;

3. Menggunakan konsep pembangunan yang berlanjut dan mengarah pada
satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, dapat secara
bertahap melepaskmkmrgantungmpadautmgluarnegeri;

4. Menggalakkan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan
kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa
kewirausahaan masyarakat;

5. Memanfaatkan sumberdaya alam unggulan Indonesia untuk
meningkatkan devisa negare; serta '

6. Mengembangkan sumberdaya manusia berkualitas dan menempatkan.
*kesejaternan yang berkeaditan dan merata.

Abdul Manan pada Teori dan Praktek Ekonomi Islam (1992) .

menyebutkan terdapat dua pendapat dalam menyikapi utang luar negeri
pemerinteh dalam Islam: Pertama, mereka yang menganggap external
financing (dana yang bersumber dari luar) diperbolehkan selama
mekanismenya dimodifikasi sesuai syariat Tslam. Sedangkan golongan kedua
menganggap negara Islam tidak layak meacari utang luar negeri, Pandangan
pertama didasari oleh konsep fakia sejarah yang menunjukkan kerjasama.
dengan pihak lain dalam usaha ekonomi diperbolehkan. Tentu saja dalam
koridor yang sehat dibawah naungan hukum Islam. Bentuk-bentuk kerjasama
seperti ini banyak dikenal dengan istilah mudharabah, musyarakah,
murabahah, dan sebagainya. :
411 Masgiah Pengelofaan Utang dl indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam
R VA B venbrad umnmumdmmmmmﬁn@.m

BABX - UTANG PUBLIK DALAM PERBFERTIF (SLAM

(Tone bemhan dalam rflfnglndapi perubahan kebijakan moneter the FED

y. ;;:;?g ml?;).cm ciri-ciri ZN?g.am yang mnsuk ﬁ'ag_ile five yaitu negara -

™ mgkatmi account ou ;sed:ht-gtaudeﬁmt.cadmm devisa yang tidak

Hasﬂ, Sngiatnfs ;t;n: tinggi, dan budget fiskal yarig rendah (Hendar, 2014).

2010-2012 menyatakan babiw e, e b mdem%m

i ey memﬂ-l]):hwa pemerintah, dalam bal ini Kementerian

khus f, belum i dasar ht}km‘n pengelolaan kewajiban kontijen

: us_tlya kontijen eksplisit. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang

mmen;.:;olm Utang Negara Tahun 2010-2014 socars eksplisit

menyeiak hwa su-ategi pengelolaan utang tidak mencakup kebijakan
engenai kewajiban kontinjen. 1
Meskipun demikian, perbaikan telah dilakukan, seperti
t[j:t::mur}n dalam KMKNomo;S?ﬂ(MK.OSQO_IS teatang Strategi li:;ge}:i::ng

‘ I egara "Ihhtm- 2013-2016. Pemerintah teish mencantumkan aturan

:;mmgmm ﬁs;e:vz;'bzx kontigensi. ‘Smtegi kuantitatif yang ditetapkan berupa

o ai;i utang‘s‘sena bfxtasan kewajiban kontinjensi yang harus
capai smg:nm target pembiayasn utang serta kewajiban kontinjensi

unpemenntahm mn@pa; o mfm arahan dan langkah-langkah diperlukan

DK e cuped juan g:fne ; .‘umng Pcnmsalahs;mlain yang ditemuken

o elaksanakan kerangka kerja pada ekonomi makro

a. ;e:‘nenmah bghm mmiliki aturan yang jelas mengenai langkah-langkah

pembagm tugas/tanggung jawab para stakeholder terkait pmses
pcngambﬂan keputusan (decision making) dalam pengadaan pinjaman
siaga setl,;mw mpncu] peluang dan potensi ketidakkonsistenan dalam
ﬁgam. lan ke;mt:_zfanpcn.gadaan pmjaman siaga. Hal ini menimbulkan
X mt‘enm-gkzzkannslko ketidakefisienan biayautang;

. Koordinasi dan mmm antar unit pengelola fiskal belum diatur dalam
;epenhi);:‘sguan;gm anfgaran pembiaym PMK Nomor 44/PMK.01/2007
sehivgga e 8pa p?Iua_ng 'mllncx.ﬂnya potensi tidak efektifnya koordinasi

.ng-‘ma..smg unit ketja pengelola fiskal dalam penyus
anggaran pembiayaan; :
¢. Penyusunananggaran pembiayaan dalam APBN tahun anggaran 2010-
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2012 belum sepenulmya-mempertimbangkan unsur-unsur kesinambungan
-ﬁskalkhususnyaﬁsikotarkendalidanbiayaymgopﬁmum;sem

4. Pemerinteh belum memiliki kerangka kerja untuk menyelaraskan aset

dengan utang yang dikelola otoritas fiskal dan moneter (Asset Liability

Management/ALM makro) sehingga terdapat potensi risiko nilai tukar

yang belum dikelola dan meningkatnya risiko timbulnya kewajiban pada
pemerintah dalam melakukan penambahan modal Bank Indoresia.

Perkaitan dengan kinerja strategi pengelolaan utang négara periode

tahun 2010-Oktober 2012, penilaian atas desain dan pengelolaan utang negara

telih efektif untuk menjaga fiscal sustainability. Akan tetapi, ada beberapa hal

- yangmasih perlu dilakukan perbaikan:

a. Strategi pengelolaan utang jangka menengah belum komprehensif dan

review stratogi yang bersifat kualitatif betum dilakukan schinggs target 3

pengelolaan kewajiban kontinjen dan target tabunan yang valid belum
dapat (ersedia, sertasusahnyaataubahkanﬂdakmmgkinmmmau
strategi yang bersifat kualitatif.
b. Pemerintah belum mendokumentasikan seluruh faktor yang
mempengaruhi penetapan Owner's Estimate Surat Utang Negara (OE

SUN) serta belur memiliki peraturan dasar atan pedoman teknis dalam

menetapkan struktur portofolio, bisya yang efektif dan efisien, dan
kupon/imbalan SBN ritel. Fenomena tersebut berakibat pada tidak dapat
dilakukannya uji silang dalam penetapan kupon/imbalan SBN rite} dan OF
SUN dan proses penyusunan strategt, di mana hal ini tentu saja berpotensi
pada unconsistency.

c. Pemerintah belum memiliki kerangka ketja penyelarasan aset dan utang

~ dslam neraca pemerintah pusat (ALM mikro) sehingga menimbuikan
potensi pengelolaan risiko utang yang tidek optimal dan meningkatkan
risiko ketidakhematan dalam pengelolaan ased dan utang negara.

4 Pemerintah belum memiliki strategi dan kebijakan yang memadai untuk
mempertahankan -kepemilikan individu pada SBN ritel dan
mengembangken pasar Surat Berharga Syarish Negara (SBSN) schingga
biaya tambahan yang dikeluarkan belum menciptakan peningkatan basis
investor individu dan pasar SBSN yang likuid.

Peningkatan jumlah utang pemerintah lintas periode cukup signifikan.
¥va1im2 2Anb henvra barsna kehiiakan defisit anggaran yang mengekibatkan

A0 - UTANG PURLIX DALAM RERSPEXTIF iSLAN

| negara. selalu membutuhkan penambahan utas) ipi

mmmmmlmmmmmm:mngmmﬂmﬁ?mimﬁ |

kita yang terbuka terhadap volatilitas mats vang mmwukhnbahm
p?meri_ ntah belum memiliki instrumen manajemen risiko yang dapat
dmndalkan‘ untuk melindungi nilai utang pemerintah. Kondisi ini harus
men]%di perhatian pemerintah karena sangat berisiko bagi titang pemerintah
mengingat 47 persen dart utang pemerintsh dalam benfuk denominasi vales.

| Pexgeﬁnml_; Juga perlu memperhstikan hal lain dalam mmaj’emm
utang seporti masalsh waku (timing) penerbitan SUN, Pada tahun 2009, kita
masih memiliki kelebihan pemblayaan scbesar Rp38,35 rilion. Semestarait,
realisas] APBN tahun 2010 hingga kuartal I tahun 2010 masih rendali yaity
kureng dari 20%. Realisasi peneritnaan pajak mencapei Rp! 16 tiliun atan
mencapai 19% dari sasaran APBN-P tahun 2010. Dengan kta lain, sejatin
sisa pembiayaan tahur: 2009 1zt ditambah realisast penerimann makhn£
kearta 1 2010 oukup untuk membieyal realsast APBN tahun 2010, Namuz,
hmgggApril 2010, pemerintah telah menerbitkan SUN hingga R986,'94 :xﬂrln
atau sckitar 48,83% dari target penerbitan SUN tahun 2010, Sekalipun
d:katakan bahwa kebijakan utang kits merupakan bagian (in the part of)
kebijakan fiskal (APBN), dalam praktiknya masth jauk: dari harapan.

_ Sesungguhnya, ketergantungan terhadap utang berpotensi untuk
dikurangi, PDB Indanesia meningkat pesat. Nammun, rasio pajek kita masih
berada pada posisi rendah. Hubungan rasio pecpajakan teshadsp PDB (i
ratio) Indonesia tidak meningkat sejalan dengan peniogkatan PDB, yakni
bertahan di level 11-12 persen. Keadsan ini menvnjukkan poncapum PDB
yang tinggi yang dibiayai dengan utang pemerintah. Akan tetapi, yang kembali o
ke APBN untuk melunasi uiang pemerinh berup pemasukan deri pajsk
belum tcrkmnpul optimal. Itu artinya, bila kita berhasil meningkatkan mpr:ﬂo,
kebututien akan wtang baru bisa semakin ditekan, -

’ Tujuan utama pemerintah melakukan pinjaman adalah - untuk‘
mcmbmyai pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan sebagai
konsekuensi anggaran defisit yang dianut pemerintah seat ini. Dlharapkan,
utang yang diterima pemerintah mampu mienjadi faktor leverage, tidak hanya
untuk__ menghindari opportunity cost yang diakibatkan da:’1 hllangnya
kesc_r_):lpatan. untuk memperoleh keuntungan lebih yang tidak dapat dipastikan
dan diukur besarannya, Sebagai unsur leverage, seharusnya utang dilakukany )
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_ untuk melipatgandakan aset negara dengan cara menggunakannya
untuk membiayai proyek investasi yang memberikan keuntungan melebihi
biaya utang yang diterima. Akan tetapi, Kementerian Keuangan, dalam bal ini
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), tidak memiliki mekanisme
khusus untuk menilai efektivitas operasional pengelolaan utang. Pengelolaan
utang harus mempertimbangkan cost dan return dari utang yang dibuat, Suatu
utang dikatakan efektif apabila utang tersebut mampu menjadi faktor leverage
pertumbuhan ckonomi atau aset pemerintah, Aset atau pertumbuhan yang
dihasilkan harus lebih besar dari biaya utang yang dikeluarkan (bunga utang
ataukupon Surat Berharge Negara). Akan tetapi, DIPU tidak dapat menentukan
berapa return yang diperoleh dari dana alokasi utang karena alokasi utang yang
diterima tidak dapat ditelusuri penggunaannya. DJPU, bahkan Kementerian
Keuangan, tidak memiliki data alokasi utang seperti proyek atau program mana
sajayangdibiayai oleh sumber utang tertentu.

Tidak hanya itu, dalam manajemen utang, ada aturan bahwa utang
jangka pendek harus digunakan untuk membiayai proyek, program, atau
aktivitas yang akan menghasilkan retum dalam jangka pendek. Sedangkan,
utang jangka panjang dipergunakan untuk mendanai long term activity atau
kegiatan jangka panjang. Akan tetapi, aturan ini tidak diterapkan dalam
pengelolran utang negara karena pengalokasian utang yang tidak jelas tujuan
atau pengguaa akhirnya. Hal ini periu menjadi perhatian dan pertimbangan
Kkhusus Kementerian Keuangan, dalam b
manajemen ttang negara dan merinei data fentang sumber serta besar dan
banyaknya entitas, akitvitas, dan proyekyang menerima alokasi utang tertentu.

$1.2 Perbandingan Pengslclaan Utang di Indonesia dengan Negara-

Negaralain _

Total utang pemerintah Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan
dari bulan ke bulan. Perturnbuhan utang darl sektor pemerintah per Desember
2019 terus naik. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2019, total utang pemerintah mencapai Rp5.538 triliun,
meningkat 8,7% dari pe{'iode tahun sebeluenya. Tren kenaikan mlai utang
pada skhimya meningkatkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) yang pada saat ini nyaris menembus posisi 30%. _

Menurat data yang didapatian dari World Economic Qutlook, rasio

oot L1k heilr AThandinokan negara-

al ini DIPU, demi memperbaiki -

BAB X0« LTANG PUBLIX DALAM FERSPEKTY ISUAM

e ::ng'::’iau;?kmtetapl. rasio.ut'angpemn' rerintah Indonesia masih lebih
s Bcﬁkq utang pemerintah Rusia yang hanya bemilaj 17%
mmtel'hadaia ok Tuﬂd zut.mgmpalmn. pal data rasio utang negara-negars lain seperti
Busia 509;0 o 9% Filiping 34%, Thailand 42%, China 46%, Afrika
o %, enung'SI%, Meksiko 58%, Jerman 68%, India 70%'., Brasi
o,lnigunnz?%.-AmcnkaSmkat_ ikat 107%, dan Jepang 239% !
1 utang publik pada dasamya adalah ' i 81
" : ada ya adalah untuk menutupi defis
mm k:rn.e:aap:m(;;n dan Belanja Negata (APBN). Hal tersebut pad;t
b ya program pembmlgunaﬂ pemerintah yang cukup
amblsius memerlukan dana yang beser namun sumber penerimaan n
te::n | I:":aeng. BanerdasmicanN - aturan Undang-Undang (UU) 17 'Ihhun Z%‘:;;
diperbOlehkanuangalmn eg.m? fnengenai defisit anggaran, utang memang
e hkan skan tetapi nilai besa.t:anny& dibatasi maksimal sebesar 3% darj
ol Do mem_bx?uto .(PDB). Sehingga, utang meupakan pilihan dan solusi
e e iayai adarrya.deﬁsit‘tersebut, Meski begity, Sri Mulyani
17&003 , g Indonesia masih rendah dan dalam batas aman. Aturan UU
o enyebut lfah“.ra utang luar negeri dibatas maksimal senilai 60% dari
- 39.{, . pun {rr{pllkasx di Indonesia pada tahun 2018 berada dalam posisi
»0%. Berikut ini adalah grafik rasio utang terhadap PDB (debt to Gmmxg;m
Jopang ¢ : ) 28

' Gambar 11. 1
Rasio utang terhadap PDB negara G20 tahun 2019 (%)
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_ Menurut Faisal Basri (2019), dilihat dari gambear di atas, rasio utang
Indonesia terhadap PDB masih tergoiong rendah bila dibandingkan dengan
negara-negara lain. Namun, datam mengukur utang tak cukup hanya dengan
melihat rasionya terhadap PDB saja melainkan harus melibat dari indikator-
indikator lain yang akan memberikan informasi dan menuajukkan bahwa utang
Indonesia masih rentan, berbahaya, serta mengancam stabifitas keuangan
negara. Apabila dibandingkan dengan Jepang yang rasio utangnya mencapai
230% dari PDB dan utang Jepang 8 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia, Jepang
meruiliki strategi pengelolaan utang dengan mentberikan utang kepada negara
{ain, termasuk Indonesia dalam bentuk surat berharga dan pinjaman langsung.
Keuntungan lainnya yang dimiliki Jepang adalah Jepang juga merupakan
pemegang surat utang Amerika Serikat (AS) terbesar kedua setelah Tiongkok.
Di samping itu, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintzh Jepang
juga sangat rendah seperti Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10
tahun hanya i kisaran (%, ini merupakan salah satu suku bunga terendah di
dunia. Hampir seluruh surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang
dibeli oleh rakyatnya sendiri. Sehingga, siklus pembayaranp dana bunga tetap
beredar di dalam negeri. Fenomena tersebut menyebabkan beban utang tidak
berdampak besar terhadap stabilitas perekonomian secara makro. Sebaliknya,
. Indonesia merupakan pengutang (debitur) murni yang tidak mengaplikasikan

portofolio seperti Jepang. Surat uiang pemerintah Indonesia dalam rupiah

(local currency bonds) secara paris besar tidak dipegang oleh masyarakat
domestik sendiri namun dipegang oleh investor asing dengan jumiah yang
relatif sangat besar mencapai 39%. Nilai tersebut bahkan merupakan yang
terbesar di antara negara-negara emerging markets di mana pihak asing hanya
memegang surat utang suatunegara rata-Tata sgbesar 25%.

Teslepas dari nilai dan strategi pengelolaan utang yang telah
disebutkan di atas, peningkatan utang terjadi karena pemerintah sedang gencar
melakokan program pembangunan infrastruktur, di mana hasil dari
pembangunan pemerintah tersebut akan terasa manfastnya dalam tiga hingga
empat tahun ke depan. Beberzpa di antaranya adalah efisiensi dalam bizya

logistik, kemudahan berinvestasi, sumber daya manusia yang andal, serta

jeringen komunikasi yang uat. Dari manfaat-manfaat yang didapatkan

{ersebut akan tercipta produktifitas dan kapabilitas negara Indonesia yang
B on? vetrils mmambovaritans. terlebih intuk menyejahterakan perekonomian,

BAB X0~ UTANG PUBLIK DALAM PERSFERTIF IS

bgiksecaramakromaupmnﬁkm.
- mssen;b:gaida:aslmpulafi, uta.ng merupakan bagian dari kebijakan fiskal
_ mmﬂljﬂdl bagian deri tats kelola perckonomian secara
wkwelm ; WMmenjﬂmlew ataupengungm
el perekonomm. ymgm n:;;nl Dengan kata fain, kebijakan uteng adalah
bejalmn ng S are : memang diadakan dalam rangks mencapai tajuan
engelelolagn mmekonomkm Sec.nra umiit, posisi utang Indonesia masih dapat
Mmdihtﬂfmt T (m_o uwang pemerintsh yang merujuk pada standar
i %o ntang terhadap p:joduk domestik bruto serta rasio
i vang el jumlah penduduk) dinilsi dapat menjaga utang
i deem et yang masih dapat dikelola dengan baik (mansgable)
o merjenin ke atnbungan fiskal. Meskipun posisi wtang pemerintah
di""““"‘_bmhi danaz‘ a:lebmvakelemahan dalam manajemen utang yang perin N
e m;:dm perhatian pemerintah, Di antaranya yang berkmtan
denm. intoend pelaksmaan kerangka kerja macro economics sertn
mm,m eloaan utang negara, Peraturan undang-undang yang sudah ads
Pl p;nn:;l dbelum cukup ktfmprehens_if entuk :mengatizr berbagai foktor
e melola: uz:ng Hal inj berpotensr menimbulkan ketidakhematan
o el penerb‘g dan risl.ko tidek terkendalinys jumleh utang.
cermat. Volatilitas mata o mg e po ‘ Mﬁh
. o uang uga memberl pengarvh signifikan terhadap
mmmdm utz::i negarg. Dalam mengalokasikan utarg, pemerintsh
.mekmmnofdanm‘ufmg"mbm diglokasikan pada proyek-
ol dim{gpmdnkuh oy m?mxhh !1asll lebil tinggi dari biaya utang, Utang - -
 di s ﬁdnkap:x dstc:ilsm penyalurannya. Hal ini mengakiﬁdkah
cfekhvnas. it apat tentukan dan fungsi utang sebagai faktor
}(cbijakm defisit anggaran dimaksudkan untuk memicu pes |
mn;mﬁm Akan tetapi, ebijakan ini bisa berbalmp:m
bb,_,a]m i nastonal bila tidak dikendalikan denpan baik. Jangan sam i
. ini iz‘ii:nmbuat negara kita terjebak dalam beban utang y:::
mbakepam- . mg;nm& n::xgaglggu .kesimrgbtmgan fiskal. Sebelum pemcnntah
ﬂsmmm&mommmmp u dilakukan kajian secara komprehensif mcngm
asecara cermat. Utang yang ditarik harus memiliki
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: _manfaat dan nilai yang lebih besar flari.biaya ymg dikghn::.r.;
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang d}has;lkm_: dmmm
harus .ieﬁih besar dari biaya bunga utang tersebut. Mrsngmgatummmisme e
secara perlahan melemah, pemeri:?tal} periu meranc?:fw vism
melindungi nilai utang agar depresiasi mat'a uang mp - terserct
pada posisi lemah terhadap mata uang asn:lg Pemermtahaﬂ 'mmmmmm@m
strategi lindung nilai (hedge) sebagai bagian ari .aj T yore

diandalkan untuk mencegah membengkaknya nilai utang

tidak terkendali.
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